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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi
Tahun 2024-2026 lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan dengan
baik.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi ini,
maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pangkalpinang memiliki acuan tentang arah pembangunan ke
depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut
menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga
setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan
dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi yang telah disusun ini
tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan komitmen dan motivasi
yang tinggi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
seluruh kegiatan pun harus dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada
peningkatan Kinerja.

Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi ini dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mencapai sasaran-sasaran
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pembangunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang selama Tahun 2024-2026 untuk

mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Pangkalpinang, 11 April 2023

Kepala Dinas PMPTSP &
NAKER Kota Pangkalpinang,

o

Endang Supriyadi, ST, MT
‘Pembina Tingkat I ([V/b)
NIP. 19760612 200003 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
mengamanatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5
Tahun. Saat ini Kota Pangkalpinang sedang melaksanakan RPIJMD
Tahun 2018-2023, dimana masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir
pada Tahun 2023.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil
Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023, akan diangkat
penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Walikota dan Wakil
Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa
jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023, maka Kota
Pangkalpinang melakukan penyusunan RPD Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2026, yang digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan rencana pembangunan tahunan, Tahun 2024, 2025 dan
2026.
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1.2

Selain berdasarkan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-
2026, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas
Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
Tahun 2024-2026 juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang
dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah.

Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang Tahun 2018 — 2023 disusun berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah
tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
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Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021
tentang HasiL  Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada
Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang
Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2020 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11
Seri E);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang;

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2023 Nomor 144);
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21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023
tentang Rencana  Strategis Perangkat Daerah  Kota
Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang
ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja selama kurun waktu tiga tahun ke depan
dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang
tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan
untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan
perencanaan pembangunan daerah;

2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur
yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan
dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Pangkalpinang;

3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
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monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian
target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan
RENJA yang bersifat tahunan;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika penulisan Rencana Strategis Transisi Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, sumber daya, Kinerja
pelayanan, serta penghargaan yang didapat, tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota

Pangkalpinang.
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Bab I11 Permasalahan dan Isu-lIsu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang, telaahan tujuan sasaran RPD Kota
Pangkalpinang Tahun 2024-2026, telaahan Renstra
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, telaahan
Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian
Investasi, telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Renstra Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Bangka Belitung,
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab VI

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan
jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta
Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub
kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.
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Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang
tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
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BAB I

GAMBARAN PELAYANAN

2.1

PERAN GKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang.

Susunan organisasi perangkat daerah tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Koordinator Keuangan; dan

3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman

Modal;

2. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan

Potensi Daerah; dan

3. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal;
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian;
2. Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan
Layanan; dan

3. Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem

-1
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@

=h
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Informasi

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;

2. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
dan

3. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |11

Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan
Produktivitas;

2. Sub Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan; dan

3. Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;

UPT.

-2
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP & NAKER Kota Pangkalpinang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
FTERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KEPALA DINAS

KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN KEUANGAN

SUB KOORDINATOR

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

BIDANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN

BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN DEREGULASI
PENANAMAN MODAL

SUB KOORDINATOR
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

SUB KOORDINATOR PERIZINAN

NON PERIZINAN I

DAN ]

SUB KOORDINATOR PERLUASAN,
PENEMPATAN, PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS

SUB KOORDINATOR
PEMBERDAYAAN USAHA DAN
PENGEMBANGAN POTENSI
DAERAH

SUB KOORDINATOR
INFORMASI, PENGADUAN DAN
PENINGKATAN LAYANAN

SUB KOORDINATOR PROMOSI
PENANAMAN MODAL

SUB KOORDINATOR
PENGOLAHAN DATA,
PELAPORAN DAN SISTEM
INFORMASI

: Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021

SUB KOORDINATOR PERIZINAN
DAN
NON PERIZINAN II

SUB KOORDINATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN

SUB KOORDINATOR PERIZINAN
DAN
NON PERIZINAN III

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

SUB KOORDINATOR SYARAT
KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
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Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang
merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota
Pangkalpinang, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan
urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja
berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan  tugasnya  Kepala  Dinas
menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

2) penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan
misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota
Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
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4) penetapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas
dan mendistribusikannya kepada bawahan;

5) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

6) pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

7) pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di
lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan
prasarana; dan

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan
fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris
menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja;

3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga,
kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan

masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
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Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

4) penyelenggaraan  urusan  keuangan, perbendaharaan,
akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya Yyang
diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris
membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Sub Koordinator
meliputi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Koordinator Keuangan; dan

c. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Tugas dan Fungsi masing - masing Sub Bagian adalah :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung
jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian
dukungan  administrasi  ketatausahaan, kerumahtangggan,
kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
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. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi
pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan,
penyelenggaraan ~ kerumahtanggaan, dan  pengelolaan
perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi
perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
(mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan,
dan kesejahteraan pegawai);

. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang
milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan

dan pemberian pelayanan informasi kepada publik,

pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian
konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran
informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan
dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian
informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan

. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan

Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
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b. Sub Koordinator Keuangan

Sub Koordinator Keuangan dipimpin oleh seorang
Koordinator Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja. Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas Subkoordinator Keuangan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi
anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja;

c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja; dan

d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan
daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja.

c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
Pekerjaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja.
Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana
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program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja. Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Perencanaan,
Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perencanaan program dan Kkegiatan
(Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja,
Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja;

b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja; dan

c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan
Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

C. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan

urusan pelayanan penanaman modal,
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2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang penanaman modal,
3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada
bidang penanaman modal,
4) pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas;
5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan
lembaga/instansi lain di bidang penanaman modal ; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang
Penanaman Modal membawabhi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi :
a. Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman
Modal;
b. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan
Potensi Daerah;

¢. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal.

Tugas dan Fungsi masing masing Sub Koordinator sebagai
berikut:
a. Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman

Modal

Sub Koordinator Perencanaan Deregulasi Penanaman
Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup
Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Perencanaan

Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
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a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
rencana umum, rencana stratagis dan pengembangan
penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
rencana umum, rencana stratagis dan pengembangan
penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;

c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan sektor usaha;

d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan wilayah;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator
Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal kepada Kepala
Bidang Penanaman Modal; dan

f. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha  dan
Pengembangan Potensi Daerah
Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan
Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi
penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub
Koordinator Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi

Daerah mempunyai fungsi:
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a. menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai
dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk
daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;

b. menyiapkan usulan bidang bidang usaha yang tertutup
mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA, dan
bidang bidang usaha unggulan prioritas;

c. menganalisis terhadap perkembangan sarana dan prasarana
penunjang investasi serta sektor sektor penting lainnya;

d. merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil
penanaman modal daerah;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator
Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah
kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal
Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai
tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di Promosi Penanaman Modal. Untuk
melaksanakan tugas Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal
mempunyai fungsi:
a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal;
b. membuat bahan promosi penanaman modal di daerah dalam
bentuk media cetak dan elektronik;
c. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, baik
di dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran,

temu usaha dan lokakarya;
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d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Promosi
Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman
Modal; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi bidang Pengawasan dan
Pengendalian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan

Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan
urusan pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan
peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;

2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan
peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;

3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang
pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan
peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;

4) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan
peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;

5) pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan

lembaga/instansi lain di bidang pengawasan, pengendalian,
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informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data,
pelaporan dan sistem informasi;

6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan
Pengendalian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala
Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Sub
Koordinator meliputi:

a. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian

b. Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan
Layanan

c. Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem

Informasi

Adapun tugas masing masing Sub Koordinator sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian
bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan dan Pengendalian.
Untuk melaksanakan Sub  Koordinator Pengawasan dan
Pengendalian mempunyai fungsi:

a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam
pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan atas

pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman
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modal sesuai ketentuan kegiatan dan peraturan perundang-
undangan;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

d. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui
laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman
modal lingkup daerah;

g. melaporkan  pelaksanaan kegiatan Sub  Koordinator
Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Bidang
Pengawasan dan Pengendalian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub  Koordinator Informasi, Pengaduan dan
Peningkatan Layanan
Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan
Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi,
Pengaduan dan Peningkatan Layanan. Untuk melaksanakan tugas
Sub Koordinator Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan
mempunyai fungsi:
a. menyiapkan, mengumpulkan data administrasi pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan;
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. merencanakan, mengidentifikasikan, memfasilitasi,
memberikan layanan penanganan pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;

. menganalisis data, merumuskan, memonitoring dan
mengevaluasi data permasalahan penanganan pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non
perizinan;

. mengkoordinasikan, menyusun, membuat,
mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan penanganan
pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan
non perizinan;

. menyiapkan data dan bahan, merencanakan dan penyusun

peningkatan layanan yang meliputi  pengembangan,

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM
dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

. menyusun laporan pelaksanaan peningkatan layanan yang
meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan
perizinan dan non perizinan;

. melaporkan  pelaksanaan  kegiatan Sub  Koordinator
Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan kepada
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
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3. Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan
Sistem Informasi
Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem
Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup
Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi. Untuk
melaksanakan tugas Sub Koordinator Pengolahan Data, Pelaporan
dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

a. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non
perizinan serta penanaman modal,

b. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal;

c. melakukan pengumpulan data dan bahan serta melakukan
penyusunan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan
serta penanaman modal,

d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem
informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman
modal;

e. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan
perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

f. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan
prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi
dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan
perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

g. melaporkan  pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data,
Pelaporan dan Sistem Informasi kepada Kepala Bidang

Pengawasan dan Pengendalian; dan
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h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian  dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan Kkebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan
urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan;

3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain dibidang penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan;

6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
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Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan Fungsi Masing masing Sub Koordinator
sebagai berikut:
1. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan |
Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana
program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan 1. Untuk melaksanakan Sub
Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai
fungsi:
a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I;
b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I;
c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I;
d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan
dan non perizinan I;
e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan I;
g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I;
h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan I;
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i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan I;

J. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan I;

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I;

I. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan | kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan 11
Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Il
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana
program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Il. Untuk melaksanakan tugas, Sub
Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Il mempunyai
fungsi:
a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I1;
b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II;
c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan I1;
d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan

dan non perizinan I,
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e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan I,

g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan II;

h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan II;

i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan II;

j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan II;

k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan
Il;

I. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Il kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan 111

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |11

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan I1l. Untuk melaksanakan tugas, Sub

Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |1ll

mempunyai fungsi:
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. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan IlI;

. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan IlI;

. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan IlI;

. memeriksa dokumen/ berkas permohonan pelayanan
perizinan dan non perizinan IlI;

. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan IlI;

. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan IlI;

. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan IlI;

. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan I,

i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan IlI;

j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan Ill;

. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan
Ii;

. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Il kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan; dan

.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

11-22



RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER | 2024-2026

F. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi bidang Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan
menyelenggarakan fungsi:

1) koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

(PBK);

2) verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang
akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja
swasta;

3) pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
lembaga pelatihan kerja swasta;

4) pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja
swasta;

5) penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan

kecil;

6) koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada
perusahaan kecil;

7) koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota

8) koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;

9) koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar
kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan
pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada
masyarakat;

10) koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam
pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja

kepada masyarakat;
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11) koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja
serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

12) verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan
tenaga kerja swasta;

13) promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan
mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

14) koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;

15) koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;

16) koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;

17) koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna
penempatan;

18) koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

19) pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

20) pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan
tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1
(satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;

21) verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian
kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;

22) pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama
daerah kota;

23) koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan
perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;

24) pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di
perusahaan;

25) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan

Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; dan
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26) koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan
mediasi perselisinan di perusahaan, mogok kerja dan

penutupan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang
Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliput :

a.  Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan

Produktivitas;

b.  Sub Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
c.  Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.

Adapun tugas masing-masing Sub Koordinator sebagai berikut:
1. Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan
Produktivitas
Sub Koordinator Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan
Produktivitas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan,
Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator
Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai
fungsi:
a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk
jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana
pemberian informasi pasar Kkerja, penyuluhan dan

bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
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c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam
pelayanan kerja;

d. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin
lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

e. menyusun Kkesiapan sarana dan prasarana perizinan
pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga
penempatan tenaga kerja swasta;

g. menyusun Kkesiapan sumber daya manusia untuk
pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;

h. memantau dan mengevaluasi  hasil  penerbitan
perpanjangan IMTA,;

i. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait
penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja
ke luar negeri kepada masyarakat;

J- menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan
informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri
kepada masyarakat;

k. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan
informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri
kepada masyarakat;

I. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin
lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan
pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

n. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga

penempatan tenaga kerja swasta;
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0. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait
pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon
TKI ke luar negerti;

p. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan
dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;

g. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait
pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;

r. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan
penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna
penempatan;

s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian
permasalahan TKI pra dan purna penempatan;

t. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk
melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

u. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan
dan kepulangan TKI;

v. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan
kepulangan TKI;

w. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan
TKI purna;

X. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI
purna;

y. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;
merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk
jabatan yang menangani tugas pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

aa. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana
pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada

masyarakat;
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bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

9g.

hh.

i

kk.

mm.
nn.
00.
Pp.
aq.

membuat rencana kerja tentang pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja;

mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan
kerja yang akan disebarluaskan;

merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang
pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya
manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

merancang kesiapan materi pelatihan kerja;

memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga
pelatihan kerja swasta;

mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang
pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga
pelatihan kerja swasta;

menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam
pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;

menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan
lembaga pelatihan kerja swasta;

menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan
kerja;

menyiapkan pelaksaanaan analisis kebutuhan pelatihan:
menyiapkan program pelatihan;

menyiapkan sarana dan prasarana;

menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;

menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;

membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pelatihan Kkerja;
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. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait
pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan
pemberi Kerja;

SS. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada
pencari kerja dan pemberi kerja;

tt. merencanakan  pemantauan dan  evaluasi  hasil
pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari dan
pemberi kerja;

uu. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;

V. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultansi
produktivitas;

ww.  menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan

pengukuran produktivitas;

XX. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas

yy. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran
produktivitas;

zz. menyiapkan data dan metode pengukuran

produktivitas;dan

aaa. merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas;
2. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan
Ketenagakerjaan

Sub Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana
program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Hubungan
Industrial Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas Sub
Koordinator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai

fungsi:
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a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami
pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

b. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan

c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pencegahan dan penyelesaian perselihan hubungan

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

3. Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana
program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Sub
Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
mempunyai fungsi:

a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan
pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian Kkerja
bersama;

b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan
di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja
sama Bipartit;

c. membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di
kabupaten/kota;

d. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami
ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga

kerja;

[1-30



RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER | 2024-2026

2.2

e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan
jaminan sosial tenaga kerja;

f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum
kota dan sektoral; dan

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan

jaminan sosial tenaga kerja.

Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang sampai dengan bulan Desember tahun 2022
sebanyak 73 orang, terdiri dari 46 PNS (21 laki-laki dan 25
perempuan) dan 27 non PNS (18 laki-laki dan 9 perempuan).

Berdasarkan pendidikannya, terlihat jumlah PNS paling
banyak berpendidikan Strata 1 yaitu sejumlah 27 orang.

Untuk rincian jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada
Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat PNS Non PNS

NO'| pendidikan L | P L p__| Jumlah
1. | SMP Sederajat - - - - -
2. | SMA Sederajat 6 1 9 3 19
3. | D3 1 5 3 - 9
4. | S1 9 18 6 6 39
5. | S2 5 1 - - 6
6. | S3 - - - - -

Jumlah 73

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan DPMPTSP&NAKER Tahun 2022
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b. Saranadan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

Merk/ Keadaan
No. Kode Barang Nama / Jenis Barang Tuoe Barang Jumlah
yp (B/KB/RB)
1 | 01010104001 | FanahBangunan : Baik 1
Kantor Pemerintah
2 | 01010104001 | I2nahBangunan . Baik 1
Kantor Pemerintah
kendaraan dinas
3 02.02.01.01.006 | bermotor perorangan TOYOTA Baik 1
. HILUX
lainnya (dst)
kendaraan dinas NEW
4 02.02.01.01.006 bgrmotor perorangan AVANZA Baik 1
lainnya (dst)
. toyota
5 | 02020102003 | MiniBus(Penumpang | 0050 Baik 1
14 Orang Kebawah ) hi
itam
. Honda
6 | 02020102003 | MiniBus(Penumpang ;55 g Baik 1
14 Orang Kebawah )
CVT
suzuki / FL .
7 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor 125 SD Baik 1
8 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor jupiter MX Baik 1
YAMAHA /
9 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor JUPITER Baik 1
MX
10 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor - Baik 1
11 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor JUPITER Z Baik 1
12 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor jupiter z Baik 1
YAMAHA / .
13 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor JUPITER Z Baik 1
14 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor Yamaha Baik 1
15 02.03.01.01.007 | Mesin Gerinda BOSCH Baik 2
16 02.03.03.01.024 | Volt Meter Digital BOSCH Baik 2
17 02.03.03.01.072 | Global Positioning GARMIN Baik 2
System
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Merk/ Keadaan
No. Kode Barang Nama / Jenis Barang Tvbe Barang Jumlah
yp (B/KB/RB)
18 02.03.03.08.012 Termometer Standar Thermometer Baik 1
Mesin Ketik Manual .
19 02.05.01.01.002 Standard (14-16 Inci) - Baik 1
Mesin Hitung . .
20 02.05.01.02.003 Elektronik/Calculator casio Baik 2
Mesin Hitung . .
21 02.05.01.02.003 Elektronik/Calculator casio Baik 3
Mesin Hitung .
22 02.05.01.02.003 Elektronik/Calculator ) Baik /
. . SAFEGUAR .
23 02.05.01.02.004 | Mesin Kas Register D ESD103 Baik 1
24 | 02050102010 | Mesin Absen (Time - Baik 1
Recorder)
25 | 02.05.01.02.013 | Mesin hitung/mesin Leica disto Baik 1
jumlah lainnya (dst)
26 | 0205.01.02.013 | Mesin hitung/mesin Leica disto Baik 1
jumlah lainnya (dst)
27 02.05.01.03.007 | Mesin Fotocopy Folio Canon Baik 1
28 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal - Baik 2
29 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal - Baik 2
30 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal Lion Baik 2
31 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal lion Baik 1
32 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal lion Baik 2
33 02.05.01.04.001 | Lemari Besi/Metal LION Baik 1
34 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal Lion Baik 1
LION/
. . PINTU .
35 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal SORONG Baik 1
KACA
LION/
. . PINTU .
36 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal SORONG Baik 1
KACA
LION/
. . PINTU .
37 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal SORONG Baik 1
KACA
LION/
. . PINTU .
38 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal SORONG Baik 1
KACA
LION/
39 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal PINTU Baik 1
SORONG
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_ Merk/ Keadaan
No. Kode Barang Nama / Jenis Barang Type Barang Jumlah
(B/KB/RB)
40 02.05.01.04.002 | Lemari Kayu lokal Baik 1
41 02.05.01.04.002 | Lemari Kayu Lokal Baik 2
42 02.05.01.04.004 | Rak Kayu - Baik 2
43 02.05.01.04.004 | Rak Kayu Lokal Baik 1
44 02.05.01.04.004 | Rak Kayu - Baik 2
BAHAN
45 02.05.01.04.004 | Rak Kayu MULTIFLE Baik 1
X HPL
46 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi - Baik 2
47 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi LION Baik 1
48 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi lion Baik 1
49 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi Lion Baik 4
50 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi lion Baik 1
51 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi lion Baik 1
52 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi lion Baik 2
53 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi Lion Baik 3
54 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi Lion Baik 1
55 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi LION Baik 4
56 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi LION Baik 2
57 02.05.01.04.007 | Brandkas Sargentsafe Baik 1
58 02.05.01.04.027 | Lemari Kaca - Baik 2
59 02.05.01.04.027 | Lemari Kaca Lion Baik 8
60 02.05.01.04.027 | Lemari Kaca Lion Baik 1
61 02.05.01.04.027 | Lemari Kaca - Baik 1
62 02.05.01.04.027 | Lemari Kaca LOKAL Baik 1
63 | 0205.01.05.003 | -apan Visual/Papan . Baik 1
Nama
64 02.05.01.05.005 | White Board sakana Baik 2
65 02.05.01.05.005 | White Board sakana Baik 2
66 02.05.01.05.005 | White Board sakana Baik 1
67 02.05.01.05.005 | White Board sakana Baik 2
68 02.05.01.05.005 | White Board sakana Baik 1
69 02.05.01.05.005 | White Board SAKANA Baik 1
70 02.05.01.05.005 | White Board sakana Baik 1
71 02.05.01.05.005 | White Board SAKANA Baik 3
72 02.05.01.05.010 | Alat Penghancur Kertas KAZURE Baik 2
73 | 0205.01.05.012 | Mesin Absensi SOLUTION | paik 1
X401
74 02.05.01.05.019 | Alat Pemotong Kertas promaxy Baik 1
75 02.05.01.05.027 | Alat Pengaman / Sinyal - Baik 1
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AV TECH
76 02.05.01.05.027 | Alat Pengaman / Sinyal 16 Baik 1
CHANNEL
CAMERA
INDOOR
: DOME .
77 02.05.01.05.027 | Alat Pengaman / Sinyal AVTECH / Baik 1
HDTVI
DG104
CAMERA
INDOOR
. DOME .
78 02.05.01.05.027 | Alat Pengaman / Sinyal AVTECH / Baik 1
HDTVI
DG104
CAMERA
INDOOR
. DOME .
79 02.05.01.05.027 | Alat Pengaman / Sinyal AVTECH / Baik 1
HDTVI
DG104
OUTDOOR
80 | 02050105027 | AlatPengaman/sinyal | VIECH/ Baik 1
DG108 AXP
81 02.05.01.05.034 | Display focus Baik 1
EPSON/
MULTI
82 02.05.01.05.043 | LCD Projector/Infocus MEDIA Baik 1
PROYEKTO
R
83 02.05.01.05.075 | Mesin Antrian - Baik 1
84 02.05.01.05.076 | Papan Nama Instansi Lokal Baik 2
85 02.05.01.05.077 | Papan Pengumuman sakana Baik 1
86 02.05.01.05.077 | Papan Pengumuman - Baik 1
87 02.05.01.05.077 | Papan Pengumuman lokal Baik 1
88 02.05.01.05.077 | Papan Pengumuman LOKAL Baik 1
89 02.05.01.05.081 | Teralis - Baik 1
90 02.05.01.05.081 | Teralis - Baik 1
91 02.05.01.05.081 | Teralis - Baik 1
92 Teralis Lokal Baik 1
93 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
94 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
95 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 32
96 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
97 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
98 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya SHARPS Baik 1
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99 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
100 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya Onna Baik 1
101 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya Lokal Baik 1
102 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
103 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
104 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya - Baik 1
105 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya LOKAL Baik 1
106 02.05.01.05.088 | Alat Kantor Lainnya LOKAL Baik 1
107 Rak Cas Lokal Baik 1
108 | 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu - Baik 1
109 | 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu ;-uﬁm?e Baik 5
110 | 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu L riorse Baik 1
111 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu Orbitrend Baik 11
112 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu - Baik 5
113 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu lokal Baik 1
114 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu ORBITREN Baik 8
115 02.05.02.01.003 | Kursi Besi/Metal lion Baik 2
116 | 02.05.02.01.003 | Kursi Besi/Metal - Baik 2
117 | 02.05.02.01.008 | Meja Rapat - Baik 1
118 | 02.05.02.01.008 | Meja Rapat kony kn 480 Baik 1
119 | 02.05.02.01.008 | Meja Rapat - Baik 1
120 02.05.02.01.008 Meja Rapat LOKAL Baik 2
121 02.05.02.01.008 | Meja Rapat Lokal Baik 2
122 02.05.02.01.014 | Meja Resepsionis lokal Baik 1
123 02.05.02.01.014 | Meja Resepsionis lokal Baik 1
124 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro Olympic Baik 1
125 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro - Baik 1
126 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro - Kg;?ﬂg 1
127 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro - Baik 2
128 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro fu%rn‘"’;?jre Baik 4
129 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro ; grand Baik 11
urniture
130 | 02.05.02.01.024 | Meja1/2 Biro grand Baik 2
131 | 02.05.02.01.024 | Meja 1/2 Biro ; grand Baik 3
urniture
132 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro - Baik 1
133 02.05.02.01.029 | Kursi Fiber Glas/Plastik Napoly Baik 20
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134 02.05.02.01.030 | Kursi Rapat nila Baik 12
135 02.05.02.01.030 Kursi Rapat NILA Baik 6
136 02.05.02.01.031 Kursi Tamu - Baik 1
137 02.05.02.01.031 | Kursi Tamu LOkal Baik 1
138 02.05.02.01.031 Kursi Tamu PERFECTA Baik 1
139 02.05.02.01.031 | Kursi Tamu - Baik 1
140 02.05.02.01.032 | Kursi Putar indachi Baik 15
141 02.05.02.01.032 | Kursi Putar - Baik 10
142 02.05.02.01.036 | Kursi Lipat chitose Baik 9
143 | 02.05.02.01.036 | Kursi Lipat chitose Baik 11
144 02.05.02.01.041 Partisi LOKAL Baik 1
145 | 02.05.02.01.048 | Sofa S Alphard Baik 1
146 | 02.05.02.01.048 | Sofa - Baik 1
147 02.05.02.01.048 | Sofa - Baik 2
148 | 02.05.02.01.048 | Sofa ( Biru) Lokal Baik 12
149 | 02.05.02.01.048 | Sofa (Putih) Lokal Baik

150 02.05.02.01.050 | Meubeleur lainnya - Baik 4
151 02.05.02.01.050 | Meubeleur lainnya - Baik 46
152 02.05.02.02.001 | Jam Mekanis - Baik 3
153 02.05.02.02.001 | Jam Mekanis SEIKO Baik 3
154 02.05.02.02.003 | Jam Elektronik SEIKO Baik 1
155 | 02.05.02.02.003 | Jam Elektronik seiko Baik 1
156 | 02.05.02.03.003 l';"fﬁ:gui’emo‘o”g Sthill Baik 1
157 | 02.05.02.04.001 | Lemari Es Py o | Baik 1
158 02.05.02.04.003 | A.C. Window sharp Baik 2
150 | 02.05.02.04.003 | A.C.Window PANASONI | aik 1
160 02.05.02.04.003 | A.C. Window panasonic Baik 1

PANASONI
161 | 02.05.02.04.003 | A.C. Window C/CU- Baik 1
PN18RKP

162 02.05.02.04.003 | A.C. Window PAN%SONI Baik 3
163 | 02.05.02.04003 | A.C.Window PAIRSON | Baik 1
164 02.05.02.04.003 | A.C. Window DAIKIN Baik 1
165 02.05.02.04.004 | A.C. Split panasonic Baik 2
166 | 02.05.02.04.004 | A.C. Split - Baik 1
167 02.05.02.04.004 | A.C. Split - Baik 1
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168 02.05.02.04.004 | A.C. Split panasonic Baik 1
169 02.05.02.04.004 | A.C. Split Sharp Baik 4
170 02.05.02.04.004 | A.C. Split Sharp Baik 1
171 A C Split 1/2 PK Panasonic Baik 1
172 AC Split 1 PK Panasonic Baik 3
173 AC Split 2 PK Panasonic Baik 4
174 AC Split 5 PK Panasonic Baik 2
175 | 02.05.02.04.006 | Kipas Angin - Rusak 1
Berat
176 02.05.02.04.006 | Kipas Angin - Baik 1
177 | 02.05.02.04.006 | Kipas Angin - Kg;?ﬂg 3
SHARP /
178 02.05.02.04.015 | Alat Pendingin lainnya FU-A2BY Baik 1
ION
SHARP /
179 02.05.02.04.015 | Alat Pendingin lainnya FU-A2BY Baik 1
ION
180 | 02.05.02.05.002 | Kompor Gas (Alat finnai Baik 1
Dapur)
181 | 02.05.02.05.002 | KomporGas (Alat RINAI Baik 1
Dapur)
182 02.05.02.05.009 | Tabung Gas pertamina Baik 1
183 | 02.05.02.05.026 | Alat Dapur lainnya National Kg;’;‘ﬂg 1
184 02.05.02.05.026 | Alat Dapur lainnya LOKAL Baik 1
185 02.05.02.05.026 | Alat Dapur lainnya MIYAKO Baik 6
186 02.05.02.06.002 | Televisi sharp Baik 1
187 02.05.02.06.002 | Televisi Sharp Baik 1
188 02.05.02.06.002 | Televisi LG Baik 2
189 02.05.02.06.002 | Televisi SAMSUNG Baik 1
. SAMSUNG -
190 | 02.05.02.06.002 | Televisi UHDTV Baik 1
191 02.05.02.06.012 | Wireless raschsehr Baik 1
192 | 02.05.02.06.020 | Stabilisator CONAN Baik 1
193 02.05.02.06.021 | Camera Video SONY Baik 1
194 02.05.02.06.021 | Camera Video sony Baik 1
195 | 02.05.02.06.028 | LAmbang Garuda - Baik 1
Pancasila
196 | 02.05.02.06.028 | ambang Garuda Lokal Baik 1
Pancasila
197 | 02.05.02.06.029 | Sambar Presiden/Wakil Lokal Baik 1
Presiden
198 02.05.02.06.036 | Tangga Aluminium - Baik 1
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199 02.05.02.06.059 | Gordyin/Kray - Baik 1

200 | 02.05.0206.077 | AlatRumah Tangga lokal Baik 1
Lain-lain

201 | 0205.02.06.077 | AlatRumah Tangga Tedmon air Baik 1
Lain-lain

202 | 02.05.0206.077 | AlatRumah Tangga Pentak AP Baik 1
Lain-lain 75-4 Inc

203 | 02.05.02.06.077 | AlatRumah Tangga ; Baik 1
Lain-lain

204 02.05.02.07.001 | Alat Pemadam/Portable Viking Baik 2

VISAFE

205 | 0205.02.07.016 | AatPembanty FIRE / AV Baik 3
Kebakaran 60 P
Rambu - Rambu Lalu .

206 Lintas - Baik 1

207 Steager Billboard - Baik 1

208 | 02.05.03.01.005 | MejaKerjaPejabat ; Baik 1
Eselon |11
Meja Kerja Pejabat i Kurang

209 02.05.03.01.005 Eselon 111 Baik 1

210 | 02.05.03.01.005 | MeiaKerjaPejabat grand Baik 1
Eselon |11 furniture

211 | 02.05.03.01.005 | MejaKerjaPejabat Lokal Baik 1
Eselon |11
Meja Kerja Pegawai i .

212 02.05.03.01.008 Non Struktural Baik 1

213 Meja Kerja Pejabat Lokal Baik 5

214 Meja Rapat Pejabat Lokal Baik

215 Meja Rapat Pejabat Lokal Baik 1
Kursi Kerja

216 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa Indachi Baik 1
ti/Walikota
Kursi Kerja

217 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa - Baik 5
ti/Walikota
Kursi Kerja

218 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa Donati Baik 1
ti/Walikota
Kursi Kerja

219 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa indachi Baik 2
ti/Walikota
Kursi Kerja

220 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa indachi Baik 3
ti/Walikota
Kursi Kerja

221 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa indachi Baik 1
ti/Walikota
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Kursi Kerja
222 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa indachi Baik 1
ti/Walikota
Kursi Kerja
223 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa Indachi Baik 1
ti/Walikota
Kursi Kerja
224 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa | ERGOTEC Baik 15
ti/Walikota
Kursi Kerja
225 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa | ERGOTEC Baik 8
ti/Walikota
Kursi Kerja
226 02.05.03.03.001 | Menteri/Gubernur/Bupa - Baik 1
ti/Walikota
297 02.05.03.03.004 Kursi Kerja Pejabat i Rusak 1
Eselon Il Berat
228 | 02.05.03.03.005 | Kursi Kerja Pejabat INDACHI Baik 1
Eselon |11
Kursi Kerja Pegawai ERGOTEC /
229 | 02050303008 |\ e 2 oS SANDARA Baik 1
N TINGGI
Kursi Kerja Pegawai ERGOTEC /
230 02.05.03.03.008 Non Strul(Jturalg SANDARA Baik 13
N TINGGI
Kursi Hadap Depan
231 02.05.03.05.006 Meja Kerja Pejabat ERGOTEC Baik 10
Eselon IV
232 Kursi Rapat Pejabat ( Decco Baik 5
Kursi Sidang )
Kursi Rapat ( Kursi .
233 Biasa ) ( Kecil) Decco Baik 10
234 Kursi Rapat Pejabat ( Decco Baik 3
Pimpinan )
235 Kursi Kerja Pejabat ( Decco Baik 9
Kursi Kerja )
Kursi Kerja Hadap .
236 Depan (Kursi Pemohon) Decco Baik 9
237 Kursi Roda SELLA Baik 1
238 | 0205.03.07.006 | Semari BukuUntuk - Baik 2
Perpustakaan
Lemari Buku Arsip . .
239 02.05.03.07.007 Untuk Arsip Dinamis Lion Baik 1
240 | 02.05.03.07.007 | -emari Buku Arsip LOKAL Baik 2
Untuk Arsip Dinamis
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241 Lemari Arsip Brother Baik 1
. . ICA /
242 | 02.06.01.01.048 gS'”tler?L‘Jprge Power | 1022B,200v |  Baik 1
PPy A/1000W
. . ICA /
243 | 02.06.01.01.048 gl:””tlersz;'sb)'e Power | 1022B,200v |  Baik 1
PRy AI1000W
Uninterruptible Power icacp 700/ :
244 | 02.06.01.01.048 Supply (UPS) CP 700 Baik 4
Uninterruptible Power UPSICACT .
245 02.06.01.01.048 supply (UPS) 682B Baik 2
Uninterruptible Power ICACT .
246 | 02.06.01.01.048 Supply (UPS) 6828 Baik 3
Uninterruptible Power .
247 | 02.06.01.01.048 Supply (UPS) APC Baik 2
. . Tipe
248 Uninterruptible Power PERO700SE Baik 4
Supply (UPS) c
249 | 02.06.01.02.003 | Camera Electronic SONY Baik 1
250 | 02.06.01.02.057 | Slide Projector sony Baik 1
251 | 02.06.01.02.061 | LensaKamera canon EOS Baik 1
600D
252 02.06.01.04.010 | Mesin Pemotong Biasa STHL Baik 1
253 02.06.01.06.001 | Alat Studio Lainnya - Baik 1
254 02.06.01.06.001 | Alat Studio Lainnya OUTDOR Baik 1
255 | 02.06.01.06.001 | Alat Studio Lainnya INDOOR Baik 1
256 02.06.02.01.001 | Telephone (PABX) - Baik 1
257 02.06.02.01.010 | Facsimile panasonic Baik 1
258 | 02.06.02.01.010 | Facsimile PARASONI Baik 1
250 | 0206.02.01.022 | 2latkomunikasi CANON Baik 1
telephone lainnya (dst)
260 | 0206.02.01.022 | 2latkomunikasi OPPOAISS |  Baik 1
telephone lainnya (dst)
261 02.06.03.47.002 | Genset firman Baik 1
262 | 02.10.01.01.001 | M@inframe (Komputer IBM Baik 1
Jaringan)
263 02.10.01.01.004 | Internet - Baik 1
264 02.10.01.02.001 P.C Unit pc Baik 2
265 02.10.01.02.001 P.C Unit SAMSUNG Baik 6
266 02.10.01.02.001 P.C Unit LCD/aoc Baik 1
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267 02.10.01.02.001 P.C Unit BEN Q Baik 3
268 02.10.01.02.001 P.C Unit LG flatron Baik 1
269 02.10.01.02.001 P.C Unit BEN-Q Baik 1
270 02.10.01.02.001 | P.C Unit pc Baik 1
271 02.10.01.02.001 | P.C Unit acer Baik 2
272 02.10.01.02.001 | P.C Unit ACER Baik 1
273 02.10.01.02.001 | P.C Unit Lenovo Baik 2
. HP .
274 02.10.01.02.001 | P.C Unit PAVILION Baik 4
HP-
275 02.10.01.02.001 P.C Unit PAVILION/ Baik 2
20-2210X
HP-
276 02.10.01.02.001 P.C Unit PAVILION/ Baik 1
20-2210X
DELL
277 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit OPTIOLEXT 1 ik 2
MIKRO
PC AION
278 02.10.01.02.001 P.C Unit LENOVO/ Baik 2
S5200Z-QID
INTEL
279 02.10.01.02.001 P.C Unit CELERON Baik 4
J3355/j3355
PC.
. LENOVO -
280 02.10.01.02.001 | P.C Unit AlO 420- Baik 2
22AST
281 02.10.01.02.001 P.C Unit LENOVO Baik 3
LENOVO/
282 02.10.01.02.001 P.C Unit ALL IN Baik 2
ONE
283 02.10.01.02.001 P.C Unit ACER C22 Baik 1
284 P.c Unit AIO Asus Baik 1
285 P.c Unit AIO Lenovo Baik 3
286 02.10.01.02.002 | Lap Top sony vaio Baik 2
HP
287 02.10.01.02.002 Lap Top PAVILION Baik 3
14-VO43TX
288 02.10.01.02.002 Lap Top ACER Baik 3
289 02.10.01.02.002 Lap Top ACER Baik 1
290 02.10.01.02.002 Lap Top DELL Baik 2
291 02.10.01.02.003 Note Book TOSHIBA Baik 1
292 02.10.02.01.012 Hard Disk SEAGATE Baik 3
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293 02.10.02.01.012 Hard Disk - Baik 2
294 02.10.02.01.012 Hard Disk SEGATE Baik 3
295 | 02.1002.01.018 | Peralatan mainframe : Baik 1
lainnya (dst)
ASUS / Ee
peralatan mainframe TOP2323 .
296 02.10.02.01.018 lainnya (dst) INT Baik 1
BFO13R
Scanner (Peralatan Mini SCANJET .
297 | 02.10.02.02.009 Komputer) N6350 Baik 1
Printer (Peralatan epson Iq .
298 | 02.10.02.03.003 Personal Komputer) 2180 Baik 1
Printer (Peralatan Epson LQ .
299 | 02.10.02.03.003 Personal Komputer) 2190 Baik 2
300 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan epson 1x310 Baik 2
Personal Komputer)
Printer (Peralatan Canon I1X .
301 | 02.10.02.03.003 Personal Komputer) 6560 Baik 1
Printer (Peralatan Epson LQ .
302 02.10.02.03.003 Personal Komputer) 2190 Baik 1
Printer (Peralatan CANON .
303 02.10.02.03.003 Personal Komputer) 1X6560 A3 Baik 2
EPSON
Printer (Peralatan L306 / Ad
304 | 02.10.02.03.003 Personal Komputer) BLACK- Baik 2
P WHITE 33
PPM
Printer (Peralatan BROTHER / .
305 | 02.1002.03.003 | pergonal Komputer) DCPT-300 Baik !
Printer (Peralatan EPSON / .
306 | 02.10.02.03.003 Personal Komputer) 1360 Baik 4
Printer (Peralatan EPSON .
307 02.10.02.03.003 Personal Komputer) L3150 Baik 2
308 | 02100203003 | Frinter (Peralatan EPSON Baik 3
Personal Komputer)
309 | 02100203003 | Frinter (Peralatan EPSON A3 Baik 1
Personal Komputer)
310 | 02100203003 | Frinter (Peralatan EPSON Baik 1
Personal Komputer)
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Printer (Peralatan EPSON .

311 02.10.02.03.003 Personal Komputer) L3210 Baik 2

. CANON
312 | 02.10.02.03.003 Eg'rgfgélplifrftirt‘er) PIXMA Baik 1
P 53010

313 | 02.100203.003 | "rinter (Peralatan - Baik 1
Personal Komputer)

314 Printer Epson L3210 Epson L3210 Baik 6

LINKYS / .

315 02.10.02.04.002 Router EAG200 Baik 1

316 Mixer 8 Channel - Baik 1

317 Breacket Tempel - Baik 1

318 Speaker Aktif 10 Inch - Baik 2
Mic Wireless .

319 Conference 8 Chanel ) Baik 1

320 Mic Wireless Biasa Baik 2

LINKYS/ .

321 02.10.02.04.004 | Modem X1000 Baik 2

322 | 02.10.02.04.004 | Modem A[é\Ffé‘N Baik 1

323 | 02.100204.033 | Feralatan Jaringan ; Baik 1
lainnya

324 | 03.01.01.01.001 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Permanen

325 | 03.01.01.01.001 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Permanen

326 | 03.01.01.01.001 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Permanen

327 | 03.01.01.01.001 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Permanen
Bangunan Gedung Kurang

328 03.01.01.01.005 Kantor Lain-lain ) Baik 1

329 | 03.01.01.01.005 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Lain-lain

330 | 03.01.01.01.005 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Lain-lain

331 | 03.01.01.01.005 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Lain-lain

332 | 03.01.01.01.005 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Lain-lain

333 | 03.01.01.01.005 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Lain-lain
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Merk/ Keadaan
No. Kode Barang Nama / Jenis Barang Tvoe Barang Jumlah
P (B/KB/RB)

334 | 03.01.01.01.005 | Bangunan Gedung - Baik 1
Kantor Lain-lain

335 | 03.01.01.01.005 | Bangunan Gedung ) Baik 1
Kantor Lain-lain
Bangunan Gedung

336 03.01.01.08.001 | Tempat Ibadah - Baik 1
Permanen

337 | 03.01.01.00.001 | Bangunan Gedung - Baik 1
Pertemuan Permanen
Bangunan Gedung

338 03.01.01.14.004 | Garasi/Pool Lain-lain - Baik 1
(dst)
Bangunan Gedung

339 03.01.01.14.004 | Garasi/Pool Lain-lain - Baik 1
(dst)
Bangunan Gedung

340 03.01.01.30.002 | Tempat Kerja Lainnya - Baik 1
Semi Permanen
Bangunan Gedung

341 03.01.01.30.002 | Tempat Kerja Lainnya - Baik 1
Semi Permanen
Bangunan Gedung

342 03.01.01.30.002 | Tempat Kerja Lainnya - Baik 1
Semi Permanen
Bangunan Gedung

343 03.01.01.30.002 | Tempat Kerja Lainnya - Baik 1
Semi Permanen

344 | 03010132005 | Bangunan Fasilitas - Baik 1
Umum lainnya

345 | 03010137001 | S3n9unangedung : Baik 1
Tempat Kerja Lainnya

346 | 03.01.01.37.001 | Bangunangedung i Baik 1
Tempat Kerja Lainnya

347 | 03010137001 | Bangunangedung - Baik 1
Tempat Kerja Lainnya

348 Interior Ruang Rapat Lokal Baik 1

349 Interior Dinas - Baik 1

350 Landscape Taman ) Baik 1
Kantor

351 | 03.01.02.05.002 | Asrama Semi Permanen - Kg;?lr(‘g 1

352 04.01.01.10.001 | Jalan lainnya - Baik 1
Instalasi Air Bersih / air

353 Baku Lainnya ( sumur - Baik 1
Bor)
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Merk/ Keadaan
No. Kode Barang Nama / Jenis Barang Tvbe Barang Jumlah
yp (B/KB/RB)
Instalasi Pusat Pengatur .
354 04.03.06.03.001 Listrik Kapasitas Kecil - Baik 1
Pemasangan daya listrik .
355 (33,000 VA ) Baik 1
356 04.04.02.03.001 | Jaringan listrik lainnya - Baik 2
357 04.04.02.03.001 | Jaringan listrik lainnya - Baik 1
358 04.04.02.03.001 | Jaringan listrik lainnya - Baik 1
359 04.04.02.03.001 | Jaringan listrik lainnya - Baik 1
360 04.04.02.03.001 | Jaringan listrik lainnya - Baik 1
361 04.04.03.05.001 | Jaringan telepon lainnya - Baik 1
362 05.01.01.01.012 | Buku Umum Lain-lain - Baik 1
363 05.01.01.01.012 | Buku Umum Lain-lain - Baik 1
364 05.01.01.01.012 | Buku Umum Lain-lain - Baik 1
Buku Umum Lain- )
365 | 05.01.01.01.012 ) - Baik 1
lain
Buku Umum Lain- .
366 | 05.01.01.01.012 . - Baik 1
lain
Buku Umum Lain- .
367 | 05.01.01.01.012 . - Baik 1
lain
368 | 05.01.01.04.004 | Ekonomi - Baik 1
369 | 05.02.01.02.006 | Lukisan lain-lain - Baik 1

Sumber: Laporan Pengguna Barang Tahunan DPMPTSP&NAKER Tahun 2022

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang berdiri sejak 1 (satu) Januari

Tahun 2017. Sejak periode tersebut, Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota

Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai macam program dan

menghasilkan kinerja yang beragam.
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Renstra terakhir Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah

dokumen perencanaan selama kurun waktu 2018 sampai dengan

2023. Oleh karena itu, pencapaian kinerja yang disajikan dalam

Renstra Transisi ini adalah capaian kinerja selama kurun waktu

tersebut.

a.

Kinerja Tahun 2018

Berikut ini adalah capaian kinerja Dinas sesuai dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2018
. Target Realisasi Rasio
Indikator Targ Renstra Renstra Capaia
Kinerja Sesuai e | perangkat | Perangkat | nPada
No T‘IJ:gaS dan Target IKK Indik | paerah Daerah Tahun
iigfs) ator Tahun Tahun (%)
Perangkat Lain
Daerah nya 2018 2018 2018
1 J_umlah calon ) ) 40 0 0
wirausaha baru
Jumlah
2. lowongan - - 160 493 308,1
pekerjaan baru
Persentase L
encari kerja Pencari kerja
3. P yang - 70 73,91 105,6
terdaftar yang ditempatkan
ditempatkan P
Persentase
kasus yang
4 dlselesalkan . ) 100 28 28
melalui
perjanjian
bersama
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Keberadaan

Indeks kepuasan Survey
masyarakat Kepuasan

Masyarakat

80 84,36 105,4

Kenaikan/
penurunan
- . Nilai Realisasi
6. Nilai investasi PMDN - 116 M 258,29 M 222,66
(milyar
rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP&NAKER Tahun
2018

Dari indikator Kinerja di atas, indikator jumlah calon
wirausaha baru pada tahun 2018 tidak terealisasi dikarenakan Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pangkalpinang tidak mendapat alokasi dana yang
memadai, sehingga tidak dapat melaksanakan program
pembentukan calon wirausaha baru.

Sedangkan pada indikator kedua, terdapat peningkatan
jumlah lowongan pekerjaan baru dari tahun 2017 sampai 2018,
yaitu 419 di tahun 2017 dan 493 di tahun 2018. Hal ini disebabkan
oleh banyaknya perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga
kerja, sehingga adanya peningkatan jumlah lowongan pekerjaan.

Untuk indikator persentase pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan, terdapat beberapa faktor pendorong peningkatan
pencari kerja terdaftar yang ditempatkan antara lain adalah
peningkatan kualitas dari si pencari kerja itu sendiri sehingga
banyak pencari kerja yang lulus dalam seleksi CPNS, baik itu di
Kementerian/ Lembaga/ Pemda serta perusahaan swasta lainnya,
terutama perusahaan baru yang bergerak di bidang perhotelan.

Indikator persentase kasus yang diselesaikan melalui
perjanjian bersama pada tahun 2018 hanya 42%. Hal tersebut dapat

disebabkan oleh penentuan target kinerja yang terlampau tinggi,
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sementara yang diharapkan adalah kasus perselisihan akan
menurun setiap tahunnya.

Untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat
adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui
kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui Kinerja
penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik.

Survey ini dilaksanakan dengan cara mengisi kuisioner
setelah proses permohonan izin selesai. Masyarakat yang dijadikan
populasi dan sampel adalah pemohon yang mengajukan
permohonan Surat 1zin Usaha Perdagangan selama tahun berjalan.
Nilai dari indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan
sejak 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017, nilai
indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,91 dan mengalami
kenaikan sebesar 1,45 di tahun 2018 yaitu menjadi 84,36.

Sedangkan nilai investasi seperti tabel di atas berasal dari
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Nilai investasi terealisasi
sebesar 258,29 Milyar dari target 116 Milyar.

Tabel 2.4
Realisasi Progran Tahun 2018
Program Indikator Satuan Target Realisasi

Program Pelayanan Persentase layanan administrasi % 100 98.33
Administrasi Perkantoran perkantoran yang dapat terpenuhi '

. persentase sarana dan prasarana
Program Peningkatan Sarana aparatur yang dapat disediakan, % 100 100
dan Prasarana Aparatur - - ;

dibangun, pelihara, direhab

Program Peningkatan persentase hari kehadiran PNS % 100 83,33

Disiplin Aparatur

dalam 1 tahun
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Program Indikator Satuan Target Realisasi

Program Peningkatan | Kineria d
Pengembangan Sistem persentase laporan kinerja dan

h N keuangan yang dibuat selama 1 % 100 100
Pelaporan Capaian Kinerja

tahun

dan Keuangan
Program penlngkatgn PAD Persentase realisasi pendapatan % 100 100
dan Pendapatan Lainnya
Program Peningkatan ersentase kerjasama investasi yan
Promosi dan kerjasama P Ja yang % 100 100
| - dapat dilaksanakan
nvestasi
Program .Pen_lngkatan _Ikllm terciptanya informasi perizinan % 100 100
dan Realisasi Investasi yang aktual
Program Peningkatan persentase program peningkatan
Kualitas dan Produktivitas kualitas dan produktivitas tenaga % 100 70,83
Tenaga Kerja kerja
Program Peningkatan persentase peningkatan kesempatan % 100 100
Kesempatan Kerja kerja
Program Pengembangan Meningkatnya Pemahaman dan
Hubungan Industrial dan Pengetahuan Antara pekerja dan % 100 46
Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengusaha

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPMPTSP&NAKER Tahun

2018

b.  Kinerja Tahun 2019-2020

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengalami perubahan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas pada kurun waktu tahun

2019-2020, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2020
Indikator Target Target Realisasi Realisasi Rasio Rasio
Kinerja Renstra Renstra Renstra Renstra Capaia | Capaian
Sesuai Target Perangkat Perangkat | Perangkat Perangkat | nPada Pada
Target irg Daerah Daerah Daerah Daerah Tahun Tahun
No Tugas dan IKK Indikator Tah Tah Tah Tah Y %
Fungsi Lainnya ahun ahun ahun ahun (%) (%)
Perangkat
Daerah 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Persentase
peningkata
1 Nilai | ninvestasi 30 M 35 M 368.64 M 204T 1228 | 5832
Investasi di
kabupaten/
kota
Tingkat Tingkat
2. Penganggur | Penganggur 5,05% 5% 5,01% 6,93% 99,20 138,6
an Terbuka an

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintan DPMPTSP&NAKER Tahun 2019-2020

Pada tabel diatas, indikator nilai investasi pada tahun

2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 vyaitu sebesar

1.672.755.761.147.
Sampai dengan tahun 2019, pencatatan nilai investasi

masih bersifat manual, sehingga lebih mudah melakukan verifikasi

jika terjadi kesalahan dalam pengisian data investasi. Sedangkan

tahun 2020, pencatatan nilai investasi sudah bersifat online

menggunakan aplikasi National Single Window for Investment

(NSWI). Aplikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu

BKPM Republik Indonesia yang terintegrasi dari Online Single

Submission (OSS).
Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam penerapan

aplikasi OSS ini. Salah satunya kelebihannya, pelaku usaha (calon
investor) dapat melakukan sendiri

pengisian sehingga

mempermudah dalam pengurusan perizinan usahanya.

I1-51




RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER | 2024-2026

Kelemahannya adalah Pemerintah menjadi sulit
melakukan pengawasan dan memverifikasi investasinya, selain
itu kurangnya pengetahuan terhadap OSS akan berdampak
terjadinya kesalahan dalam pengisian data. Kesalahan dalam
pengisian data melalui OSS tersebut akan berdampak pada
pencatatan nilai investasinya.

Nilai investasi adalah nilai perkiraan awal dari calon
investor saat mendaftarkan permohonan izin usahanya di Online
Single Submission (OSS). Sedangkan nilai realisasi investasi
adalah nilai perkembangan penanaman modal dari perusahaan
yang dilaporkan secara berkala melalui Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM).

Rekapitulasi capaian nilai investasi dan realisasi
investasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Nilai Investasi dan Realisasi Investasi

Uraian 2019 2020
Nilai Investasi 368,64 M 204T
Realisasi Investasi 147T 215,54 M

Sumber: Rekapitulasi National Single Window for Investment (NSWI) dan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2019 dan 2020

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian
kinerja peningkatan nilai investasi di Kota Pangkalpinang adalah
adanya kemudahan dalam mengurus perizinan usaha.

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan
oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja meliputi sektor lingkungan, perdagangan,
perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan, tenaga kerja,
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pendidikan, perhubungan, pariwisata, pertanian dan peternakan,

kelautan dan perikanan, komunikasi serta aktivitas standar

lainnya.

Secara lengkap mengenai pertumbuhan penerbitan izin

dan non izin selama tahun 2018 sampai dengan 2022 seperti yang

tercantum dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2.1

2018-2022

Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan

M Lingkungan

mTenzgakerja

1.114

Perdagangan

mPendidikan

B Perizinan Berusaha 055 RBA W Komunikas

6.410

2.144

=1 I o ~o
coo (1 EM | LGRS
B Perindustrian mHontruksi
mPerhubungan m Pariwisata
W Aktivias Jasa Lainnya JUMLAH

JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Penataan Ruang W Kesehatan

mPertanian dan Peterngkan  m Kelautan dan Perikanan

Sumber: Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP&NAKER Tahun

2018-2022
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Sedangkan indikator kedua yaitu tingkat pengangguran

terbuka harusnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tetapi sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka mengalami
peningkatan dari 2019 ke 2020 yaitu sebesar 1,93%. Hal ini

disebabkan oleh faktor

kesempatan kerja yang berkurang

dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi akibat

pandemi COVID-19. Peluang kesempatan kerja ini juga tidak

diimbangi dengan keahlian dan keterampilan para tenaga kerja di

Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.7
Realisasi Program Tahun 2019-2020

Target Realisasi Target | Realisasi
Program Indikator Satuan
2019 2019 2020 2020
Program jumlah layanan
Pelayanan administrasi
Administrasi perkantoran % 100 83,33 100 79,63
Perkantoran yang tersedia
Program terpenuhinya
Peningkatan kebutuhan
Sarana dan Sarana dan upaya 3 4 100 92 55
Prasarana Prasarana '
Aparatur Aparatur
Program jumlah upaya
Peningkatan dalam upava 1 1 ) )
Disiplin meningkatkan pay
Aparatur disiplin aparatur
Program persentase
peningkatan meningkatnya
kapasitas kapasitas % 100 100 100 100
sumber daya sumber daya
aparatur aparatur
Program jumlah upaya
Peningkatan dalam
Pengembangan meningkatkan
Sistem pengembangan
Pelaporan Sistem upaya ! ! 100 100
Capaian Pelaporan
Kinerja dan Capaian Kinerja
Keuangan dan Keuangan
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Target Realisasi Target | Realisasi
Program Indikator Satuan
2019 2019 2020 2020
Program
p%wg]lg:n Jumlah retribusi R i i
pendapatan yang diperoleh P 4.174.322.520,00 | 2.298.697.620,00
lainnya
Program jumlah upaya
Peningkatan (_jalam
Kualitas dan menm_gkatkan upaya 2 2 - -
Produktivitas Kuahtag Qan
Tenaoa Keria Produktivitas
g ) Tenaga Kerja
jumlah upaya
Program dalam
Peningkatan meningkatkan i i
Kesempatan perluasan upaya 1 !
Kerja kesempatan
kerja
Program jumlah upaya
Pengembangan dal;m K
Hubungan mengembangkan upaya 3 3 - -
Industrial dan Hubungan
Jamsostek Industrial dan
Jamsostek
Program jumlah upaya
Peningkatan (_jalam
Promosi dan menlngk_atkan upaya 3 1 - -
Kerjasama promosi dan
Investasi k_erj asama
investasi
Program jumlah upaya
Peningkatan men(ijri;l Iak[ztkan
Iklim Investasi ning | upaya 6 4 65 454
dan Realisasi Iklim Investasi
Investasi dan realisasi
investasi
Program .
penyiapan jumlah upaya
potensi dal_am
sumberdaya menyiapkan upaya 2 1 - -
sarana danl potensi sumber
rasar’ana daya, sarana dan
P daerah prasarana daerah
Program
peningkatan Indeks kepuasan . i i
pelayanan masyarakat Nilai 93 8515
perijinan
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Target Realisasi Target | Realisasi
Program Indikator Satuan
2019 2019 2020 2020
TPAK % ) i 68,00 62,37
po % - : 40 46,36
erempuan
Persentase
pencari kerja
yang terdaftar % - - 60 153
yang
ditempatkan
Program Rasio Penduduk % . ) 65 93,06
ketenagakerjaan |  Yang bekerja
Angka sengketa
pengusaha dan kasus - - 55 57
pekerja
Upah rata-rata .
per jam pekerja ribu - - 17.000 18.352
Rasio
kesempatan
kerja terhadap % - - 73 N/A
penduduk usia
15 tahun ke atas

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPMPTSP&NAKER Tahun

2019-2020

c. Kinerja Tahun 2021-2022

Pada Juli 2021 telah ditetapkan Renstra Perubahan

Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

dan adanya bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, terdapat perubahan

Indikator Kinerja Utama seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2022
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Realisasi | Realisasi Rasio Rasio
Indikator Targe l;l’arget Ll Renstra | Renstra | Capaia | Capaia
Kinerja GISUE RGBT Perangk | Perangk | nPada | nPada
SesUET t Perangka | Perangkat at o Tahun | Tahun
No | Tugasdan Target IKK Indik |t Daerah Daerah D
aerah Daerah
Fungsi ator (Tahun) (Wiahom) (Tahun) (Tahun
Lainn
Perangkat ya 2021 2022 2021 2022
Daerah 2021 2022
Persentase
perselisihan
Besaran hubungan
kasus yang industrial yang
diselesaika diselesaikan
1. n dengan melalui
Perjanjian Perjanjian 94.55% | 67.271% | 4545% | o395 | 4806 | 12340
Bersama Bersama
(PB) Mediator
Hubungan
Industrial
1.Persentase
perusahaan
yang telah
memiliki
Persentase peraturan
perusahaan perusahaan
2. | vyangtelah (PP): 13.03% | 16.06% | G790, | 2756% | 5188 | 17161
memiliki 2.Persentase
PP/ PKB perusahaan
yang telah
memiliki
Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
Nilai Laporan
realisasi realisasi 280 . 438.146.
3 investasi penanaman Milyar 400 Milyar | g1 359 gz%ggg 156.48 120
PMDN modal

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP&NAKER Tahun 2021-2022

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target dari
indikator pertama dan kedua tidak tercapai. Hal tersebut
disebabkan oleh adanya beberapa faktor berikut: alokasi anggaran
yang tidak memadai dan pemberlakuan PPKM di Kota
Pangkalpinang, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
sosialisasi/monitoring ke perusahaan-perusahaan; Masih terdapat
perusahaan yang keberatan untuk  membayar pesangon pekerja;
Masalah ketenagakerjaan sangat dinamis dan antar masalah yang

terjadi dapat saling berkaitan.
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pencapaiam target indikator sasaran ketenagakerjaan di tahun
2022, yaitu tersedianya mediator yang tersertifikasi yaitu
sebanyak 4 (empat) orang, bimbingan teknis tata cara pembuatan
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta
bimbingan teknis pengurus unit kerja serikat pekerja yang telah
dilaksanakan di tahun 2022 terhadap masing-masing 53
perusahaan di Kota Pangkalpinang.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pencapaian target nilai realisasi investasi PMDN adalah adanya
call center/WA/Website dinas yang dapat dihubungi terkait
konsultasi/pengaduan pelayanan perizinan/penanaman modal;
Adanya pendampingan pengisian LKPM, baik di kantor Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja  maupun di  perusahaan; Adanya Bimbingan
Teknis/Sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha
berbasis Risiko bagi para pelaku usaha/perusahaan; Adanya

pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Tabel 2.9
Realisasi Program Tahun 2021-2022
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. Target Realisasi Target Realisasi
No. Program Indikator Satuan
2021 2021 2022 2022
persentase kegiatan yang dllaksanaka_n yang % 0 255 56 80% 85,00
mengacu ke rencana tenaga kerja
8.3.1 (a) persentase tenaga kerja formal % 70% 56,79 71% 69,76
1 PROGRAM PERENCANAAN
' TENAGA KERJA 8.5.2* tinakat terbuk
.5.2* tingkat pengangguran terbuka o o 0
berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur % 1,22% 6,81 6,26% 5,90
8.5.2 (a) tingkat setengah pengangguran % 3,98% 34,72 4% 11,00
persentase teknoargr;]a EI}(tczrrj]gibersertlflkat % 5.93% 6,03 6,23% 7,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA P
2. DAN PRODUKTIVITAS 8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun)
TENAGA KERJA yang sedang tidak sekolah, bekerja atau % 0 0 0 -
mengikuti pelatihan
persentase tenaga kerja yang ditempatkan
3. PROC.BFFEQXCEE'\QEE'\S?:TAN melalui mekanisme layanan antar kerja dalam % 50% 11,50 60% 46,49
wilayah kota
persentase perusahaan yang menerapkan tata
Blf_elola} kerja yang layak (PP/ PKB, LKS % 100,00 100,00 100,00 6,89
PROGRAM HUBUNGAN ipartit, struktur skala upah dan terdaftar
4. INDUSTRIAL peserta BPJS Ketenagakerjaan)
8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja ribu 18506 20405,525 19.502 20.406
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1.3.1(b) proporsi peserta
program jaminan sosial bidang % 82,50% 126,33 91,25% 82,23
ketenagakerjaan
5. PROGRAM PENGEMBANGAN persentase peningkatan jumlah investor % 30% 980,49 40% 65,15
IKLIM PENANAMAN MODAL
6. PPEFIQ\I(?AGNF;'\AI\I/}A AT\IRI\OAI\OAEO)EL Persentase peningkatan investasi di Kota % 30% 62,29 40% 19,43
7. EES&EQM :II\EILI\':\ (\)(DAANI,_A N indeks kepuasan masyarakat IKM 85 86,24 90 90,33
PROGRAM PENGENDALIAN . -
8. PELAKSANAAN PENANAMAN jumlah kemudahan berusaha yang tersedia di sistem 1 1 1 1
MODAL Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM persentase perusahaan yang melaporkan o
% INFORMASI PENANAMAN LKPM % 515 30.26 8,09 511
MODAL
persentase jenis izin yang diterbitkan secara % 7627 5873 79.66 9101
PROGRAM PENUNJANG online
10. URUSAN PEMERINTAHAN o
DAERAH persentase laporan kinerja dan keuangan yang % 100% 100% 100% 100,00

disampaikan tepat waktu

11-60




RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER | 2024-2026
persentase ASN yang memenuhi standar % 100% 6.00 100% 6957
kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya 0 0 ' 0 '
persentase terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran % 100% 83,33 100% 100,00
Persentase sarana dan prasarana aparatur o 100% 8333 100% 100.00
dalam kondisi baik 0 ° ' 0 '

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPMPTSP&NAKER Tahun 2021-2022
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d. Rata-rata Pertunbuhan Anggaran 2018-2022

Tabel 2.10
Anggaran dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Tahun 2018-2022

Anggaran Pada Tahun ke

Persentase Realisasi Anggaran Pada Rata-Rata Pertumbuhan

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi

Tahun ke Anggaran Anggaran
Program
2018- 2019- 2020- 2021- 2018- 2019- | 2020- | 2021-

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Pelayanan
Administra }
si 631.417. | 742.724. | 591.298. 568.015. | 666.907. | 483.149. - - - - - - - 17 | - 28 -
Perkantora 000 500 694 709 249 882 % % 82 18 20
n
Peningkata
n Sarana
dan 113.943. | 268.591. | 271.361. 90.923.5 | 252.727. | 239.967. - - - - - - - 178 | - 5 -
Prasarana 500 500 940 12 769 990 8 % 8 136 !
Aparatur
Program
Peningkata | 550000 | 68.540.0 - 54,8000 | 68.520.0 - - - - - - - - - - 5| - -
n Disiplin 00 00 00 00 98 100 22
Aparatur
Program
peningkata
n kapasitas -
sumber - | 40.000.0 | 3.640.00 - | 36.418.8 | 3.640.00 - - - o1 100 - - - o1 - - - - - 90 -

00 0 00 0

daya
aparatur
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Persentase Realisasi Anggaran Pada Rata-Rata Pertumbuhan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke " Anggaran Anggaran

Program

2018- 2019- 2020- 2021- 2018- 2019- | 2020- | 2021-

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Program
Peningkata
n
pengemba
ngan 18.000.0 | 49.700.0 | 13.699.1 - - | 16.435.0 | 28.847.9 | 13.262.2 - - - - ; - - - 76 | - 54 -
sistem 00 00 o4 00 20 00 91 58 97 176 72
pelaporan

capaian
kinerja dan
keuangan

Program
Peningkata
nPADdan | 416.927. | 75.000.0 - - - | 381.521. | 74.263.8 - - - 0 29 - - -1 - 82 - - - - - 81 - -
Pendapata 000 00 756 37

n lainnya

Program
penunjang
urusan
pemerintah - - - | 7.841.23 | 7.406.64 - - - | 7.560.99 | 6.802.15 - - - 9% 9 - - - 6 - - - -
an daerah 2.500 5.945 0.472 9.468

kabupaten/
kota

Program

peningkata
n - | 607.627. - - - - | 598.836. - - - - - - - 76 - - - 99
pelayanan 000 149 9 61 9% 220
perizinan

62
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Persentase Realisasi Anggaran Pada Rata-Rata Pertumbuhan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Tahun ke Anggaran Anggaran

Program

2018- 2019- 2020- 2021- 2018- 2019- | 2020- | 2021-

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Program
peningkata
n
pelayanan
perizinan
dan
pengawasa
n serta
penangana
n
pengaduan
perizinan

- - | 1.942.89 - - - - | 1.194.46 - - - - - - - - - - - - - - -
9.382 5.928

Program
pelayanan
penanama
n modal

- - - | 474.813. | 407.552. - - - | 454.973. | 351.150. - - - - - - - - - - - - -
600 000 150 000

program
pengendali
an
pelaksanaa - - - | 326.122. | 383.914. - - - | 172.728. | 106.685. - - - 53 - - - - - - - - -
n 000 000 800 000

penanama
n moda
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Program

Anggaran Pada Tahun ke

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Tahun ke

Persentase Realisasi Anggaran Pada

Rata-Rata Pertumbuhan

Anggaran

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
Anggaran

2018

2019 2020 2021

2022

2018 2019 2020 2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018-
2019

2019- 2020-
2020 2021

2021-
2022

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

program
pengelolaa
n data dan
sistem
informasi
penanama
n modal

5.160.00
0

3.600.00
0

70

Program
Peningkata
n kualitas
dan
produktivit
as tenaga
kerja

65.000.0
00

73.000.0 - -
00

28.804.3 | 72.871.5 - -
68 00

44

100

100

12

153

Program
Pelatihan
kerja dan
produktivit
as tenaga
kerja

- - | 116.612.
550

85.890.0
00

- - - | 116.250.
050

85.890.0
00

Program
Peningkata
n Promosi
dan
Kerjasama
Investasi

135.000.
000

80.000.0 - -
00

129.335. | 76.779.1 - -
768 80

96

96

94

- o;

11-65




RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER | 2024-2026

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
Anggaran

Persentase Realisasi Anggaran Pada

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Tahun ke

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran

Program

2018- 2019- 2020- 2021- 2018- 2019- | 2020- | 2021-

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 | 2021 | 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Program
promosi
penanama
n modal

- - - | 60.145.2 | 69.000.0 - - - | 56.293.9 | 68.960.0 - - - - - - - - - - - - -
50 00 50 00

Program
Penyiapan
Potensi
Sumber
Daya,
Sarana dan
Prasarana
Daerah

- | 70697.0 - - - - | 69.459.1 - - - - o - - - - - - - - - - -
00 00

Program
Peningkata
n Iklim
Investasi 100.706. | 219.166. | 100.500. - - | 99.128.6 | 202.907. | 97.485.9 - - - - 68 - - 105 - 52
dan 000 000 000 00 490 00 L L 118 o4 67
Realisasi
Investasi

Program
pengemba
ngan iklim - - - | 32.417.0 | 27.896.8 - - - | 31.917.7 | 27.100.0 - - - - - - - - - - - - -
penanama 50 00 00 00
n modal
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Program

Anggaran Pada Tahun ke

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Tahun ke

Persentase Realisasi Anggaran Pada

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
Anggaran

2018

2019 2020 2021

2022

2018 2019 2020 2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018- 2019- 2020- 2021-
2019 2020 2021 2022

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Program
Peningkata
n
Kesempata
n Kerja

164.230.
000

164.230. - -
000

63.348.1 | 157.542. - -
41 730

39

96

149

Program
penempata
n tenaga
kerja

- - | 78.929.4
00

113.655.
400

- - - | 76.977.2
00

110.242.
000

98

97

44

Program
Pengemba
ngan
Hubungan
Industrial
dan
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja

126.978.
000

168.978. - -
000

72.382.7 | 161.353. - -
68 678

57

95

97

33

123

Program
Hubungan
Industrial

- - | 37.713.6
50

43.796.8
00

- - - | 36.611.0
50

40.720.0
00

Program
ketenagake
rjaan

- | 732.392. -
295

- - | 680.311. -
067

93

1.828.20
1.500

2.628.25 | 3.655.79 | 8.967.98
4.000 1.505 6.000

8.543.51
0.945

1.504.69 | 2.467.43 | 2.712.28 | 8.506.74
5.622 5.402 2.967 2.372

7.596.50
6.468
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2.4

Penghargaan yang didapat

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota

Pangkalpinang telah mendapatkan penghargaan yaitu sebagai
berikut:

Tabel 2.11
Penghargaan

No.

Penghargaan

Dari Tahun

Sebagai Unit Penyelenggara

Kementerian Pendayagunaan

L Pelayanan Publik Kategori Aparatur Negara dan 2019
' Cukup Tahun 2019 Reformasi Birokrasi
Atas kerja sama dan )
T ) Ombudsman Republik
partisipasi dalam kegiatan ] )
Indonesia Perwakilan Kep. 2019
2. | penyelenggaraaan pelayanan )
) o ] Bangka Belitung
publik tanpa mal administrasi
Pendataan Perumahan )
3. Kementerian PUPR 2020
Terpadu 2019
) Pemerintah Propinsi
4. | Siddhakarya ) 2020
Kepulauan Bangka Belitung
Implementasi KSWP di Kanwil DJP Sumatera Selatan
5. | tingkat Pemerintah Daerah dan Kepulauan Bangka 2020
Dari tahun 2017-2020 Belitung
6. I1SO VRC International 2020
Pemerintah Provinsi
7. | Produktivitas Tahun 2022 ) 2022
Kepulauan Bangka Belitung
Predikat Kepatuhan Standar Ombudsman Republik
8. 2022

Pelayanan Publik Tahun 2022

Indonesia
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(SIGRATASI) Lomba Inovasi
Pelayanan Publik Terbaik
Dalam Rangka Penilaian
Inovasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota

Pangkalpinang Tahun 2022

Walikota Pangkalpinang

2022

10.

IKANMAS Sebagai Inovasi
yang Sangat Inovatif

Walikota Pangkalpinang

2022

Sumber: Piagam Penghargaan DPMPTSP&NAKER

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

25.1 Tantangan

1. Meningkatkan kepercayaan kepada para investor untuk
menanamkan modalnya di Kota Pangkalpinang;

2. Meningkatkan realisasi investasi;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kepada
masyarakat mengenai pelayanan perizinan, non
perizinan dan pengaduan;

4. Meningkatkan pelaksanaan diklat bagi pencari kerja;

5. Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan di Kota
Pangkalpinang

2.5.2 Peluang
1. Adanya kebijakan dan dukungan dari Pemerintah Pusat

terkait penyelenggaraan Penanaman Modal dan

Perizinan serta urusan Ketenagakerjaan;
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2.7

2. Komitmen political will untuk meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan, pertumbuhan investasi dan
meningkatkan kesempatan kerja

3. Memiliki potensi wilayah yang dapat di olah guna

keperluan investasi dalam industri/pariwisata/jasa

Inovasi

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 adalah telah
ditempatkannya tim teknis yang terdiri dari tim survey lapangan,
tim advice planning, tim pengesahan site plan, tim IMB, tim IPPT
dan tim izin lokasi sehingga memangkas standar operasional
pelayanan dan waktu penyelesaian perizinan yang berhubungan
dengan izin penataan ruang.

Sedangkan inovasi yang diselenggarakan sejak Agustus
2021 adalah:

a. IKANMAS (Indeks Kepuasan Masyarakat)
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«c>c @ ae & 0@ =) :
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

DPMPTSP KOTA
PANGKALPINANG

Bantu kami memperbaiki pelayanan kami

INDEKS KEPUASAN
Tkuti Survey MASYARAKAT

DATA PELAYANAN

=) o
87.45 1393 2
Sangat Baik T

Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web dan dapat
diakses secara realtime sehingga masyarakat mendapatkan
kemudahan akses dan Dinas memiliki efisiensi waktu dalam

pengolahan hasil Indeks Kepuasan Mayarakat tersebut.

b. SIGRATASI (Sistem Informasi Geografis Potensi

Investasi)
& 5 C @ investasigispangkalpinangkotagoid @& 0@ :
Keterangar
® ncusn, per dagangan dan Jas: 2 e
® Farwssa -
@ persanan +
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Aplikasi ini menyajikan informasi objek dan lokasi
investasi yang terdapat di Kota sehingga memberikan kemudahan
akses bagi masyarakat dalam mencari informasi tersebut.
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2.8

Standar Pelayanan

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : i¥8 /KEP/DPMPTSP&NAKER /11 /2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINARG

Menimbang : 4.
b
&
Mengingat 1

Lohwa untuk meliksanakon ketentuan Pasal 13 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Sutu Pintu Duerali, Meklumat Pelayunan Perizinan
dan Non Perizinan Pemerintah Dacrah schagaimana
dimaksud ditenda tangani oleh Kepala Daerah dan
dipublikasikan sccara luas kepada masyarakat,

buhwie wgar Standur Pelayanan  Penvelenggaran
Ferizinan dan Non Perizinan dapat menjadi lebib
optimal, ofcktif, dan dapat menjadi acuan dalam
penilainn,  pengukuran  kinerja  serta  kualitas
penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanamon
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenuga
Kerja Kota Pangkalpinang;

bahwa i
dimaksud dalam huref a dan hurut b, perlu
menetapkan Keputusan Walikout Kota
Pungkalpinang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenmng
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1056 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, ‘Yambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 1091), Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1056 (Lembaran Negara
Republik  lndonesia  Tahun 1956  Nomor 50,
Tunbahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 1091}, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
“fahun 1956 (Lemharan Negara Republik Indonesin
Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negars
Republik  Indonesin  Nomor  1091)  tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat I termasik Kotapraja
dulam  Lingkungan Deerah Tingkat 1 Sumatera

Selaton sebogni Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1959  Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 1821);

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
7 Provinsi Kepul, Bungka Belitung
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran  Negers  Republik
Indoesia  ‘Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4247);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modnl {Lembaran Negarn
Republik  Indonesin  Tahun 2007  Nomor
67, Tamabahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 4724),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Talun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negari
Republik  Indoncsia  Tahun 2009  Nemor
112.Tamabahan  Lembamn  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038):

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tabun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negarn
Republik Indonesia  Tahun 2014 nomor 2:d4,
Tambahan Lembaran Negaua Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah bebernpakah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Namor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelakeanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2609
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 2012 Nomor 215, Tambaban
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sccara
Elektronik (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215}

Peratuman Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Bangunan gedung (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Komor 6628,

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10, Peraturan Pemerintah Nomar 29 Tahun 2021 1entang

penyelenggs hidang g (Lemharan
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6641);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 rentang
Renacan Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42j;

12. Peraturan Pemerintah delam  Negeri Nomor 138

Tahun 2017 tentang Penyelenggarnan  Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Standar Dinas Modal,
n Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
i i dalam Lampiran

l
Pelavan

Keputusan ini.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ferizinan dan
Non perizinun sebagaimana tersebut Diktum Kesatu
meliputi ruang lingkup pelayanan:

a.Jasa; dan
b Administratif

Standar 5 Publik Peny win

dan Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum

Kesaru, wajib untuk dilaksanakan dan sehagai acuan
dalam penilaian, pengukuran kinema serta kualitas
penyelerggarann  pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan olch Dinas Penanaman Modal, Peluyanan
Terpudu Satu Pintu dan Tenage Keria Kot Pangladpinang,
Pengawasan, dan Masyarakat

Dengan ditetapkannya Standar Peluyanan
Penyclenggaraan Perizinan dan Non perizinan inl,
maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Mudal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Keria Kota
Pangkalpinang Nomor
39/SK/DPMPTSPANAKIR/XI/2018 terntang Penctapan
Standar Pelaynnan Penyelenggaran Perizinan dan
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KELIMA Perizinan  pada Dinas Penanaman Modal Pelavanan
Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tensga Keria  Kota

¥ Lpi dicabut dan dinyatak tidak berlaku.

Keputusan Walikota in: mulai berlaku pada tanpgal
ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal (0 Mar¢t 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

g
T LWA =
Pl
_HAMAULAN AKLIL

STANDAR PELAYVANAN 17

No

1. AiDa:a; ﬁ;_ikum

2.

KOMPONEN

| Persyaratan
Pelayanan

a

PELAYANAN PENCATATAN SERIKAT
PEKERJIASERIKAT BURUH (SP/SB)

TRAIAN

Undang undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerji
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Alih Daya, Wakta Kena dan
Waxtu Isrirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pcmenniak  Nomor 6 Tahun 2021 tentang

un 2021 tentang Juminan

F A nasn :\rnim(ur Ncgarn dan
Ri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
P strasi P h
P £ jran Nomor 28 Tuhun 2014
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Pe dar. F janjian Kenja Bereama

turan Daerah Kota Pangkalpinang Nemor 1 Tahun 2020
tentang  Perubahan  atas  Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentung Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

Peraturan Walikota Pangkaipinang Nomor 15 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas den Fungsi
serts Tata Kerja Unsur Pelaksana  Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang . : e il

ISO 9001:2015 Klausul 85 Produksi dan Penyedinan
Pelayanan

Persyaratan Administrasi :

I
2,

Surat permohenan pendaftaran PKB

Nama - nama cabang perusahaan masing - masing beserta
alamat. jenis usaha, dan jumlah pekerja

Surat keputusar. direksi dan surat pernyataan telah memiliki
struktur skala upah (bermaterai)

Bukti keanggotann dan pe Layaran terakhis BPJS
{Kerenagakerjnan dan Keachatan)

Kesepakatan anatara wakil pekerja dan pengusaha mengenai
Perubahan peraturan perusahaan ( apabila
perubahan/addendum)

Surat keputusar: pengesahan PKB dan naskah PKB vang telah
habis masa berlakunya (avabila pembaharuan)

Surat pernyatann saran pertimbangan dan wakilpekenja/buruh
dan/atau/SP/SB di Perusahaan

Konsep PKI yang akan disahkan

(Pemohon) meny berkas permohonan |

 Pelayanan
17, |8arana

| Prasarana

| atau Fasilit

dan
dan
as

Grans

Pendaftaran ePKB dengan enra mengunggah naskah PKB per
Pasal melalui Jamen Kemnaker.go.id Jaysnan siznaker sPKB
Menerima dokumen persyaratan permohonan vang telah
diunggah olek: Pemohon. Jika semun dakumen audah scauni.
Petugas Verifikasi setujui permohonan
Membaca dan mengoreksi retlap paxal dan aynt yang
dituangkan dalam draft materi PKB. Catatan diberikan bagi
pesal/aynt vang belum sesuai/bertentangan/mengatur lebih
rendah dari peraturan perundang-undangan. Jika belum
seauni maka dokumen ditolak untuk diperbaiki, dan jika
sudah sesual maka maten diserujui
Setelah semua dokumen persyaratan terverifikasi dan
dckumen mateni gelesai dikoreksi, raaka Pemohon dapat
mencetaknya dalam bentuk draft materi yang dibububi tanda
tangan Pimpisian Perusahaan. Kemudian draft mater:
diunggah secera utuh dalam aplikasi cengan haliman depan
sebagui halaman sampul PKB

i kembali i yang relah diupload
dengan muter: pasal dan ayat yang telah dikoreksi. Kemudian
mater: PKB.

keluaran dari
Pendaftaran cPKR berupa SK berbarcode dimann dapat
diunduh oleh pengguna Perusahaar, sebagai sarana sosialisasi |
bagi segenap pegawainya.

Loyanan selesai.

"lzin Layanan Pondafiaran Perjanjian Ketje Bersamt (c-PKB)

* Ruang Tungge dilengkapi dengan Pendingin Ruangan (ACI

Loket Informaai
Touchscresn Informas:
Loicet pelayanan
Mesin Antrisn
Running Text

Laman kemr.aker.go.id
TVLCD

Komputer

Printer

Mesin Foto Copy

Tepat Parkir
Alat Tulis Kantor
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'3 Mekanisme
dan Prosedur

4 TUnngka Waktu

. -Penyelesaian
S, Biaya / Tanf

S [ ———
6. Produk
| Pelayanan

Prasarana dan
atau Fasilitas

" lzin Layanan Pendaftaran Perjanji

Sarana  dan

116, Alat Tulis Kantor

Perusahaan (Pemohon)
Pendeftaran ePKB dengan cara meng\mmnh xmsknh PKB per
Pasal melalui laman Kemnaker.go .id layanan sisnaker ePKB

2. Menerima dokumen persyaratan permohonan vang telak
diunggah aleh Pomohon. Jika eemua dokumen sudah scsuai,
Petugas Verifikasi setujui permohonan

3. Membaca dan mengoreksi s:vmn pasal dan ayat yang
dituangkan dalam draft materi PKB. Catatan diberikan bagi
pasal/ayar yang belun sesuni/bertentangan/mengatur lebth
rendah dari peraturan perundang-undangan. Jika belum
sesum maka dokumen ditolak untuk diperbaiki, dan jika
sudah sesuai maka maten disetujui

4. Setelah semua dokumen persyaratan terverifikasi dan
dokumen materi selesai dikoreksi, maka Pemohan dapat
mencetaknya dalam bentuk draft mater yang dibubuhi tanda
tangan Pimpinan Perusahaan. Kemudian draft materi
diunggah secara utuh dalam aplikasi dengan halaman depan
sebagai halaman sampul PKR

5 Memerikse kembali kesesuaian dokumen yang telah diupload
dengan materi pasal dan ayat yang telah dikoreksi, Kemudian

materi PKB,

6. keluaran dari P
Pendnfiaran ePKB berupa SK berbarcode dimann daput
diunduh oleh penggura Perusshaan sebagai sarann sosialisast
bagi segenap pegawainya.

7. Layanan seclesai.

‘Selambatdambatnya ~ 4 Hasi Kerja

Gratis

PBersnma (e-PKH]
Ruang Tunggu. dthgkapl dengnn Pendmgm Ruangan (AC)
Loket Informasi
Touchscreen Informas:

Loket pelayanun
Mesin Antrian
Running Text

Laman kemnaker.go.id
TVLCD

PrNonten -

Komputer
10.  Printer
11.  Mesin Foto Copy

{15, Tempat Parkir

8.

Q.

10

. 17. Meja Pengaduan
18, Kotak Saran dan Pengaduan
19.  Lemari Arsip
20. Lemari Formulir
. Air Mineral
22, Ruang Luktusi
23. WA Gateway

~

' Kompete 1. Manager:
| Pelaksana - Kepala Bidang Ketenagakerjaan : Ess.Ill
Sub di van, bid i urusan F il PKB

2. Korektor : Mediator / Analis PP&PKB atau minimal telah |

mengikuti TOT atau Pelatihan Pembuatan PKB
3. Verifikatar memahami peraturan perundang- undangan
ketenagakerjaan dan syarat kerja

| Pengawasan . Atasan Langsung -
i Internal | 2. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
3. Inspektorat Kota Pangka'pinang

Penanganan 1 Kotak Pcngadmm

Pengaduan, 2. Email & kalpi b i

Lapor.go.id

Layanan Cull Center tp 0852 4661 5953 dan wa 0821 8643
9780 sesuai jam pelayanan senin - kamis jam 08,00 s/d 15.00
WIB, jumar jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
| 5. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan
;, Terpadu Satu Pintu dan Tenugs Kenja Kota Pangkalpinang.

{
|
|

Ju !Pelaksana  dalam lzin Lavanan Pendaftaran Fenanjian  Kerja
Pelaksana Bersama (e-PKB) sebanyuk 5 orung utau tergantung dari keburuhan,
inan 1. Adunyn kepastinn persyaratan, proscdur, proses, wakiu, biaya,
Pelayanan dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi
di bidang masing masing scsuni dengan Tugas dan Fungs:
Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha

kepada dengan adil, ak bel dan transp

aminan Terd'qpa( Sandnr Opl-momnnl Prosedur  (SOP)  Dinas |

i dan Modal terpadu Satu Pintu dan Tenaga 1
keselamatan Km ja Kot Puxbkalpmmng |

pelayanan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah ditentukan i

padi DPMPTSPENAKER Kota Pangkalpinang

[ Indeks Kepuusan '\{us)umhut (IKM), Bugi pemohon yang telah
1sclcem mengurun izin dan menerima produk hasil lavanan vang
ik Indeks K
Masyarakat (IKM) melnlun np.xknsl KANMAS yang lersedic pada
site resmi DPMPTSPENAKER Kota Pangknlpinang,

Ditetapkan di Pangkalpingng.
Pada tanggal 16 Maraet 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Keria
Kota Pangkalpinang

YAN RIZAN.
NIP.19760123 70050] i 006
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STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS (HKK)

No KOMPONEN

URAIAN

g Undang Nomor Xl tahun 2020 rentang Cipta Kerja
Menteri Aparatur Negara dan
R!f(nrmnsl Birokrasi ‘lomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

R:pubhk Indonesia
Tenaga Kerja |
Peraturan Dacrah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 |
Peraturan  Dacrah  Kota |
Pangkalpinang Nomer 18 Tahur 2016 tentang Pcmlx-mukan {
angkat Daerah Kota P

|
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 tahun 2020 |
tentang kedudukan, susunan orgamsasi, tugas dan [ungsxl
serta tate kerja unsur Pelaksana teknis perangkar Naernh

2015Kleusal 8.5 Produksi dan Penyediaan |

) Cnpy surat izin pcndil'inn atau surat izin operasional satuan
unggi, atau surat
mn Lembaga pelatihan kcua dart ingtansi yang berwenang

1.
vusunan SOP Pelayanan Ad 15
3. Perau Menten rjaan
Nomor 39 Tahun 2016 tentang P
4
tentang  Perubahan  atas
B dan Susunan Per
5.
L Kota Pangkalpinang
| 6 18O 9001:
Peluyananan
2 y
Pelayanan 1
2 Copy KTP
3 Copy NPWP
4.

3. | Mekanisme

dan Prosedur

i

Copy keputusan pembentukan BKK dan struktur arganisasi
BKK

Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 (satu)
tahun ke depan.

Pamohon menyampaikaan berkas Denpapian Tanda Daitar
Bursa Ketju Khusus (BKK) kepada staf sekretariat untuk
dicatatkar dalam buku agende dan dilengkapt dengan
lembar disposisi
Menerimy dan memeriksa surut masuk yang sudah diterima
untuk diberikan paraf dilembar cisposisi dan mengembalikan
berkas ke staf secretariat

i g sudah diparaf dan melakukan proses
an disposisi Kepala Dinas
Menerimy dan mendisposisikan surat sesua: tujuan
Menerima dan meneruskan berkas ke Kasi Pentalattas serta
menenma berkas Tanda Daftar BKK kembal: setelah
diperikaa Sub Keordi untuk
Surat Tanda Daftar BKK

meneliti,

umu berbaikarn terhadap berkas T'\nd1 Dafrar BKK sesuni

___dengan Undang-undeng dan Peraturan dibidang

tenagakerjaan yang berlaku. Bila tidak memenuhi syi
dikembalikan ke Pemohon dengan membuat catatan, jika
sudah memenuhi syarat diserahkan kembali kepada staf
administrasi untuk diterbitkan Surat Tanda Daftar BKK
untuk selanjutnya diteruskan ke Kabid Ketenagakerjaan,
Memeriksa kembali dan mengoreksi herkas Surat Tanda
Daftar BKK serta memberikan paraf persetujuan pada Surat
tanda Daftar BKK untuk selanjutnye diserahkan ke
Sekretaris Dinas

Memeriksa kembali dan memberikan paraf persetujuan pada
Surat Tanda Daftar BKK unruk selanjutnya diserahkan ke
Kepala Dinas

Memeniksa kembah dan menand.uangnm Surar Tanda
Daftar BKK k e Staf

Memberikan Nomor, stempel dan mcnynmhkﬂn pada
pengelola admunistrasi bicang

Menerima, mengarmpkan dan menyerahkan kepada
Pemohon

Pesmohon menerima bukti penyerahan/penerimasn berkas
Peleyanan selesai

1 Han kesja

Prasarana dan

CENT O WN -

Ruang Tungeu dilengkapi dengan Pendingin Ruangan (AC) |
Loket Informasi |
Touchscreen Informasi |
Loket pelayanan

Meen Antrian

Running Text

TV LCD

Komputer
Printer

Mesin Foto Copy
Email

Website

Toilat

Terpat Parkir
Alat Tulis Kantor
Meja Pengaduan
Kotak Saran dan Pengaduan
Lemari Arsip
Lemari Formulir
Air Mineral
Rueng Laktasi
WA Gateway

8.

20

@

“Jumlah

Jaminan

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan
Internal

Penanganan |

. Pengaduan,

saran dan

| Masukan

Pelaksana

Pelayanan

“Jamman n
keamanan dan

}
B

keselamatan
pelayanan

Evalugs:

Kinegja

| selesai mengurus izin dLm menerima produk hasil Lummm yang
dizjukan
Mesyarakat (IKMj mela]ul aplikas; [KANMAS vang !en‘mim pada
tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinane.

,‘-.w!v‘ei

" Pelaksana dalam Pelayanan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
| (BKK) sebanyak 5 orang otau tergantung dari kebutuhan.

Gl

Kepnla  Ridang l\ucnnm\kcr-,mn memahami  peraruran

ds an dun syarat kerja |
Penempatan  Pelathan  dan !
F peraturan p d
ketenagakerjuan dan syaral kerja

Kerja peraturan p

ketenagakerjaan
Stal  Seksi  Perlunsan  Penempatan  Pelanhen  dan
Protiuktivitas memahami peraturan perundang- undangan
Kerenagakerjaan.

per 2
Kepala Seksi Perluasan

Atasan Langsung
Kepala Dinas DPMPTSP&ANAKER
Inspekrorat Kota Pangkaipinang

Kotak Pengaduan

Email i k £0.id
Lupor.go.id

Layanan Call Center tlp 0852 4660 5933 dan wa 0821 8643
9780 sesuni jam pelayansn senin - kamis jam 08.00 s/d
15.00 WiB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.

Datang ke Dinas Pe Madal al
'l'vrpddu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Panpkalpi nang. |

nyn kepastian persyaratan, prosedur, proses, wakiu,

biaya, dan didukung oleh Sumber Dayr Manusia yang
di bidang ing sesuai dengan Tugas

dan Fungs\ Jabatan;

Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha

kepadn masyarakat denzan adil, akuntahel dan rransparan.

Terdapa  Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Penanaman  Modnl, Pelayanen terpadu Satu Pintu dan
“lenaga Kera Kota Fangkalpinang;

Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkaipinang

delts Kepuasun Musyarakat (IKM). Bagi pemohon yang telah |

nengis: fdek
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Ditetapkan di Pangkaipinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepaia Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

STANDAR PELAYANAN IZIN LAYANAN PENGESAHAN PERATURAN

PERUSAHAAN (e-P1)

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja T
Kota Pangkalpinang No | KOMPONEN

URAIAN

1.
N RIZANA, ST, M.81

NIP.19760123 200501 1 006 {

|
|

r Hukum 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

»

Peraturan  Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertenty, Alih Dava, Waktu Kerja dun
Wakru Istirnhat dan Pemutusan Hubungan Kerja

“Peraturan  Pemerintali Nomor 36 Talhun 2021 tentans

Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan

Kehilangan Pekerjaan

Peraturan  Mentert  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan
Reformasi Buukmsl Nomor 35 Tahun 2012 tentany Pedoman
SOPF rasi Pemerintah

Peraturan Menteri Ke(enugﬁkeumn Nomor 28 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesshan Perstursn
Perusahaan dun Pendaftaran Petjanjian Kerja Bersema
Peraturan Daerah Kots Pangkelpinang Nomor 1 Tuhun 2020
tentang Perubahan atas 1 Daerah Kota Pangkal:
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dasrah Kota Pangkalpinan,

Peraturan  Walikota Pnngkr\l nang Nemor 50 Tahun 2021
tentang C Tugas dan Fungs
ur:r(u Tata Kerja Unsur Pelaksana  Teknis Perangiat Daerah

lSO 6001:2015 Klausul 8.5 Produlsi dan Penyediann Pelayanan

2. |
Pelayanan

|
|

|

I 8.
! i 9.
{ |

' bural pemohonan pe—\gzmhnn e-PP

cabang g beserta
alamat, jenis usaha dan jumnlah pekerju
Surat keputusan Direksi dan surat pernyataan telah
memilikistniktur skala upah (bermatera)
Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPS
(Ketenagakerjaan dan Keschatan)
Kesepakatan anatara wakil pekerja dan pengusaha memngenai
perubahan Peraturan Perusahnan (apabila
perubshan/Addencum)
Surat keputusan penghesahan e-PP dan Naskah e- PP yang
telah habis masa berlakunya (apabilapembaharuan)
Surat pernyatann saran pertimbangan dan wakil
pekerja/buruh dan atau SP/SB di Perusahaun
Surat persetujuan dari Pimpinan Serikat pekerja yang
menyatakan belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB
(Jika sudah ada serikat pekerja)
Konsep e-PP yang akan di sahken

{3 [Mekanisme 1.
{ ' dan Prosedur

T4 | Jangka Wakru | Selambat-lambatnya : 5 Had Kerja

Penyelesnian |

|
&

- Pelayanan. -

7. Sarana dan 1.

| Prasarana dan ' 2.

| atau Fasilitas 3.

i ! 4,

| ‘[5,

|6.

|7

l&

lo.

10.

1.

12

| 13,

|14,

l | 15

L . .16

| Biaya / Torif | Gratis

Perusahaan {Pemohon) berkas permok
pengesahan ePP dengan cara mengunggah naskak PP per Pasal
melalui laman Kemnaker.go.id layannn sisnaker ePP melalui
akun pemohon
Menerima G yang telah
diunggah oleh Pemohon. “Jika s2mua dokumen sudah sesuai,
Petugas Verifikasi setujui permobonan
Membaca dan mengoreksi setiap pasal dan ayat yang
dituangkan dalam draft materi PP. Catatan diberikan bag:
pasal/ayat yang belum sesuni/bertentangan/mengatur lebih
rendah dari peraturan perundang-undangan. Jika belum sesuni
maka dokumen ditolak untuk diperbaiki, dan jika sudah sesuai
maka materi cisetujui
Setelah semua dok tes i dan
materi selesai dikoreksi, mnkn Pemohon dnpar mencetaknya
dalam bentuk draft materi yang dibubuhi tanda tangan
Pimpinan Perusahaan. Kemudian draft materi diunggah secara
utuh dalam aplikasi dengan halaman depan sebagai halaman
sampul PP

ikea kembali k yang telah diupload
dengan materi pasal den ayat yang telah dikoreksi. Kemudian
memberikan rekomendast perseu.uuan materi PP

ePP berupa SK berbarcode dimeana dapat dxunduh oleh
pengguna Perusahaan sebagai sarana sosialisasi bagi segenap
pegawainys

Layanan selesai

© Ruang Tunggu dilengkapi dengan Pending [CX-

Loket Informasi
Touchscreen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antnan
Running Text

Laman kemnaker.go.id
T D

Komputer

Printer

Mesin Foto Copy
Email

Website

Tailet

Tempat Perkir

Alat Tuli
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ja Pengaduay
18, Karak Saran dan Pengaduan
19, Leman Arsip

20.  Lemari Formulir

21, Air Mineral

22. Ruang Lakrasi

| 23 WA Gateway
|
8. | Kompetensi 1. Manage
| Pelaksana - Kepala Bidang Ketenapakerjaan © Ess.Jit
i | - Sub Koordinator vang membidang urusan
| i Pengesahan PP
| 2 Korektor : Mediator / Anms PP&P!\B atau minimal telah
| i OT atau Pel PP
! 8. Verifikator memabarai pmxumn perundang-  undangan
# ketenagakerjaan dar syarat kena
9. Pengawasan 1 Atasan Langsung
Internal 2. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
3. Inspektorat Kota Panghkalpinang
| 10.  Penanganan 1 Kotak Pengadunn o
! Pengaduan, 2 Email & i go.id
saran don |3, Lapor.go.id
Masukan 4 Layanan Call Center tip 0852 4660 5953 dan wa 0821 8643
i 9780 sesuni jam pelayanan senin - kamis jurn 08.00 s/d 15.00
WIB, jumat jam 08.00 ﬂ/'d H 30 Win.
5. Datang ke as Modal Pel:
Terpadu Satu Pintu dan Tenuga Kerjn Kota Pangkalpinang.
11.  Jumlah Pelaksana daiam pclayenan Izin o-PP sebanyak 5 orang arau
| Pelaksana tergantung dari kebutuhan
12, Laminan | 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya,
| Pelayanan dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yung berkompetensi |

| Bvaluasi
| Kinerja

Jaminan
Kkeamanan dan

di bidang masing-masing sesuai dengan Tugan dan Fungsi |

Jabaran; |
2. Adanya juminun  pemberian pelayanan pvnzmsr‘ berusaha
kepada dengan adil,

1
i |
Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP} Dinas Penanaman !

Modal, Pelayanan terpadu Saru Pintu dan Tennga Kerja Kota |

pelnyanan

'2. Terdapat Tabung Peradam Api di lokasi yang telah ditentukan |

pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang, !

— s |
Indeks K (IKM). Bagi hon vang telah selesai |
menguius izin dan menerima produk hasil lavanan yang diajukn |

mengisi Indeks Kep {IKM)

. melalui_aplikagi [KANMAS yang tersedia pnda tautan website resmi

Ditetapkan di Pangkalpinang
Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Xepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

NIP, 197001?3 100501 1006

STANDAR PELAYAN/

l—i

" Dasar Hukum |

| KOMPONEN

Persyaratan
Pelavanun

“Melkanisme

| dan Prosedur

Persvaratan Administras) ©

N PENYELESATAN PERSELISHIAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Republik Indonesin Nomor 2 Tahun 2004
wngan Industrial

12 Indonesia Nomor 11 Tabun 2020
_ Tentang C ipta Keja
Menteri Aparatur Negara Dan

Rd‘ormasx Birokrasi Rrpuhhl. Indoneaia Nomor 35 'Iahun
i 2012 Trv*mng Podcman Peny Standar Op
: vasi Pemerintahan e
4. Pcmvumn Dacrah Keta Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020
{ tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kotu
Pnngkalpman;, Nomer 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
an S Dacrah Kota F

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Pungsi
Serts Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Pernngkat Dacrah

al 5.5 Produks: dan  Penyediaan |

1. Sumaty velesaian perselisi ¥
industrial;
2. Risalah perundingan bipartit
3. Daftar pengaduan/informasi dan pihak vang berselisib buk

dan pekerja atau perusahaan;

4, Kartu Tanda Penduduk pelapor;
“Menerima disposisi surat maauk permolionan penyelesuian
perselisihan hubungan industrizl

Memeriksa surat masuk, jika belum dilengkapi dengen
{ risalah Bipartit, Maka pekerja diarahkan untuk melakukan
perundingan Bipantit terlebih dahulu di perusahaan, Hasil
perundingan Bip dituangkan dalam risalah Bipartr.

Penyelesaian Bipartit maksimum 30 (tiga pulub) hari kerja
sejak tanggal dimulainya perundingan
{3, Jika perundingan Biparit kedua belah pibak tercapai
| kesepakatan maka pihak Pegusaha wajib  membuat

Perjanjian  Bersama, yang isinya  kesepakatan  dan
ditandatangani Kedua belah pihak  Kemudian Pernjian
Bersama tersebut pa
Industrial untuk diterbitkan akta
4. Jika dadam perundingan tidok tercapai keacpakatan, maka
para p:hM atau snl.eh satu pihak mencatatkan perselisihan
I dustrinl di_instanei yang bertanggungawab di
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Qa\raxm

Prasarana

ngka Waktu |
lesaian |
Biaya / Tanf

‘Maksimal 30 Har kena

TGratis™

: A!;ﬁung-_lgelcn-i;é;\ke'n an KnT)upu:en/ Kota dan (hier{ikupi

dengan risalak perundingan Bipartit
Mempelajari maksud dan tujuan
pencatatan icedalam buku register
Menyerahkan surat pengaduun perselisinan ke Mediator HI
untulk mempelajari maksucd dan
permasaiahan dalam surat pengaduan tersebur
Mediator Hi dlbuazknn SPT (Surat Perintah Tugas). untuk
perselisihan k. Industrial
\Iedmmr Hl menangan kasus fersebut dan membuat surat
panggilan kepada p.l'ak—pxhak terkait untuk dnmedxam
Mediater HI dapat para pihak
kali ilan untuk
datam walktu 30 {tiga puluh) har kerja. Dalam nap panggilan
mediasi, Mediator Hl wajib  membuat danu( hadir
perundingan dan hasil mediasi dituangkan dalam berita
acara perundingan
Jika hasil mediasi tercapai kesepakatan maka Mediaror
membantu  membuatkan  Perjunjan  Bersama  untuk
ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh
Mediator yang menangani, serta didaftar di Pengadilan
Hubungan Indusrrial untuk mendapatkan akta  bukii
pendafiaran
Jika dalam mediasi tidak tercapai kesepnkatan, maka
Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis kepada kedua belah
phak yang berselisisih. Anjuran Tertulis tersebut selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja seiak sidang mediasi
harus sudah disampaikan kepada para pthak. Para pihak
harue sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada
Mediator yang isinya menyetujui atau menolak Anjuran
Tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuiuh) hari
erja setelah menerima Anjuran Tertulis. Pihak yang nddk
memberikan jawaban dmnggap menolak Anjuran Tertulis
Jika para pithak menyetujui Anjuran Tertulis, maka dalam

kemudian  dilakukan

3 tiga)

waoktu selambat-lambamya 3 (tiga) hari kerja sejak Amjuran |

Tertulia disetujui. Mediator harus sudah selesai membantu
para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian di
daftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri di wilayah hukum pihak-pihak  mengadakan
Fenanjian  Bersama untuk mendapatkan akta buku
pendaftaran

) l Perjanjian Beraama

dan

dan

1
2

Ruang Tunggu dilengkapi dengan Peadingg
Loket Informasi

menyelesaikan |

Ruangan (AC]

dalamn pelayandn. Benyilssaion Perstiisihan Aot

4 orang arau lr'r/mnmg dari kebutuhan.

atau Fasilitas | 3 Touchscreen Informasi
I 4. Loket pelayanan
| !5, Mesin Antrian
| 6. Running Text
| |7 LCD
'8 Komputer
9. Printer
10.  Mesin Foto Copy
11 ail
12, Website
13, Toilet
1 14, Tempat Parkir
‘ 15, Alat Tulis Kantor
16.  Meja Pengaduan
‘ 17.  Kotak Szran dan Pengadunn
| | 18.  Lemari Arsip
L 19, Lemun Formulir
| 20,  Air Mineral
21, Ruang Laktasi
1 22. WA Garteway
Kompetensi 1. Staf Seksi Hub Industrial K kerjaan h
per p ker) dan syarat kerja
2 Sub  Koordinator IHubungan Industrial  Ketenagakerjaan
i per X jaan dan
syarat <erja
3. Kubid Zetenagakerjaan memahami peraturan perundangan
ketenagakerjaan dan syarat kerja
4 Mediator lesai per
| Hubungan Industrial dan aruran krlrnnpnkor)nnn
Pengawasan 1. Atasan Langsung
Intenal 2. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
3. Inspektorat Kota Pangkalpinar.g
Penanganan 1. Kotak Pengaduun R
Pengaduan, 2.  Emaild X go.id
| saran dan|3.  Lapor.go.id
| Masukan 4. Layanan Call Center tip 0852 4660 5933 dan wa 0821 8643
| 9780 sesuai jam pelayanan senin - kamis jam 08.00 s/d
15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
5. Datang langsung ke Dinas HPenanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

| Jaminan

Pelnyanan

Adanya kepastian persyaratan,

prosedur, proses, wakti,
bw\a. dan dlduk.mg clch Sumber Daya Manus vang
berkomp di bidang 13 ing sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan:

Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha
kepada masyarakat dengan adil. akuntabel dan transparan

Prosedur  (SOP) Dinas

Jaminan Terdapat  Standar Operasional
K Pe Modal, F
keselamatan Tenaga Kerja Kota Pangkalpirang;
pelayvanan

terpadu Satu Pintu dan

Terdapat Tabung Pemadem Api di lokasi yang rtelah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkaipinang.

indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon yang telah
se)esm mengurus izin dan menerima produk hasil layanan yang

Indeks Xepuasan

mengisi

MA:yumkm (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada
! tautan website resrni DPMPTSP&NAKER Kotn Pangkalpinang,

Ditetapkan di Pangkalpinang, R
Pada tanggal 10 Maret 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kora Pangkaipinang

RIZANA, ST, M.SI
NIP.19760123 200::0] 1006
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STANDAR PELAYANAN PE

| No | KOMPONEN

1. | Dasur Hukum

NDAFTARAN PERJANJIAN
ALIH DAYA

1. Undang undang Nom ntang Cipta Kegja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tshun 2021 tenwng
| Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBBR)

'3, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
| Petjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
______Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

- Pengupahan
5. Prrmumn Pcmennlah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Jami. il Pekerjaan

6. Pemlurun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Sa Tn)vun 2012 tcnmng Pedoman
sunan SOP Pel P

uran Daccah Kota l‘nng}(a!pumng Nomor 1 Tahun 2020
tentang  Perubahan  atas  Peraturan Dacrah Kora
Pungkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dun Susunan F Dacerah Kota

Peraturan “ahkom Pungkulpmnng t\omor 50 “Tahun 2021
tentang ‘Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unsur Pclaksnna Teknis l‘cranp,k:u Dacrah
Kota P‘mgknlmn&mg = =

ISO 9001:2015 Klausul 8.5 Produksi dan Penyediaan
Pelayanan

Persy
Pelayanan

3. [ Mekanisme
dan Prosedur

Alih Daya

|
! lzin P d Perusal
| I'mynmnn Adisiitstrast -

1. Surat permohonan pendaftaran pevanjian Abh Daya
|2, Fotocopy Penamian penyedman jasa pekena/buruh (Alih
i Days) yang telab ditandatangi oich pthak diatas materai (ash
H perjanjian peayediaun jaso pekerju/buruh untuk ditunjukan)
Fotocopy surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah |
| Pusatnomor ... tunggal...

4. Draft penun_uun kerja yang akan dibuat antara perusahaan
penyedia  jasa pekcy]n/buruh (Alith  Daya) dengan
pekena/buruh yvang dipekerjakan
Fotocopy buku wajib laper ketenngnkerjan yvang dikeluarkan
oleh .. tanggal ...

w

 #] Pemohon/pelaku usaha menyampakaan berkas
permohonan Penduftaran Perjunjian Alih Daya kepada staf
sekretariat untuk  dicatatkan dalam buku agenda dan
dilengkapi dengan lembar dizposisi
Menenma dan memenksa surat masuk yang

_untuk  diberikan  paraf  dilembar

udah diterima
osiai __dan

_ Penyelesaian
Biaya / Tanf

TGratis

‘ mrngzmbahkun “berkas ke staf Sekretanat

Menerima surat yang sudah diparaf dan melakukan proses
lanjut untuk diberikan disposisi Kepala Dinas
Menerima dan mendisposisikan surat sesuar tujuan
Menerima berkas Perjanjian Alh Daye untuk diteruskan ke
Mediator HI sertu menerima berkas Perjanjian Alih Daya
kembali setelah dipenksa Kasi syarat Kerja dan Jamscstek
untuk dibuatkan Surat Pendaftaran Perjanjian Alih Daya
Memeriksa, menelit, mengoreksi dan memberikan masukan
atau perbaikan terhadap berkas Perjanjian Alib l)m:\ sosum
dengan  Und. dang  dan
ketenagakarjaan vang berinku. Bila sesuai diteruskan ke |
Kasi Syaker & Jamsosu-k umuk ditelizi ulang. Bila tidak |
i syarat ke Pemohon dengan
membuat catatan
Memeriksa kembali dan mengoreksi berkas Perjanjinn Alih ‘
Daya. Diserahkan kembali kepada staf administras) untuk |
diterbitkan  Surat Pendaftaran Perjanjian  Alih  Daya
selanjutnya memberikan paraf persetujuan dan diserahkan
ke Knbx’! kelenag;\heqaan Biln tidak memenuhi syarat
dengan L catatan,
Memeriksa kcmbal\ dan mengoreksi berkas Perjanjian Alin
Daya serta memberikan parai persetujuan pada berkas
Pegjanjian  Alih Daya dan surnt  Pendaftaran  untuk
selanjutnya diserahkan ke Sekretaris Dinas. ‘
Memeriksa kembali dan memberikan paraf persetujuan |
pada surat Pendaftaran untuk selanjutnya diserahkan ke '
Kepala Dinas
Memeriksa kembali dan  menandatangani persetujuan
Pendaftaran Perjanjian Alih Daya selanjutnya diserabkan ke
Staf Sckretariat
Memberikan Nomor, stempel dan menyerahkan pada
pengelola edministrasi bidang
Menerima, mengarsipkan  dan  menyerahkan  kepada
Pemohon
Pemohon menerima bukri penyerahan/penerimaan berkas
Pelayanan selesai

Jangka Waktu | NORMAL WAKTU : 7 Hari Kerja

| Prasarana dan
atau Fasilitas

Runaing Text

Ruang Tunggu dil
Loket Informasi
Touchsereen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian

E
:
4
|

1
2

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan
Internal

Penanganan
Pengaduan,

| Masukan

“Jumlah
' Pelaksana

Jaminan =

Pelayanan

saran dan

7. TVICD

8. Komputer

9. Printer

10. Mesin Foto Copy
11, Email

12, Website

113, Toilet

| 14, Tempaz Parior

1S, Alat Tulis Kantor

16. Meja Pengaduan

Kotak Saran dan Pengaduan
18.  Lemari Arsip

19.  Lemari Formulir

20.  Air Mineral

21.  Ruang Laktasi

22. WA Gateway

an
jaan dan syarat kega,
Suh Koorr!u-mlm xvnmt Kerja dan Jamumu Sosial Tenage
Kerja per g
ketenagakerjaan dan syarat kerja,
3. Mediator Hubungun lnduntri:\l memahami  perauran
perund dan syarat kenja.

i '"k_m;Fdimmr ~Ketenagake

4. Staf ieksl Syarat Kerja dan Jaminan bnw\l Tenaga Kerja

perundang- jaan
dan syarat kerja.

1. Atasan Langsung
2

2 Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
3. Inspektorat Kota Pangkalpinang

1. Kotak F Prngmhmn
2. Email

3. Lapor.ge.id [
4 Layanan Call Center tlp 0852 4660 5953 dan wa 0B21 8643
9780 sesuai jam pelayanan senin - kamis jam 08.00 s/d
15.00 WIB, jumat jam 08.00 +/d 15.30 WIB. |
5.  Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayansan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

a.go.id

dalam Penanjian  Alih Daya
sebanyak 10 evang atau tergantung dari kebutuhan,

1. Adanya kepastmn  persyaratan, o
biaya, dan dxdukung Olch Sumber l)nvn Manusia vang
berk di hidang 2 1 sesuw denpgan Tugas
dan Fungsi Jabatan:

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha
_kepada masyarakat dengan ac:l, akuntabel dan transparan.
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Jaminan "1 Terdapat Standar Operasional  Prosedur (SOP)  Dinas
¥ dan Mod: layanan terpacu Satu Pintu dan Tenaga
keselamatan Kerja Kota Pangkalp:nang;

pelayanan

14 Evaluasi
Kinerja

Vindeks Kepuaman ¥

2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang teiah disentukon
padu DPMPTSP&NAKER Kota Pangknlpinang

{IKM) Bagi 1 hon vang telah
sclesal mengurus ian dan menerima produk hasil layanan vang
diajukan  di mengisi Kk indeks K

Masyarakat (KM} melalui eplikasi KANMAS yang tersedin pada

| tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

/N—’ﬁ;/;wzin si

NIP 19760123 2005C1 | GO6

STANDAR PELAYANAN IZIN PELAYANAN PENCATATAN SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUI (SP/SB)

”Asudah m:menuhx syumr diserahkan kembab kcparh stal

untuk direrbitkar. Surat P 8P/sB
untuk selanjutnya diteruskan ke Kabid Ketenagakerjaan

ey s T e 7. Memerikea kembali dan mengoreksi berkas Pencatatan
| No | URAIAN SP/SB serta memberikan paraf persetujuan pada surat Bukt |
i i Pencatatan SP/SB untuk selanjutnya diserahkan ke
—=3 3 = i Sekretans Dinas
1. J b Se 73
E ;:‘iﬁzg/:::,?:‘gﬂﬁfﬂnr 2] Takudwy 2000" tehmang Sntlkar } 8. Memerikse kembali dan memberikan paraf persetujuan pada
|- o Lndang undang Nomor ll Tahun 2020 wmang Cxpxa l(nja | ls;;?‘;l“encamlun untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala
y Menteri Pe Apararur Negara dan |
P Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman | % Memeriken 'g',,"/“s’g" dan, mensndatuaganl peractiluen
 SOP ¥ i
e ¢ Sekretariat
! | Ke utusan Menteri Tcnagn Kcna dan Tmnsmxaram chubhk 10.  Memberikan Nomor, stempel dan menyerahkan pada
| “ Indoncam Nomor : KEP.16; MEN/2021 tentang Tata Cara engelola adrmnisxrlaei bidan; N P
[ ’ F Serikat Pekerja / | Serikat Buruh i n Dengels i dms kepada
P 5 ‘Dacrah Kota “Nomor 1 Tohun 2020 | i  Pamichen RGN pa |
! tentang  Perubahan atas  Peraturan  Daerab  Kota | |
Pangkaipinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan | | i }§ E:]'"":::n"::ﬁf;““ bulkti penyerahian/peririmain |
| - __dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang i [ i J
6. Pe Walikota Nomor 50 Tahun 2021 t P ~ e
tentang ~ Tugns dan Fungai # e W \
serta Tata Kerja Unsur Pt»lukuma Teknis Pr-mngk'u Daerah Binya / Tarif | Grntis !
L Kota Pangkalpinang S . = = s x - P BCT peIC Fres aT 1
SO 9001:2015 Kinusul 6.5 Produlsi dan  Penyediaan 6. i’:;f:':mn Izin Pelayanan Pencaratan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SPSB)
o) o — “Sarana  dan |1,  Ruang Tinggu dil i dengan Pend R (AC)
). Persy 'y i ?
Pelayanan 1. Surat psmberitahuan dan pencatatan serikat pekerja/sevkat | 'R:::a;i:;i,::n ;23 %KﬁL:ﬁma‘:“fom,‘m
h | t X ma
2. Daftar nama anggota pembentuk g 'ﬁ:‘:;‘x)}:ﬁ;";‘m
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 6' kun ing Text
| ; 4. Susunan dan Nama pengurus 7' v L%Dg
3. [Hek i wohon fkaan berkas pecmohon | 8. Komputer
| dan Prosedur SP/SH kepada staf sekretariat umuk dicatatkan dalam buku | | 9. Printer
f ugenda dan dilengkapi dengan lembar disposisi i | 10.  Mesin Foto Copy |
i 2. Menerima dan memeriksa surat nmsuk yang sudah dxl:nmd i i 11, Email i
untuk diberikan paraf di 12, Website |
| berkas ke staf sekretariat 13, Toilet
3 Menenima surat yang sudah diparaf dan melakukan proses i | 14.  Tempat Parkir
lanjut untuk dibertkan disposisi Kepala Dinas 1 15, Alat Tulis Kantor
4. Menerima dan mendisposisikan surat sesuai tujuan H ! 16. Meja Pengaduan
i 5. Menerima dan meneruskan berkas ke Kasi Syaker dan i 17.  Kotak Saran dan Pengaduan |
! Jamsostek serts menerima berkas Peneatatan SP/SB i 18.  Lemari Atsip |
| kembali setelnh diperiksa Kasi syarat Kerja dan Jamsostek i 19.  Lemari Formulir
| untuk dibuatkan Surat Pencatatan SP/SB. 20, Air Mineral
| 6. Memeriksa,meneliti, i dun k 21. Ruang Laktasi
atau berbaikan ternadap berkae Pencatatan SP/SB sesuni | 22. WA Gateway
dengan Undang-undang dan Peraturan dibidang
Kctcnngukcv)aan yang berlaku. Bila tidak memenuhi syarat 8. | Kompetensi (1. Kepala Bidang Ketenagnkmuun memnhaml peraturan
ke Pemohon dengan membuar catatan, Pelaksana |
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s e byt STANDAR PELAYANAN IZIN PELAYANAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA

WAKTU TERTENTU (PKWT)

2. 7Ktbd]d Seksi Syarat Kena dan Jaminan o.x.a» Tenuga Kenja

d ak
pert g gakersaan

| dan syarat kl‘f]ﬂ Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

i 15, S el e i sk g K e —r— e
| A s 2 o & ta Pangkalpinan VEN :
; | ketenagakenaan dan syarat kerja . Eslpang f 3 KOMPONEN URAIAN
{ — e . { e ssssssmeTeny o . ettty
9. | Pengawasan 1 Aasan L hmgqun % 1 b 38 Dasar Hakum 1. Undang-undeng Nomor tentang Cipta |
| internal 2. Kepala Dinas DPMPTSP&ENAKER 1 RIZANA, ST, M.SI | e Kerja o o
3. Inspektorat Kota Pnnpknlpml\nx NIP.19760123 200501 1 006 | | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 rtentang
10, Penanganon 1. Kotak Pengaduan o = Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
Pengaduan, 2, Email K goad | i - dan Waktu Istirahat dan Pemurtusan Hubungan Kerja
saran dan | 3. Lapor.go.id { I Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 n-nmng
Masukan 4. Layanan Call Center tip 0852 4660 5953 dan wa 0821 8643 7 e t o | Pengupahan )
9780 sesual jam pelayanan seain - kamis jam 08.00 s/d - | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tenrang
15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB. 9 Jaminan Keh:langan Pekerjaan i
5. Datang ke Dinas P Modal Pel | ——————— filangan Pekerjadn e —
¥ atul K Tre |
T“"P'!"lu Saru Pintu dan Tenaga Kerja Kota ”3"Rkulp’"<‘“g l . ll\irmormlx(‘)o }t:‘zrl“l:lc: 2004 tentang ukur:rn‘:::n Pelaksanaan
T Jumlah Pelaknana  dalam | Pelayanan Py Serikat L ... | Perjunjian Kerja Waktu Tertentu
Pelaksana | Pekerju/Serikat Buruh {SPSB) neb.nnmk ) orang atau tergantung 6. Peraturan Menteri Perdayagunaan Apnmtur M:;um dan
dari kebutuhan. Reformasi  Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
| o S— RS, i e ) Pedoman Penyusunan  SOP  Pelavanan  Administrasi
127 Jaminan Adanya kepastian persyaratan, provedur, prodes, wakiu, i L | Pemerintoh
Pelayanan i hmya dan didukung oleh sumhcr Dava Manusia yang | | 7 Peraturan Daerah Kota | Pm)gkﬂlpumng. Nomor 1 Tahun
! bipldsrd ; hd:;:dnng g-masing sesuai dengan Tugas i H 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
| an Fungs: Jaba | 7 . v o
i 2. Adanya jaminn pemberian pelayanan pesianan berusaia i Tondelpinang Nomor -.18 o LD e
| kepadn dengan adil, ak lan e mm'g
13 dapat  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas ‘_. TR Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor oO Tahun 2021 |
an | F Modal, terpadu Satu Pintu dan Tenaga | tentang  Ked y Organis Tugas dan |
keselamatan Kerju Kota Pangkalpinang; ‘ Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis
{ pelayanan 2. Terdapst Tabung Pemadam Api di lokasi yang tclah | | Perangkar Daerah Kota Pangkalpinang
| ditentukan pada DPMPTSPANAKER Kota Pangkalpinang i ISO 9001:2015 Klausul 8.5 Produksi dan Penyediaan |
| e A | Pelayanan
| 14. | Evaluasi Indcks K (IKM). Bagi yang telah |
{ ! Kiner'a | selesai mengurus izin dnn menenma urodu( hasil layanun yang | 2.1 Persyaratan l"usyum(an Administrasi : 7
digjukan i engist indeks K {21 : N
| Masyarakat (IKM) gt e aplikasi IKANMAS yang, tersedia pada | 1 Pelayanan Surat permohonan pencatatan perjanjian kerja waktu
| tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkulpinung | tertentu . . i
i 2 Daftar nama pekerja, jabatan, upah, jangka waktu
- PKWT.alas an PKWT
3. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sudah
ditandatangani oleh kedun belah pihak (Pihak perusahaan
dan Pihak pckerja ) diatas matera: i
| | i
| Mekanisme dan 1. Pemohon Ipc-hku usaha menyampzukaan berkas i
Prosedur P Pe PKWT kepada staf
wkretanat untuk dlca(alkan dalam buku agenda dan
| dilengkapi dengan lembar disposisi
‘ 2. Menerima dan memeriksa surat masuk vang sudah
- . _ diterima untuk diberikan paraf dilembar dispos:
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Jangka

ya

“Produk

Pelayznan

Sarana

Prasarana
atau Fasilitas

“Waktu

d
dan

o @]

mengembalikan berkas ke staf secretariat

Menenma surat yang sudah diparaf dan melakukan proses

Janjut untuk diberikan disposisi Kepala Dinas

Menerima dan mendisposisikan surat sesua: tujuan

Menerime dan meneruskan berkas ke Kasi Syaker dan
stele serta ima berkas Pengesahan PKWT

kembali setelah diperiksa Kasi syvarat Kerja dan Jamsostek

untuk dibuatkan Surat PKWT.

6. Memeriksa,meneliti, mengoreksi dan memberikan
masuken atau berbaikan terhadap berkas PKWT sesua:
dengan Undang-undang dan Peraturan dibidang
Ketenagakerjaan yang berlaku. Bila tidak memenuhi svarat
dikembalikan ke Pemohon dengan membuat catatan, jika
sudah memenuhi syarat diserahkan kembali kepada staf
administrasi untuk diterbitken SK Pengesahan SPSB

7 Memeriksa kembali dan mengoreksi berkas Pencatatan
PKWT, Diserahkan kembali kepada staf administrasi untuk
diterbitkan Surat Pencatatan PKWT selanjutnyn
memberikan paraf persetujuen dan diserahkan ke Kabid
Ketenagakerjaan. Bila tidak memenuhi syarat
dikembalikan ke pemohon dengan membuat catatan,

8. Memeriksa kembali dan mengoreksi berkas SK Pengesahan
PKWT serta memberikan paraf persetujuan pada SK PKWT
untuk selanjuinya diserahkan ke Sckretaris Dinas

9. Memerikea kembali dan memberikan paraf persetuyjuan
pada SK PKWT untuk selanjumya diserahkan ke Kepala

10.  Dinas

Memerikea kembali dan

o

N i SKF )

C11. PKWT selanjutnya diserahkan ke Staf Sekretariat

Membernkan Nomor, stempe! dan menyerahkan pada

112, pengelola administrasi bidang

Menerima, mengarsipkan dan menyerahkan kepada
13.  Pemohon

! 14, Pemohon menerima bukti penyerahan/penerimaan berkas

Pelayanar selesai

NORMAL WAKTU . 7 Hari

lzin Pclmanz\n “Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu !

(PKWT)

Ruang Tungeu dxlcngkapl dengan Pendingin Ruangan (AC)
Loket Infcrmasi

Touchscrzen Informasi

Loket pelayanan

Mesin Antrian

Running Text

=

Pengawasan

B Peramganan

Konlpelenéx

Pelaksana

Intemal

Pengaduun.
saran
Masukan

Jumizh
Pelaksana

dan

nter

Mesin Fote Copy
Email

\\/eb:.nc

T mplxt Parkir

Alat Tulis Xantor

Meja Pengaduan

Kotak Saraa dan Pengadusn
Lemari Arsip

Lemur Formulir

Air Mineral

Ruang Laktasi

WA Gateway

1 Kepala Bidang Ketenagakerjaan m hami
perundang undangan ketenagakerjaan dan syars |
2. Kepala Seksi Svarat Kerja dan Jaminan Sosial Tensga '
Kerja  memahami  peraturan  perundang-undungan
ketenagak=rjaan dan syarat kerja i
3. Mediator Hubungan Industrial memahami  peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan dan syarat kerja
14 Sraf Scksi Syarat Kerja dan Jaminan Sesial Tenagn Kerja
memahanu perataran perundang undangan
ketenagakerjaan dan syarat kena

1. Atasan Langsung
2. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
3. Inspektorat Kota Pangkalpinang

1. Kotk Pengaduan - - 1
2 Email 20.d

3. Lapor.go.id
| Layanan Call Cer tp 0852 4660 5953 dan wa 0821
i 8643 9780 sesuai jam pelavanan senin ~ kamis jam 08.00 |
|

4/d 15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
5. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayunan |
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kora Pangkalpinang. l

orang atau

Pelaksana dalam pelayanan fzin PKWT scbanyal
tergantung dari kebutuhan

1 Adanva kepasuan persyaratan, prosedur, proses
haya, dan didukung oleh Sumber Daya Mar
berkompetensi di bidang masing masing sesuai dengan |

| Tugas dan Fungs: Jabatan: |

12, Adanva jaminan pemberian pelayanan penznan berusaha |
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan

Jaminan

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOPj Dinas
Peranaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pmtu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkaipinang:

Terdapat Tabung Pemadam Api di lokas: yang telah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

keamaren  dan
keselamatan |
pelayanzan +2,

. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon vang te! Al |
’ u-leam mcngurus izin dan menerima produk hasil layanan yang
mengisi k Indeks  Key
| Masyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada
| tautan website resm: DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

valuasi Kinerja

ctapkan di Pangkalpinang,
Paca tanggal 10 Maret 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kote Pangkalpinang

e
YAN RIZAN,

, ST, M.
NIP.19760323 200501 1006
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atau berbaikan terhacap berkas Pengesahan LKS Bipartt | F

Swans  dan
’Pmsmnna dan
arau Frsilitas

Runng ’I\mgg;-dllengkapf dengan Pendingin Ruangan (AC)
Loket informasi

Touchscreen informasi

Loket pelayanan i

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENGESAHAN PENCATATAN LEMBAGA
sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan dibidang

KERJA SAMA BIPARTIT (LKS BIPARTIT
‘ o ( ) . Ketensgakmnan yang ber)aku Bila tidak memenuhi syarat
T o ke Pemohon dengan L catatan, jika
1 sudah memenuhi synrxt diserahkan kembali kepada staf

Mesin Antrian

CENSC OB LN

No KOMPONEN URAIAN
e e e . o ! administrasi untuk diterbitkan SK Pengesahan LKS Bx'mmz Running Text
3. Dasar Hukum Undang-undang Nemor 21 Tahun 2000 terrang Serikat 7. Memeriksa kembali dan goreksi berkas SK Pe | Aplikasi 0SS X
Pelerjn/Serikat Buruh i LKS Bipartit serta memberikan paraf persetujuan pada SK TV LCD
2. Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipra Kerja | Pengesahar: LKS Bipartit untuk eelanjumya diserabkan ke Komputet
3. Perswan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan ' Sekretaris Dinas ) Yeintes
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ten { 8, Memeriksa ‘kcmbah dan memberikan pnrf'\{ persetujuan pada Mesin Foto Copy
Pedoman  Penyusunan SOP  § A 5 | SK Pengesahan LKS Bipartit untuk selanjutnya diserahkan | Email
' 1 Je Kepala Dinas i _\r‘lelbnuc
| oilet

Pemenntah ; \ 5 :
smennity 9. Memeriksa kembali dan menandatangani SK Pengesahan

Tempat Parkir

4. Kepurusan Menten Tenaga Kerja & Transmigras: Repubhi

Indonesia Nomor 32/Men/XI1/2008 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembapa Kene

| 10.

LKS Bipartit selanjutrya diserahkan ke Staf Sekretariat
Memberikan Nomor. stempel dan menyerahkan pada
pengelola administrasi bidang

Alat Tulis Kantor
Meja Fengaduan
Kotak Saran dan Pengaduan

- Jama Bipartit . 11, Menerima ipkan d hican kepad
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 @ OEDENmME; ey garsipran casmeAyorniian kepacH Voot Ardt
tenting  Perubahan  atas  Peraruran  Deecah  Kota 12 Pewioher mari Arsip,

13, Femohon menerima bukti penyerahan/penerimaan berkas kcm\:x; Formulir
ir Mineral

Pangkulpinﬂng Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Dacrah  Kora

l’emkumn “Walikota Pm\gknlpnmn[( \mnm 50 Tahun
tentang Ked Tugas dan Fungsi
sertn Tata Kerja Unsur Prlnk.mnn Teknis Perangkat Daerah

Jangka Waktu

Falayanan selesai

Selambat-lambatnya : 7 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Gratis

Ruang Laktasi
WA Gateway

—
1

e

Jmm
kerjaan dan syarat kcrm

dangan }

Kepum Scksi Syerat Kerja dan .Jaminan Sosiul Tenaga Kerja

Kota Pangkalpinang == Produk Izin Pelayanan Pengesahan Lembaga Kerjn Sama (LKS)BIPARTIT
1SO 9001:2015 Klausui 8.5 Produksi dan Penyediaan Pelayanan memahami peraturan perundang-undangan
Pelayanan S— : ketenegakerjaan dan syarat kerja
— = S Stafl Scksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
Ad istrasi : memahami peraturan perundang undangan
Surat Permohonan Pencaratan Lembaga Kene Sume Bipartit ketenzgakeriaan dan syarat kerja
Herita Acarn pembentukan lembagn karjasama Bipartit . e
Nama dan susunan pengurus lembaga kerjasama Bipartit *Atasan Langsur g
Daftar hadir peserta pembentukan lembaga kerjasama Kepaln Dinas DPMPTSPENAKER
Buipartit . Inspektorat Ko Pangkalpinang
Pemohon/ pelaka usaha 1 K eaj e ©
Pengesahan Pencatatan LKS Blpuxm kepada stal ackretariat Kotak Pengaduan o
untuk dicatstiken dalam buku agenda dan dilengkapi dengan Email 4; ¥ i go.id
lembar disposisi Lapor. go.id
Menerima dan memeriksa surat masuk yang sudah diterimn Layanan Call Cer.ter rip 0852 4660 5953 dan wa 0821 8643
untuk diberkan paraf dilembar disposis: dan 9780 sesuni jam pelayanan senin - kamis jam 08,00 s/d
mengembalikan berkas ke siaf secreturiat 15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
i swiat yang sudah diparaf dan melakukan proses Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan
1 unmk diberikan disposisi Kepala Dinas Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
Menerima dan mendisposisikan surat sesual tujuan I
5. Menerima dan mencruskan berkas ke Kasi Syaker dan 1| { dal Dzin Pl P han Lembaga |
Junostek serta menerime berkas Pengesahan LKS Ripartit | Pelaksana Kezja Sama ( ‘K%)BIPAR TIT sebanyak 5 orang atau rergantung dasi
kembali setelab diperiksa Kasi syarat Kesja dan Jamsostek * kebutuhan, |
untuk dibuatkan Surat ahan LKS Bipart!. | P !
112 Jaminan Adanya kepaarian Exsvma-nn. prosedur, proses, waktu,

6. Memeriksa meneliti, mengoreksi dan memberikan masukan

11-&4



REMNSTRA TRANSISI DFMPTSP&NAKER | 2024-2(026

I ——— s o s : s
(2 TSarana =, Pt e e PO | Pelayanan biaya, dan diduikung oleh Sumber Daya Manusia yang STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PAMERAN
- FS’?:\:"? dan 1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan Pendingin Ruangan [AC) H I berkompetensi ci bidang masing-masing sesuai dengan S ———
arana dan 2. Loket Informasi } | 1 Tugas dan Fungs: Jabatan: KESEMPATAN KERJA (JOB FAIR)
_atau Fasilitas 2. ‘ll::‘u:(mcl"m Informasi i 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan penz-n&n berusaha e
i . ket pelayanan . )
! 5 Mesin Antlan kepada dengan adil, ) dan p v KOMPONK URAIAN
|6, Running Text | 13 Jaminan [T "Terdapat Scandar Operasional Prosedur (SOPI Dinas | - oy
3 fpfanoss | L R i Bl s B i “'&;:;”rm ]
. / LC kesclamatan | Tenaga Kerja Kota Pangknlpxnang, { ; - i
9. Komputer pelayanan ‘2. Terdapat Tabung Pemadem Api di lokasi yang teluh | i Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang, Pedoman |
10 inter L ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kora Pangkalpinang. ¢ - Penyusunan SOP F A i
! 11, Mesin Foto Copy i O e e e e e 3 Perawran Menten K
12, Bmail i t 14 Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon yang Lelah I [______. . Nomor 39 Tahun 201mm_ﬂswl~£§gwg&_,_
113, Website { ' ‘\rlesni menguris izir. dan mencrxmn pro(h.k haml layanan yang | 4. raturan Daerah Kota Pangksipinang Nomor 1 Tahun 2020

tentang  Perubahan  atas  Peraturen  Daerzh Kot

Indeks Kepuasan |
Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan

|
men !

\lasvamkm (IKM) melalui nphkusi IKANMAS yang tersedia pada |
| tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang. i

| 14, Toilet
15,  Tempat Parkir

i 16.  Alac Tulia Kantor i ! e _dan Susunan Perangkar Dacrah Kota Pangkalpinang i
17.  Meia Pengaduan | L S—— e e e 5. Peraturan Walikota Pangkalpmnng Nomor 15 n:]hunfzom
. Kot ; itetapkan di Pangkalpinang, tentang i, tugas dan fungsi |
:g f:,:,ﬁ;s;:‘:ir‘;dan B Pada tanggal 10 Maret 2022 serta tnl..kkerjn unsur Pelaksana teknis perangkar Dacrah i
20.  Lemari Formulir i | . Kota Pangkalpinang — < |
21, Air Mineral ALS ,’;:f';lg\?’s“:‘; ;‘:ﬁ?;’:g“.n"‘nfw“" Ki’];:y"“““ I 6. 1SO 9001: 2015Kiausal 8.5 Produksi dan Pe
22.  Ruang Lakas: " Kote, Pangkalpisiang Pelayananan !
23. WA Gateway | oy " " = = SRR )
| O S . Persy Persy ¢
{8 Kompstensi TN chn]n Budang Kc!en-ngakcrjmm memahami  peraturan } . | Pelayanan 1 Surat per ) P I
{ Pelaksana jaan dan syarat kerja b e RIZANA. ST, M.SI i kerja bermaterai
| 2. anla Soksx Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja reas v “NIP.19760123 200501 1 006 { 2 Copy KT
memahami peraturan perundang-undangan f e i 3 Copy NPWP
ketenagakerjaan dan syarat kerja y { 4. Rencana Jumlah perusahuaan peserta
3. Stal Seksi Syarat Kena dan Jaminan Sesial Tenaga Kerja | i s Perkiraan lowongan dan penempatan )nngdllnrymkan
| memahami peraturan perundang: undangan | _ Y 1 6. Surat pe'nymnan darn P kcmalan
1 ketenagakerjaan dan syarat kerja €
N . // My Im\vu kepada pmczm kcqn dan bcrm,-dm dlbrrhcnukm\
Pengawasan Atasan Langsung T Y % kerja
internal 2. Kegpala Dinas DPMPTSP&NAKER % ".‘7‘ apabila mclakuksm aclanggm'an.
\ 3. Inspektorat Kota Pangkaipinang _i i - - T
L.,, . o . L. ks 3. | Mckanisme 1. Pemohon i berkas permoh Surat
10 | Penanganan 1 Kotak Pengaduan | dan Prosed : i Pameran X Kerjz
Pengaduan, 2 Email d; @ i ! go.id | (Job Fair) krpndn staf sekretariat untuk cicatatkan dalam {
saran dan 3.  Lapor.go.id | | buku agenda dan
Masukan 4. layanan Call Center tlp 0852 46060 5953 dan wa 0821 80643 | 2. Menerime dan memeriksa surat masuk yang sudah diterima ]
9780 sesuai Jam pelaysnan senip - kamis jem 08.00 s/d | | untuk diberikan paraf d dan 1
‘ 15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB. ! berkas ke staf sekretariat
| 5. Datang 1 ke Dinas P Madal Pel 3. IMenr:'!m.. s}\:r:;}:n;o s(:!(llah zh,min(n{(l:m[;mlakukﬂn proses
e i 9 in: arjut uniuk diberikan disposi«i Kepala Dinas
Terpadu Satu ?intu dan Tenags Kerja Kota Pangkalpinang. 4. Mr{'\enmu dan mendlspos|§|kn'1 aurpm sesuai rujuan 1
11 Jumlah Pelakeans dalam pel T Palavar Py han Ueribage 5. Menerime. bcrkgs pengajuan s xratr;komcndasn pameran |
Pelaksana Kerm Samn (LKS)BIFARTIT sebanyak 5 orang am°u tergantung dagn kesemnpatan kerJn_ Job Fair) \_n:\tuk dl(cluﬁkanlke pengantlar
kebutuhan, kenu serta menerima kembali berkas dari Kasi Pentalattas |
{ - _untuk dibuatkan su-at rekomendasi penyelenggarasn !

12 Jaminan |1, Adanya kepastin: persy , prosedur, proses, \ wu.klu.;
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5 Dmya / Tarif

"4 Jangka \\ aktu

6. | Produk
Pelayaran

"7 'sarana  dan

Prasarana dan
atau Fasilitas

Pameran Re&éfnparan kerja (Jol) Fair)

6. Memeriksa, meneliti. mengoreksi berkas dan membenkan
masukan atau perbaikan terhadap berkas sesuai dengan
Undang-undang dan Peraturan dibidang ketenagakerjaan
yang derlaku. Bila sesuai diteruskan ke Kasi Pentalatras
unrulk dite ulang, Bila tidak memenuhi syarat
dikembalikan ke Pemohon dengan membuat catatan

T Memeriksa kembali dan mengoreksi berkas pengajuan surat
rekomendasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja
yob fair). Diserahkan kembali kepada staf administrasi untuk
diterbitkan Surat Rekomendasi Penyetenggaraan Job Fair
selanjuthya memberikan paraf perserujuan dan disernhkan
ke Kxhid X jaan. Bila tidak hi syarat

ik 2 dengan b catatan.
8. Memeriksa kembali dan mengoreks berkas penna;uan Surat
Pameran Kenja
(Job Fair) serta 'nemhrnkun paraf persetujuan pada berkas
Surat Pameran Kes
Kerja (Job Fair) umuk selanjutnya diserahkan ke Sl‘kerns
Dinas

9. Memeriksa kembali dan m-mbcnkm paraf perse!u;uun pada
surat pameran k
kerja (job fair) untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas

10. \Acmmksn kcmbah dan 'rcnnmlamqgnm persetujuan surat

kerja
Joh fair) selnn_;umya dlscrahknn ke Staf Sekrezariat

11.  Memberikan nomor, stempel dan menyerahkan pada
pengelola administrasi bidang

12.  Menerima, mengarsipkan dan menyerahkan kepada
Pemchon

13, Pemchon menerima bukti penyerahan/penerimaan berkas

14, Pelayanan selesai

THankea T

Gratis

dasi Pameran Ke Kerja (JOB

FAIR)

1 Runng ’Tunggu dilengkapi dengem Pendingin Ruangan (AC}

2. Loket Informasi

3. Touchscreen Informas:

4. Loket peluyanan

5. Mesin Antrian

B. Running Text

7. Aplikasi 0SS

8. TV LCD

L Komputer

10. Prnter

:
1
.
-
l
|

|

1. Mesin Foto Copy

12, Email
13, Website
14, Tailet

15.  Tempat Parkir

16, Alat Tubis Kantor |
17.  Meia Pengaduan i
18, Kotak Saran sian Penguduin
19, Leman Arsip

20.  Lemari Formulir

21, Air Mineral

22, Ruang Laktasi

23, WA Gateway

8 | Kompetensi I, Kepala Bidang Ketenagakerjoan memaham: peraturan |
Pelaksana perundang-undangan ketenagakerjann dan syarar Kerja
2. Kepala Seksi Perluasan Penempatan Peladhan dan
Produitivitas memahami  peraturan  perundang-undangan |
krrmnpnkonnan dan syara® kerja H
3. Kenja peraturan perundang-und:
kelrnngmkrrjm\n
4. Stafl 1 Perluasan  Penempatan  Pelauhan  dan |
tas memahami peraturan perundang- undangan
ketenagakeriaan.
9. Pengawasen 1 Atasan Langsung
! Internal 2, Kepala Dinas DPMPTSP&ANAKER |
3 Inspektorat Kote Pangkalpimang
10 \ Penanganan 1. Korak Pengadunn 1
l‘Uwadllan 2. Emgil go.id
saran dan 3. Lapor.go.id |
| Masukan 4. Layanan Call Center tlp 0852 46060 953 dan wa 0321 8643 |
9780 sesuai jam pelavanan senin - kamis sam 08.00 s/d
15.00 WIE, jumat jam 08.00 s/d 1530 WIB. |
£ Daang 1 ke Dinas J Modal \
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkaipinang.
11 Jumlah F dalam  Pel; penyel !
Pelaksana Fameran bursa kerjs sebanyak 5 orang arau tergantung dari |
i kebutuhan. f
12 Jaminan I.  Adanya kepastinn persyaratan, prosedur, proses, wuklu.;
Pelayanan biaya. dan didukung oleh Sumber Daya Manusia y;mgi
berkompetensi di bidang, masing-masing sesua: dengan Togas
dan Fungsi Jabatan: |
2. Adanys jumman pemberian pelayanan perziran berusat |
kepada masy dengan adil, el dan transparan, |
13 Jaminan i.  Terdapat Standar Operasional Frosedur [SOP) Dinas |
 keamanan dan Penanaman Modal, Pelavanan terpadu_Satu Pintu den

" Tkeselamaran
pelayanan

TF Evalunsi

Kinegja

" Tenagn Kerja Kora Pangkalpinang;
2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah
ditentukan pade DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

Indsks K p X (xK.-{) Ba i P ‘vang telah
stlcsul mengurus izin dan menerima procun bhasil layanan vnng
mengisi Indeks
Masyarakat (IKM) melalm aplikasi IKANMAS vang tersedia pudd\
tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

—

RIZANA, ST, M.8

NIP.19760123 200501 ) 006
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STANDAR PELAYANAN KARTU TANDA PENDAFTARAN

No | KOMPONEN

2 Pe

PENCARI KERJA (AK/1)

URAIAN
Undang-Undatg Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kena

Peraturan  Menteri Ketenagakerjnan  Republilc Indonesia |
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tenaga Kerja _

Peraturan dacrah Kota fangkalpinang Nomor 1 tehun 2020 |

tentang  perubhan atas  peraturan  Daerah hum‘
Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 lenun[, pembentukan |
dun susunan perangkat Dacrah Kota 1

4. Pecaturan Walikots Pangkulpinang Nomor 15 tahun 2020

tentang kedudukan, susunan organisasi. tugas dan fungsi
scrta tata kerja unsur Pelaksana teknis perangkat Darrah
Kota
IS0 9001 2015Kiausa] 8.5 Produksi dan  Penyedizan
Pelayanonan

i
i

| Pelayanan
‘ |
.

3. Mekanisme
dun Prosedur

Wakmu

Fotakopt uzah Pendidikan terskhic yany dilegalisic
Fotulopi KTP; SIM

Fotokop sertifikar kompetens: kerin b vang mesmiliki
Surat Keterangan pengalaman kerja bagi vang memiliki
2 Jembar pas foro ukumn Sxd dengan v belskang war
merab

BEOR -

1. Pencari kerja menyampaikan berkus persyaratan penerbitan

kartu AK/1 xeteluh daftar online ke website kemnalker.go.id
Mencrima dan memeriksa berkas persyaratan AK/1 Apabila
lengkap, diserahkan ke pengantar kena apabila tidak
lengkap, dikembalikun ke pencari kena

3. Memverifikasi berkas persyaratan. batk manial maupun
onlmc Apabila uudm\ hmgkap dicetak kartu AK/1

4. kartu AK/1

S.  Memeriksa kembali kmu AK/I dan apabila sudah benar dan
lengkap persyaratan, ditandatangani.

6. Menerima, mengarsipkan dan menyerahkan kepuda pencari
kerja

7. Pencar kerja mencrima penyerahian/penerimasn berkas

8. Pclayanan selesai

1 Kari Kena

5. Biaya / Tanf

_ Produk

Gretig

i Tanda Poncari Kega K1) T T J

. Pelayanan
. Sarana
Prasarana

dan
dan
atau Fasilitas

8. | Kompetens:

Pelaksana

9. [ Pengawasan

Internal

| Penanganan

saran
Masukan

Pengaduan,

dan

1 Jumlah

laksans

L@ W~

dingin Ruangan (AC)

2kapt dengan

Ruang Tunzgu di
Loket Informasi
Touchscreen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian

Running Text

Avplikasi 0SS

TVLCD

Komputer

Printer

Mesin Foto Copy
Email

Website

Toilet

Tempat Parkir
Alat Tulis Kuntor
Meju Pengaduan
Kntak Saran dan Pengaduan
Lrman Arsip
Leman Formualin
Air Mineral
Ruang Laktasi
WA Gateway

Krpala Bidang, Kuenkaerjun'n memahami  peraturan

juan dan Syarat Kena
Kepaln Seksi Syasat Kerja dan Juminen Sosial Tenaga Kerja
memahami peraturan perundang-undangan ketenagakerinan
dan syarat kerja

Pengantar Kerja hami per g-und,

ketenagakerjoan

Staf  Seksi  Perluasan  Penempatan  Pelatihan  dan
i i perat perundang  und:

ketenagakerjuan dan syarat kerja

san Langoung
Kepala Dinas DPMPTSPENAKER
Inspektorat Kota Pangkrlpinang

Kotak | ng,u uan

Emuail (| 20.id |
Lapor.go.id !
Layanun Call Center tlp 0852 4660 5953 dan wa 0821 8643

9780 sesuai jam pelayenan senin - kamis jom 08.00 s/d

15,00 WIB, jumat jum C6.00 s/d 15.30 Wi,

Datang langrung ke Dinas Penansman Modal Pelavanan

Terpadu Satv Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

aksana dalam pelayanan Pendafiaren Karti Tanda Pencari
ra (AK1 k 5 orang atau t ang dari k

12

BF]

3 Ev

Jaminan a kepastian persyaratan, prosedt G
Pelayanan . dan dxdunung oleh Sumber Daya Manusia yang
bidang ing-masing sesuui dengan Tugas
dan Fungsi Jaba(an.
2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha
i kepeda 1y dengan adil, dan transparan.
Jaminan | 1. Terdapar  Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

keamanan dan Penenaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga

keselamartan Kenja Kota Pangkalpinang;

pelayanan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah
ditentukan pads DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

juasi | Indeks Keopuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon yang telah
Kinerja nelesm mengurus izin dan menerima produk hasil layanan yang

mengisi Indeks
'Mnayarnkm (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada
. tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

S— L SO SRS O—

Ditetapkan di Pangkalpinuany,
Pada tanggel 10 Maret 2022

Kepaln Dinas Penanaman Modal, Felayanan

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kaota Pangkalpinang

A, ST, M.
NIP. 19760123 200.:01 n06

waktu,
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STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN U

No KOMPONEN

AHA L ENAGA

MBAGA PENEMPATAN

KERJA SWASTA (SIU LPTKS)

URAIAN

Peraturan Menten Pendayagunann Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentanly
pedoman penyusunan SOP  Pelayanan  Administras: |
Pemerintah |
Peraturan  Menteri Ketenagakerjorn Republik Indonesia |
Nomor 39 Tahun 2016 rentang Penempatan Tenaga Ke:

5
>
=3
3
N
o
=3
3
3
3
3

Peraturan daerah Kots Pangkalpinang Nomor 1 tehun 2020
tentang  perubhan atas peraturan  Daerah  Kota
Pangkalpinang  Nomor 18  tahun 2016 tentang|

Dt'ﬂlb!ﬂl\lkun dan susunan perangkat Daerah homl

Beraturan Walkows Pungkalpinang Nomor 15 tahun 2020'
tentang kedudukan, sugunan organisasi, tugas dan fungsi |
sertn lata keqa. unsur Pelaksana teknis perangkat Daerah |
Kota Pangkalpinang

i

1SO 9001; 2015Klausal 8.5 Produksi dan l’en,rdlaan

Persyaratan
Pelayanan

Perzyi nmlun Administrasi :

1. Copy

PR

¢ akta pendirian dan/atau akta perubahan badan
hukJm dalam bentuk perseroan terbatas vang memuat |
kegiatan  jasa penemparan tenaga Kkerja dan  relah |
mendapat pengesatian dari instansi vang berwenang, |
Copy surat keterangan domisili perusahnan: !
Capy Nomor Wajib Pokok Wajib Prjak (NPWP) perusahaan; |
Copy sertifiknt hak kepemilikan tanab berikut bangunan |
kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling smgkat &
(lima) tabun yang dikuatkan dengan akta notaris; i
Surat pernyataan dari penanggung jawad perusahaan
bahwa tidak meragkap jabatan sebagai penanpgung jawah
pade LPTKS lain;

Bagan struknur arganisasi dan persenil;

Rencana kerja LPTKS paling singkar 1 (satu) tahun ke
depan;

4% 6 em sebanyak 3 (tiga} lemba. dan,

|
|
|
. Pag foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran ]

. Bukii wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku

sesuni dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjasn di perusahaan

| Mekanisme
| dan Prosedur

Biayu / Tarif

Sarana

T broduk
| Petayunan

an

" Jungka Waktu | 2 Hani kerja
_Penyelesaian |

" Pemohon menymnpakean be

SIULPTKS |
kepada staf sekretariat untuk dlmu.uk.m dulam buku |
agenda dan dilengkapi dengan lembar cisposisi !
Menerima dan memeriksa surat masuk yang sudsh i
diterima untuk diberikan paraf dilembar disposis: dan
mengembalikan berkas ke staf secrutaniat
Menerima surat yang sudai diparaf dan melakukan proses
lanjut untuk diberikan disposisi Kepala Dinas
Menerima dan mendisposisikan surat sesuas tajuan
Menerima dan m"nuuskun berkas untuk diverifikasi
apabila lengkap persyaratan. Apabila tidak sesuni,
permohonan SIU LPTK§ ditalak dan dikembalikan
kepemohon.

Apabila dokumen telah lengkap dan sah, maka dilakukan |

penilaian kelayakan (expose) secara langsung ntau melahui

online system terhadap penanggung jawab perusahasn

Penanggung jawab pei haan harus menunjukkan

dokumen persyiustan asli

Dalam hal penigian kelavakan {expose) telah memenuhi
ditakuk i

verifikas
Apabila telah pesy nuka diterl
SIU LPTKS
Memeriksa kembali dnn mrnnmlulhng«m SIU LPTKS
ke Staf

Memberikan Nomor, stempel dan menverahkan pada
pengelola adininistrasi bidang

an ik

. Y kepada
Pemahon
Pemohon menenma bukt penyerahan/ penerimaan berkoy

Pelayanan selesai

| Gratis 1

Surat zin usaha lembagn penempatan tenaga Kena swasta (SIU |
!

LPTKS)

B

Prasarana dan 2

atau Fasilitas

i
Ruang Tunggu dilengkapi dengan Pendingin Ruangan (AC]
Loket Informasi
Touchsereen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian
Running Text
Aplikasi 0SS
TV LCD
Komautey
Printer

Mesin Fato Copy |
Email L - |

b

13, Website - o
14, Toilet
15.  Tempar Parkir
16.  Alat Tulis Kantor
17.  Meja Pengaduan
18.  Kotak Saran dan Pengaduan
Lemari Arsip
20. Lemari Formulir
21, Air Mineral
22. Ruang Laktasi
£ 23. WA Qateway

|
i

rﬁbyﬁpuensi 1. Kepala Bxdang Kerenagnkenuan “me peratura

| Pelaksana i jaan dan syarat kerjn
1 | chnln Sekm Perluasan  Penempatan  Pelatthan  dan
| H Produktivitas hami peraturan per 2
k kerj: dan tenaga kerja {
Staf Seksi  Perluasan  Penempatan  Pelatihan  dan
Produkum-u memahami peraturan perundang- undangan
3 rjaan dan tenaga kerja
Pengawasan Al gsung
| Internal Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
I Inspektorat Kota Pangkalpxmmg
Penanganan | 1. Kotak Pen, Pengaduml 7
Pengaduan, 2 Email y) kal; £o.id
saran dan ' 3. Lapor.ge.id
Masukan 4 Layanan Call Center tip 0852 4660 5953 dan wa 0821 |
{ 8643 9730 sesuai jam pelayanan senin - kamis jam 08.00 ‘
s/d 15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15. 30 \VXB
5. Datang | ke Dinas P odal Pel
Terpadu Sartu Pintu: dan Tenaga Kerja Kom Fangkalpxnunv |
Jumlah Pelaksana dalam pelayanan Surat izin usaha lembaga |

Pelaksansa penempatan tennga kerjo swasgta (SIU LPTKS) sebanyak 5 orang |
atau tergantung dari kebutuhan.
Jaminan 1. Adanya kepasuan persyaratan, prosedur, proses, wakiu,
'Pclu)anan biaya, dan didukung oleh Sumber Dnva Manusia yang
| i di bidang 2 g sesuai dengan
Tugas dan Fungsi Jabatan;
2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha
kepada masyarakat dengan adi!, akuntabel dan transparan.
Jaminan "1, Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
keamanan dan Penanaman Modal. Pelavanan terpadu Satu Pintu dan
| kesclamatan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang; |
pelayanan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah:

ditentukan pada P&NAKER Kota Pangkelpinang. [
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14 Indeks Kepuasan (IKM). Bagi p
selesai mengurus 1 dan mencrima produk hasil lavanan yang

| diajukan  diwajibken  mengisi  kuesioner Indeky  Kepuasan
Masyarakat (IKM) meloln aplikasi IKANMAS vang tersedia pada
tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang,

Ditetapkan di Pangkalpinang.
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kot Pangkalpinang

é ;:‘N RIZANA, ST, M.S!

NIP.19760123 200501 | 006

n :s'm\g telah |

! No

1.

NDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA

PELATHIAN KERJA (L.PK)

KOMPONEN URAIAN |
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang C q’uﬁ—ﬁﬁ_ﬁ__

2 Peraturany Menteri K juan R
Nomeor 17 Tahun 2016 tentang Pendafwran dan Pemman

Lembaga Pelati rja_
3. Peraturan Menteri Pmdnyagunnan Apﬂmlur \cgd.a dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Penyusunan SOP  Pelayanan Admmmmsn
G ok Pemerintah

| 4. Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2020 |
{ tentang  perubhan atas peraturan Daerah Kota
| Pangkalpinang  Nomor 18 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah  Kota

i Pangkag nang . .
5. Walikota Pa Nomor 15 tahun 2020

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja unsur Pelaksana tekms perangkat Daerah
_Kota Pangkalpinang R R
ISO 9001: 2015Klausal 8.5 Produksi dun Penvediaan
Pelayananan

Ead

e

~

Fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan
perusahaan yang membawahi unit pelatihan kenja;
Nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri
dan riwayat hidup;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajuk (NPWP) atas nama
lembaga;

Profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang H
sekurang-kurangnya memuat:

Struktur organisasi dan uraian tugas;

Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan
diselenggarakan:

Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama | |
tahun; |
Daltar dan rwayat hidup instrukcur bersertifikat |
kompetensi dan tenaga pelatihan; dan

Kapasitas pelatihan pertahun.

Fotokopi tanda bukti kepemilikan arau sewa atas sarana
dan prasarana pelatihan kerja.

3.

Mekanisme

| dan Prosedur

~

Pemohon meny

berkns permoh
Pendaftaran dan Perizinan LPK kepada staf sekretariat
untuk dicatatkan dalam buku agenda dan dilenghkapi
dengan lembar disposisi
Menerima dan memeriksa surat masuk yang sudah
diterima untuk diberikan paraf dilembar disposisi dan
mengembahkan berkas ke sraf aekretariar
Menerima surat yang sudah diparaf dan melakukan proses
lanjut untuk diberikan disposisi Kepala Dinas
Menerima dan mendisposizikan surat sesuai tujuan
Menerima, memeriksa, dan meneliti berkas pendaftaran
dan perizinan LPK sesuai persyaratan yang ditentukan.
Apabila berkas lengkap diteruskan ke Sub Koordinator
Pentalatias.
Menerima, memeriksa, dan meneliti berkas pendaftaran
dan perizinan LPK yang sudah lengkap untuk divenifikuy)
kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan. Apabila
herkas lengkap diteruskan ke Kasi Pentalattas. Apabila
permoh lengkap d. K verifikasi kel

dukumen dan menerima kembali berkas dari Sub
Koordinator Pe untuk dit K surat tugas
verifikasi lapangan,
Memeriksa, meneliti, mengoreksi hberkas dan memberikan
masukan atau perbazkan terha.ddp bcrkas sesual dv.ngan
Undang-undang dan F jaan
yang bertaku. Bila sesuai diteruskan ke Kasi Pentalattas
untuk diteliti ulang. Bila tidak memenuhi syarat
dikembalikan ke Pemohon dengan membuat catatan
Memeriksa kembali dan mengoreksi berkas pendaftaran
dan perizinan LPK. Diserahkan kembali kepada staf
administrasi untuk diterbitkan Surat Pendaftaran dan
Perizinan LPK sclanjutnya memberikan paraf persetujuan
dan d hk ke Kabid k kerjaan. Bila tidak

hi syarat di haiil ke ¢ hon dengan
membuat catatan.
Memeriksa kembali dan mengoreksi berkas Pendaftaran
dan Perizinan LPK serta memberikan paraf persetujuan
pada berkas Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (PPP) dan
aurat Pendaftaran untuk selanjutnya diserahkan ke
Sekretaris Dinas
Memeriksa kembali dan memberikan paraf persetujuan
pada surat keputusan Pendaftaran dan Perizinan LPK
untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas
Memeriksa kembali dan menandatangan: persetujuan
Pendaftaran dean Perizinan LPK selanjutnya diserahkan ke
Staf Sekretariat
Memberikan nomor, stempel dan menyerankan pada
pengelola administrasi bidang
Menerima, Pk dan
Pemohion

kepuda

Pemohan menerima bukti penverahan/penerimaan berkas
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9.

ax
Tarifl

TProduk

Pelayanan
Sarana

dan 1.

s

Sura: izin usaha Iemlmgn Pelatihan Kerja

Prasarana dan 2.

Pelayanan selesai.

" Gratis

‘-}?_uanﬁ-ﬁ;&u dilengkapi dengan Pendiﬁ”g’in Ruangan (AC)

Loket Informasi

“Kotak Pengaduan

|
atau Fasilitas 3. Touchscreen Informasi
4. Loket pelayanan
5. Mesin Antrian
6. Running Text
;. Aplikasi 0SS |
9. Komputer i
10.  Printer {
11, Mesin Foto Copy i
12, Ewmail |
13, Website |
14, Toiler
15.  Tempat Parkir
16.  Alat Tulis Kantor
17.  Meja Pengaduan
18, Kotak Saran dan Pengaduan
119, Lemari Arsip
|20, Lemari Formulir
|21, Air Minera} |
22. Ruang Laktasi |
23. WA Gateway
Kompetensi 1. Kepala Didang Ketenagakerjaan memahami peraturan ‘
k P g juan dan Pelatihan Kerja |
2. Kepala Seksi Perluasan Penempatan Pelatthan dan |
Produktivit hami P |
ketenegakerjaan dan pelatihan kerja i
3. Pelak mahami crundang-
undangan ketenagakerjaan dan pelatihan
kerjak fjaan dan tenaga kerja
4. Stal ini i Seksi Pelatihan
i dan F 1 perundang-
i undangan ketenuznkenaan dan pclanhan kerja
Pengawasan | 1.  Atasan Langsung ]
. Internat 12 Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
! 3. Inspektorat Ko Pangkalpinang

___Email dpmptspnaker@pangkalpinanzkota.go,id

saran dan (3. Lapor.go.id
Masukan 4. Layanan Call Center tlp 0852 4660 3953 dan wa 0821
8643 9780 sesuai jam pelayanan senin - kanus jam 08.00 |
s/d 15.00 WiB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB. i
5. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelavanan |
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpmang. !
Jumlzh ksana dalam pel dan P Lembaga
Pelaksana Pelatihan Kerja (LPK) scbanvak 5 orang atau tergantung dart
kebutuhan,
Jaminan 1. Adanya kepastian persyaratan. prosedur, proses, waktu.
| Pelayanan biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang
) berkompetens: di bidang masing masing sesuai dengan
Tugas dan Fungsi Jabatan;
2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan hl‘l’\lsdhﬂ‘
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
[ Jaminan 1 Terdapm Standar pcmmnnal nal Prosedur (SOP) Dinas
i an Modal. terpndu Satu Pintu dan
| kesclamatan Tenagn Kerja Kota Pnnakalpuwng
| pelayanan Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang rtelah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang
Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarzkat (IKV). Bagi pemohon yang t;ll{ﬂ
Kinerja selesai mengurus izin dan menerima produk hasil layanan vang
diajukan  diwajibkan mengisi  kuesioner Indeks Kepuasan |
Masyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedin pndn
rautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangialpinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan ‘fenaga Kerja
Kota Pangkalpiang

YAN RIZANA, ST, M.SI

NIP.19760123 200501 1 006

KOMPONEN

Dasar Hukum

DAR PELAYANAN REKOMENDASI PASPOR DAN ID CALON TENAGA

KERJA INDONESIA (CTKI)

ERAIAN
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Q:Tl")-r;m»;
_Perlindungan Pekerja Migran Indones. R

e

Pelayanan

1
2
3
4
5
h
P
8.
9
10,

15 8
12

13

14

15

7180 9001: 2015K

Pnreynrnmn Administra

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 rmmng (:xp!n
Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 ‘e
Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indones
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negura dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 33 tahun 2012 tentanfg

SOP  Pelas lministras:

Pcu\un |al\

Peraturan daerah Kota Pungkd!plr\ahg Nomor | tahun
2020 tentang perubhan atas peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang  Nomor 18 tahun 2016  tentany
pembentukan  dan  susunan  perangkat  Daeruh Kota
Pangkalpinang i
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 tahun 2020
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan {ungs
serte tata kegja unsur Pelaksana teknis perangkat Daerah

lausal 8.5 Produksi dan Penvediaan

Pelayananan

Surat penganrar
3 KTP CTKI
KTP Pemberin jzin

Cup)' Hazah
Asli dan Copy perjanjian penempatan
surm izin umng tua diketabui Kades/lurah
KTP pﬂug,m rek rut (_mmk proses a\ml)
KTP yang | i di Kota F
ljazah Pendidikan terakhir
Akte kelaiiran
Surat keterangan status perkawinan bagi yany telah
menikah melampirkan copy buku nikah
Surat keterangan izin suami atau istr, 12in orang tua atau
izin wali diketahut lurah/kepala dinas
Sertifikat kompetensi kerja
Surat keterangan sehat berdasarken hasil pemeriksaan
kesehatan yang ditunjuk pemerintah
Perjanjian penempatan antarn TKI dengan PPTKIS
materai Rp 10000)
Apabila CTRI belum memiliki kartu AK/L maka
diwajibkan hadir untuk penerbitan kartu AK/{

11-90




RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER

2024-2026

3]

|
1
|

IMekanisme
dan Prosedur |

Pemohon menyampaik

berkas permoh )
Rekomendasi Paspor dan 10 CTKI kepada staf sekretariat
untuk dicatatkan dalam buku agenda dan dilengkapi
dengan lembar dispu
Menerima dan memeriksa surat mnsl.k "an;: suth |
diterima untuk diberi; paraf di dan
mengembalikan bevkas ke stal secretariar

Menerima surat yang sudah diparaf dn melakukan proses
lanjut untuk diberikan disposisi kepala Dinas

Menerima dan mendisposisikan surat sesuai tujuan
Menerima herkas Rekomendasi Paspor dan 1D Calon TK/
untuk diteruskan ke Pengantar Kerja setta menerima

berkas Rekomendasi paspor dan ID CTKI kembali setelah ;
diperiksa Kasi Perluasan Penempatan Pelatihan dan '
P ivitas untuk dibuatkan Surat Rel i Paspor l

I
dan ID CTKI.
Memerikse legalitas pemohon /petugas rekrut don
memeriksa be yang diajukan oleh pemohon !
Mendaftarkan CTK! pada aplikasi Sistem Komputerisasi
Tenaga Kenja Luar Negeri (SISKOTKLN) dan mencetak H
Rekomendasi Paspor dan 1D CTKI yang terbentuk dari |
hasil pendnftaran |
Memeriksa kembali dan mengoreksi Naskah CTKI serta
membenkan paraf pemuluuan pada Naskah CTKl dan SK
untuk sel kan ke Sekretaris

Dinus
Memt’nksr\ kembali dan memlm rikan pdmrp»vccnuunn SK
ft untuk sel. ke Kepalu

Dinas

Memeriksa kembali dnn l.‘mdmml[«m pexseuuuun naskah
CTKI dan SK P Y ke Staf
Sekretariat

Memberikan Nomor, stempel dan menyerahkan paca
pengelola administrasi bidang,
A P dan

kepada
Perohon

Pemohon mencrima bukti penyerahan/penenmann berkas
Pelayanan sclesai

angka Wak:y Hari kerja

. Penyelesaian

5. | Biava / Tanf Gratis T ===

6 Produk

. Pelavanan | S

7 'Sarana  dun 1. Ruang Tunggu d i dengan Pendingin Ruanigan (AC) |
Prasarana dan 2. Loket Informasi |
| atau Fasilitas 3. Touchscreen Informasi |

4. Loket pelayanan

_Mesin Anman

6. Running Text
7. Aplikasi 0SS
8. TVLCD
9. Komputer
10.  Printer
1. Mesin Foto Copy
12, BEmail
13 Website
14 Toilet
15, Tempat Parkir
16, Alat Tulis Kantor
17.  Meja Pengaduan
18. Kotak Saran dan Pengaduan
19, Leman Arsip
20.  Leman Formulir
21, Air Mineral
22, Ruang Laktas:
23. WA Gateway
8 Kompetensi i chaln B:dnng Kﬂenagakcnann “memahami peraturan |
Pelaksana per & aagakerjarn dan syarat kena |
2. Kepala Seksi Perluasan Penempatan Pelmlhan dan
Produktivitas peraturan perundang: i
ketenagakerjaan dan syarat kerja
3 Pengantar  Kerja semahami  peraturan  perundang-
undangan ketenagakerjaan
4. taf  Seksi Periuasan Penempatan Pelatihan  dan
Produktivitas memaham: peraturan perundang- undangan
ketenagakerjaan.
9. Pengawasan 1. Atasan Langsung 1
Internal & Kepala Dinas DPMPTSP&NAK
3. Inspektorat Kota Pnngknlpmnnp
|10 Penanganan 1 Kotak Prngﬂdux\n
Pengaduan, 2 Email 2 ical X 0.:d
saran dan 3 Lapor.go.id
Masukan Layanon Call Center tlp 0852 4660 S953 dan wa 0821/
8643 9780 sesuai jam pelayanan senin - kamis jam 08. l){!
5/d 15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
s Datang ke Dinas Madal F
Terpadu Satu Pintu dan Tenega Kerja Kota l‘anzkalpmmm
11 " Pelaksana dalam f n rel paspor dar (D calon
Peluksuna Tenaga Kerje Indonesia (CTKI) sebanyak 3 orang atau
tergantung dari kebutuhan |
{12 | Jaminan 1. Adanya dur, proses, wakiu,
| Pelayanan biaya, dan (‘id,xkung oleh Sumher Daya Manusia yang

berkompetensi di_bidang masing-masing ai dengan

13 Janunan

Tugas dan Fungsi Jabatan,

2. Adanya jaminan pembetian pelayanan perizinan berusaha
kepada masyarakat dengan adil. akunisbel dan gansparan |

1 Terdepat  Standar Operasional Prosedur |
M

(S0P Dinas |

dan odal. P terpadit. Satu Pintw dan |
kesclamatarn Tenaga Kerja Ko Puni(kulpmun"
peluyanan 2. Terdspat Tabung Pemadem Api di lokasi yang teldh |

14 | Evaluasi
Kinenja

ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kuia Pangkalpirang.

Indeks Ke ((KM). Bagi p ob

:uleuu' mengurus izin dan menmmn pre

|
vang telah |
uk hasil lavanan vang, |

Indeks  Key

\Aawarakut (IKM) mel, dul \iphkal IKANMAS vang terscdia pml.. i

tautan website resm: DPMPPSPENAKER Kota Pangkalpinang,

Ditetapkan di Pangkalpinans,
Pada tangzal 10 Marer 2022

cnanaman Modal, Pelavanan

Kepala Dinas

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kena
Kota Pangkalpimang

NIP.19760123 }O(\’xl\l 1006
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STANDAR PELAYANAN OSS RBA PERSETUJUAN LINGKUNGAN Prosedur:
KOMPONEN | | Langan Brovas varikas Persstissias Lingisngyon cieh 05 Lnghungin '3 OSS
Dasar T Undang - undang Nor hum 2020 tentang Cipra Keria : e
Hukum 2. Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan perizinan berusazha berbusis resiko : >
3. Peraturan  Pemermntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang -
Penyelenggaraan perizinan berusaha di Dacrah % Hormradsien i b el
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2021 tentang & i &
Penyelenggaraan perlindungan dan Penpolahan Lingkungan i £ Aty
} Hidup . - i
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apwatur Negara Dan B
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ahun
| 2012 Teniang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
| Prosedur Administrasi Pemerintahan
6 Peraturan Dacrah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020

tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Dacrah  Kota 4. Jangka Ditentukan oleh system OSS.
Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembenrukan Waktu

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Penyelesaian

7. Peratwran Wali Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 /5. Buaya/ Tarif  Gratis
| Tentang Keducukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 4 o i e S A e oS
{ Sert Tutn Kerju Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Dacrah 6. Produk Persetujuan lingkungan
| Kot Pangkalpinang Pelayanan TR
{ . 7. Sarana dan 1.  Ruang Tunggu dilengkapi dengan Pending: (AC)
2. Persyarmtan  Ditentukan oleh system OSS sesuai dengan peraturan perundang Prasarana 2. Loket informasi
| Pelayanan undangan sektor terkait dan atau 3, Touchscreen Informasi
| ’ i Fasilitas 4. Loket pelayanuu
5. Meein Antrian
W SN — ! 6. Running Text
Mekanisme Al Purmenunan Periiinga Unghumgen sieh OFD Lingkungan v 9SS | 7 Aplikasi 0SS
i dan Prosedur -~ s 8. TV LCD
LEE e | 9. Komputer
e 1& ! 10.  Printer
| 11, Mesin Foto Copy
| 12. Email
13.  Website
i 14, Toilet

15.  Tempat Parkir

16.  Alat Tulis Kantor

17.  Meja Pengaduan

| 18 Kotak Saran dan Pengaduar

19. Lemari Arsip i
20. Lemari Formulir
21.  Air Minerai
! 22, Ruang Laktasi
| | 23. WA Gateway

T
Kc'npe(en-u

i Peluksana

| Pengawasan

i Intermal
10. | Penanganan

Pengaduan,

saran dan
Masukan

U Jumian
Pelaksana

aminan
Pelayanan

Kepala Dinas;

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan:

Verifikator Permohonan Perizinan Beruseha DPMPTSP&NAKER |
Verifikator Permohonan lzin Dasar OPD Teknis Terkait
Verifikator Permohanan lzin OPD Teknis sesuan Sekror Usaha

o _ug,;gJ_.‘A

11 Mdlain Sub Menu Pengawasan pada Sistem 088

ak
Email
Lupor.go.id !
Layanan Call Center: Tip.0852 4660 5953 dan WA.0821 8643
9780 }
Sesum jam pelayanan Semn-Kamis 08.00 WiH s/d 1500 WIB,
Jumat 08.00 WIB s/d 15.30 WIB

5. Datang  langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerix Kota Panukalpinang

Dar g0.id

1 Orang Pengelola Akun Utama;

3 Qrang Verifikator Unit PTSP;

2 OUrang Tenaga Pendamping:

1 Orang Petugas Layanan Pengaduan 0SS;
1 Orang Helpdesk.

5 pmsm wakeu, iaya.
dan dldukung uleh Sumber Daya Mnnu»u yang bcrku'x'puwm
di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Jabatan:
-4 Adanya jaminan pemberian  pelayanan perizinan  berusalin
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.

13, Jaminan

1. Terdapat  Srandar  Opera ial  Prosedur  (SOP)  Dmas

| Modal, Pel,

dan
keselamatan
pelayanan

14,  Evaluasi
Kinerja

A terpadu Sats Pintu dan Tenagn
Kerja Kota Pangkalpinang:

Terdapat Tabung Pemadam Api di lokas) vang telab ditentukan
pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

(]

" Indeks K » (IKM). Bag: yang telah selesai

mengurus szin dan menerima produk hast layanan yang diajukan
K Indeks K Masyarakat (IKM)
melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada tautan website resm
DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang,

-2
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Ditetapkan di Pangkalpinang, STANDAR PELAYANAN OSS RBA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK ¥ T Proscanr - =
Pada tanggal 10 Marer 2022 MENUNJANG KEBUTUHAN USAHA
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan i S . —EEEEse=Y i it PR A SRS ¢ OSS
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja | & .
Kota Pangkalpinang No | HOMPONEN URAIAN | i
- 1. Dasar s Undm‘ap, - (1|\rlﬁiag Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipra 1 ' i .
Hukum Kerju; | |
ANRIZANA, ST, M.S1 2. Peraturan Pemerimabh Nomor 5 Tabun 2021 tentang ! { |
NIP. 19760123 200501 1 006 Penyelengparaan perizinan berusahs Serbasis resiko, i i
3. Peraturan Pemerntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang | | « |
Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah: i ! | |
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan o i

i

I Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun | | i ;
! 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 2

!

Prosedur Administiusi Pemerintahan; W A i -
5 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tabun | |
2020 tentany Perubahar Atas Peraturan Dacrah Kota |

|
|
|

i Pangkalpinang  Nomor 18 Tabun 20106 tentang |
Pembentukan dan  Susunan  Peangkat  Dacrah Kota 4. |Jang}<u Ditentukan oleh sistem 0SS,
Pangkalpinang; | | Waktu
0. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 IP_N\L(_'_Ipxamn
| Tentang K Susunan Or si. Tugas Dan | 5. [Biava/Tarif Grats : -
| Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat )

Daerah Kota Pangkalpinang. 6.

"PBUMKU

Ruang Tunggu i dengan Pendingin R {AC)
Loket Informasi
Touchscreen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian
Running Text
Aplikasi OSS
TV LCD
Komputer
Printer
Mesin Foto Copy
Emai
Website
Toilet
Tempat Parkir
| 16, Alat Tulis Kantor

17.  Meja Pengaduan
| | 18.  Kotek Saran dan Pepgaduan
19.  Lemari Arsip
i 20.  Lemari Formulir

21, Air Mineral
| 22. Ruang Lak:as:

I i i 23. WA Gateway

“[Persyaratan Ditentukan oleh system OSS sestar dengan peraturan : 7. Sarana

Pelayanan undangan sektor terkait ¥ Prasarana

1 | dan atau
i Fasilitas

SR SO

3. | Mekanisme Alur Peieosesan PE-UMXU olah Serserintah Daerah

dan Prosedur

LxNpmpen:

=

b a ol
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8. Kompetens: 1 Kepala Dinas; i Ditetapkan di Pangkalpinang STANDAR PELAYANAN OSS RBA RESIKO TINGGI
| Pelaksuna 2 Kepala Bidang Peluyanan Perizinan: | Pada tanggal 10 Maret 2022
3 Verifikator Permohonan Penzinan Berusaha - —— PSS S
i 4 DPMPTSP&NAKER Kepala Dinas Penanaman Medal, Pelayanan ! URAIAN
5. Venfikator Permohonan lzin Dasar OPD Tekmis Terzan; T('l?padu Satu Pintu Dan Tenaga Kcrjn’ He | ROMPONEN
H Verifikator Permohonan jzin OPD Teknis sesuar Sektor Usaha ) —_—— e T e e = e el
{ ¢ 1ot el nan: D 1 Kdta Pa“gkﬁf,""g 1.  Dasar Hukum | Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 1 Cipte
9 |Pengawasan 1 Melalui Sub Menu Pengawasan pada Sistem 038 Keria. )
B . | 2 Peratwran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
[Penanganan 1. Kotak Pengaduan T YAN RIZANA, ST, M.SI Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis restko.
Pengaduan, 2 Email : dpmptapnakeriipar 1pi a.20.1d NIP, 19760123 200501 1 006 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
| saran dan 3 Lapor.go.id Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah.
Masukan 4 Layanan Call Center: Tip.0852 4660 5953 dan WA.0821 8643 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
9780 . ~ | Reformast Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
Sesuai jam pelayanan Senin-Kamis 08.00 WIB s/d 15.00 WIB, 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Jumat 05?400 WIB s/d 15.30 WIB ! - i Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5 Datang la ng ke Dinas Modal Priayanan i Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor | Tahun
| Terpudu Satu Pintu dan Tenaga Kena Kota Pangkalpinang 2020 tentang Perubahan Atas sttiran Daersh Kot

- 1 | Pangkalpinang  Nomor 18 Tahun 2016 tentang

i T
1t Fl‘:lr:‘l(';?m. 58:;:55 nﬁ;izl':;*b:ﬁ ;;;';1 | Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota
F r /  PTSP: Pangkalpinang,.
20 Tey Pend |
rang Tenagn Pendamping; i 6 Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021
duk Susunan Organisasi, Tugas Dan

Tentang Ked 2
Fungsi Serta Tata Kenja Unsur Pelaksana Tekms Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang.

1 Orang Helpdesk

11, Adanya kepastian persvaratan, prosedur. proses, !
tidukung oleh Sumber Dava Manusia vang |

i
|

| | 11 Orang Petugas Layaniun Pengaduan OSS: |
|

biaya, dan

" Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK] bag Pelaku

Persyaratan

i berkompetensi di bidang masing-masing sesuai deagan Tugas |
dan Fungsi Jabatan: | Pelayanan Usaha Perorangan {WNI);
Adanya jaminan pemberian pelavanan perizinan berusahia | i 2 Memiliki Nomor Passport bagi Pelaku Usaha Perscorangan
kepada varakst dengan adil, aku el dan tr (WNAJ:
- e e S — ! 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha
| Juminan | 1. ndapat  Standsi Operasional Prosedur  (SUP)  Dinas Badan Hukum 8
| }T,»u‘mzmun | :zt;rrl::‘n'(.l::‘\r},::,u(‘l(i:’ll.')l::"l‘lla\:rlun terpadu Satu Pintn dan Tenaga 4 Memiliki prp' bagi Pelaku Usaha Badan Hukum;
dar { 8 Kot gkolpmang: & s 0SS be Serni P
keselnmatan | 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telab ditentukan s. Vemll;_lu hnkhukm x l:) ‘1 l:\cir.unnk'uielrv'numo' dﬂln password
 pelayanan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang yang diperoleh setelah mendaftarkan di 09s.o.1d
] 3. Mekamsme | eSS ———— i
e LIRS P { —_— !
1. Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon vang telih dan Prosedur o= ‘
Kinena | selesai mengurus zin dan menenma produk hasil layanan yang |

i i mengisi  kues Indeks
| Masvarakat {IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada
| trutan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Panghulpinuang.
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o Email S . Sy "7 ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang,
| Prosedur: ";‘Vvt{)sitr'
T::x:;m Parlar 14 Evaluasi Indeks Kepuasan Masyaral {IKM). Boegi p hon yang telah

Alat Tulis Kuntor  Kmerja selesai mengurus izin dan menerima produk hasil lavanan yang |

$iRs Meja Pengadusn diajuknn diwajibkan mengisi kuesioner Indeks Kepuason
Kotak Saren dan Pengaduan Masyaraka: (IKM) melnlui apiikas: .I)\.-\l\)he..'\s yang tersedia pada
Lemari Arsip tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpimang.
Lemari Formulir - oy Ve - T At )
Air Mineral
| " Ruang Lakrasi Ditetapkan di Pangkalpinang
i WA Gateway Pada tanggsl 10 Maret 2022
‘ 3 Kompetens: 1. Kepala Dinas; i Kepala Dinas Peranaman Modal, Pelayanan
| | Peluksana 2. Kepnla Bidang Pelayanan Periziran; Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
| o RN o Frow e rorertd 3. Verifikator Permchonan Penzinan Rerusahe Kota Pangkalpinang
Bk T DPMPTSPGNAKER
| 4. Verifikator Permohonan Izin Dasar OPD Tekni rkait: .
| | 5. Verifikator Permohonan lzin OPD Teknis a1 Sekror
i ! Usaba AN RIZANA, ST, M.S1
- R v 058 - i NIP. 19760123 200501 1 006

- e —
9. | Pengawasan Melalui Sub Menu Pengawasan pada Sistem 0SS
_ Internal

Mo leang.\n;m

Kotk Pengaduan
x

Pengadunn, 2. Email 0 <erd Ipinangkots.ge.id
| saran dan 3. Lapor.go.id
| Masukan 4 Layanan Call Center: Tip.0852 4660 5953 dan WA 0821 2043
| i 780

Sesuai jam pelayanan Senin-Kamis 08.00 WIB s/d 1500
WIB, Jumat 08.00 WIB s/d 15.30 WIB

S Darang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelavanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Keja Kota Pangkalpinang

S Jumilak | Orang Pengelola Akun Utama:

H | Pelaksunu 3 Orang Verifikator Unit PTSP;

! ! 2 Orang Tenaga Pendamping:

| | 1 Qrang Petugas Layanan Pengaduan OSS;
i ‘T 1 Orang Helpdesk.

47 Jangka Waktu |
_ Penyelesaian
5. Biaya / Tanf Gratis

6. Produk VIB ¢ lzi i ) " —— e
p;:yl;na“ bibwlg 12 *J:ﬂmman 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu,

|7, Samnadan! 1. Ruung Tungs dilengkapi dengan Pendimgin Ruangen G [ [Feeenm e e i e eer®

o | £ sing 2 it £

| i P‘{"‘“"{:"n’x‘.t_‘h" ; ’Irnke;]lnformr}m{ - 1 Tugas dan Fungs: Jabatan;

| atau basilitas 4- U‘fc screen Informast | 2; Adanya jeminan pemberian pelayanan perizinan berusaha

{ z bc)\(:x pclnypnan kepada 3 kat dengan adil, 1dan t

| 5. Mesin Antrian { 1

{ 6. Running Tesy 113 [ Jaminan I, Terdapa: Standar Operasional Prosedur [SOF| Dinus.

E i 7. r\}zhkas: 0ss H keamanan dan Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga

! 8 TV LCD { keselamatan Kenja Kota Pangkalpinang:

i Q. Kgmpu!:r i P Terdapat Tabung Pemadam Apt di Jokasi yang telah

| 10, Printer i o : I

i . 11.  Mesin Foto Copy ~ N S e s
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No

STANDAR PELAYANAN 0SS RBA RESIKO MENENGAH TINGGI

KOMPONEN

T

i H
1. | Dasar Hukum |

6

URAIAN

Undang - undang Nomor 11 Tehun 2020 tentang Cipra
Kenja.
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahuun 2021 tentang |
Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |
Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daeraly
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparsiur Negara Dan |
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor “Tahun |
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Cperasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan. |
Peraturan Daeroh Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun !
2020 rentang Perubahan Alas Puratwran Darrah Kota
Pangkalpinang  Nomor 18  Tahun 2016  tentang |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota |
Pangkalpinang. ;
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun |
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas |
Dan Fungs Serta Tata Kerja Unsur Pelaksuna Teknis |
gknt Dacroh Kota ‘ |

2

A

| Persyaratan
Pelayanan

" Mekanisme.

dnn Prosedur

> w

w

Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku
Usaha Perorangan (WNI);
Memiliki  Nomor  Passport
Perseorangan (WNA);

femiliki Akta Pendinian Perusal
Badan Hukum;
Memiliki NPWP bag Pelaku Usaha Badan Hukum;
Memiliki hek akses 0SS berups username dan password
yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id.

bagi  Pelaku  Usaha |

bagi Pelaku Usaha |

Prosedur:

L0141 o Darson Wi s B Usans Mo o (IS

Prévetine)

Produk
Pelayanan

7. [Sarana  da
Prasarana dan 2.
! atau Fasilitas 3.

dan’1.

[NiE - Sertifikat Standar (38)

. - £ ]
14 Website |
| 15, Toilet i
16 Tempat Parkir
! | | 17 Alat Tulis Kantor
! i 18 feja Pengaduan
| 19, Ketak Saran dan Pengaduan
H 20 Lemari Arsip
i 21 Lemari Formulir
i ! 22 Air Mineral
i i 23 Ruang Laktasi
O S WA Gateway . i
‘ 18 T Kompetensi 1 Kepala Dina
i | Pelaksana 2, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan:
| | 3 Venfikator Permohonan Penzinan Berusaha
! i DPMPTSP&NAKER
i 4. Verifikator Permohonun lzin Dasar OPD Teknis Terkauy,
{ 5. Venfikator Permohonan fzin OPD Teknis sesuai Sektor
4 O8S i i Usaha. i
2 I Melalui Sub Menu Pengawasan pada Sistem 0SS
| 10. | Penanganan & Kotak Prngndu;m
| Pengaduun, 2. Email . d ker kal kota,go id
| i saran dan 3 Lapor.go.id
{ | | Masukan 4. Lavanan Call Center: Tlp.0852 4660 5953 dan WA.082]
8643 9780
o Sesuai jam pelayanan Senin-Kamis 08.00 WIB s/d 1500
i WIR, Jumart 08.00 WIB s/d 15.30 WIB
| | 5. Datang | ke Dinas F Modal Pelavanan
| Terpadu  Satu  Pinta dan  Tenaga Kerja  Kota
| Pangkalpinang

Ruang Tunggu dil
(AC)

Loket Informasi
Touchscreen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian
Running Text

Aplikasi 0SS

TV LCD

Komputer
Printer
___Mesin Foro Copy

T

Jumlah

"1 Orang Pengelola Akun Utama

| | Pelaksana 3 Orang Verifikator Unit PTSP;
! 2 Orang Tenaga Pendamping:
H I Orang Perugas Layanan Pengaduan O8S; |
e . 1 Orung Helpdesk. |
12. [ Jaminan . Adanya kep: n persyaratan, prosedur, proses, |
Pelayanan biava, dan didukung oleh Sumber Daya Manusi yang |
berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan!
! Tugas dan Fungsi Jabatan: |
2. Adanya  jaminan pemberian  pelayanan  penzinan |
berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan |
transparan, |
13 Jaminan L5 Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) I')lrmsi
i keamanan dan Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan |
keselamaran _Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang:
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pelayunan

Evaluasi
| Kineria

Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Keta Pangkalpinang.

cks Kepuasan Mosyarakat (IKM) Bag pemchon sang telah |

selesai mengurus izin dan menerima produk hasit lavanan yang
digjukan  diwvayi mengisi v Indeks a
Maayarakat (IKM) melalui aplikas: IKANMAS vang tersedia pada

tautan website resini DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang |

K

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Ketja
Kota Pangkalpinang

N RIZANA, ST, M.SI

NIP 19760123 200501 1 06

["1.7 | Dasar Hukum | |
i

t
|
|
{

i
{
)

STANDAR PELAYANAN OSS RBA RESIKO MENENGAH RENDAH

No | KOMPONEN

URAIAN

.md_ung Tund nl;i{. Nomer 11 Tahun 2020 ‘ér.tung C:-pu;

Kena.
Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resika

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
| Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah
14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
| Reformas: Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
| 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
i | Prosedur Administrasi Pemerintahan.
S5 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor | Tahun
i { 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Duaersh Kota
| Pangkalpinang  Nemor 18  Tahun 2016  tentang
¥ dan Pe gkat  Dacrah Kota
Pangkalpinang.
6. Peratwran Wali Kota Pungkalpinang Nomor 50 Tahun 2021
Tentanp, Kedudukan, Susunan Organis; Tugas  Dan
i Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksang Teknis Perangkat
| Daerah Kota Pangkalpimang
|
2. | Persy L Nomor Induk Kependudukan (NIK) bag Pelaku
| Pelayanan Usaha Perorangan [WNI):
| 2: Memiliki Nomor Passport bag Pelaku Usaha Perseorangan
| (WNA);
i 3 Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha
i Badan Hulkum;
4, Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum:
5 Memiliki hak akses OSS berupa username dan password
yang dif setelah kan di oss.g0.id.
3. Mekanisme %
dan Prosedur
Fiur Poracoian Sartmhan S0 Rtk Risies MeneNTINTAIIT
Gl Thviem

|
{

. i v QSS

4.
| Penvelesaian |
! 5. Biaya / Tarif | Gratis
6. | Produk
 Pelayanan |
| Sarana  dan 1.
Prasarana dan | 2.
atau Fasilitas |3,
4.
| S,
' | 6.
! ! %
i | 8.
9
10.
11,
12,
| 13.
- B | 14,

‘Jaﬁikn Waktu | Ditentukan oleh system OSS.

kat Standar (SS)

Ruang Tunggu i dengan P
Loket Informasi
Touchscreen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian
Running Text
Aplikasi 0SS
TV LCD
Komputer
Printer
Mesin Foto Copy
Email

-7
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8

| Komperensi
Pelaksur
i

" P nw\vn:nn
| Internal
| Penanganan
! pen; aduan,
| saran dan
Masukan

i
I
| Jumian
i Pelaksana

Jaminan
Pelayanan

Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

o

Kepala Dinas;

Verifikator

Tempat Parkir

Alar Tulis Kantor

Meja Pengaduan

i dan Pengadunn |

sip
Leman Formuiir
A Mineral
Ruang Laktasi
WA Gateway

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
Permohonan
DPMPTSP&NAKER

Verifikator Permohonan lzin Dasar GPD Tekms Terkat
Verifikator  Permohonan lzin OPD  Teknis  sesuai
Usaha.

Perizinan Rerusaha |

T “Melalui Sub Menu Pengawasan pada St

temn OSS

Kotzk Pengaduan
Email : dpn

Lapor go.id
Layanan Call Center: TIp.0852 4660 5953 dan WA.0821 8643
9780

Sesuni jam pelayanan Senin-Kamis 08.00 WIE s/d 1500
WIB, Jumar 08.00 WIB s/d 15.30 WIB

Datang | ke Dinas F Modal Pe
Temadu Satu Pintu dan Tenaga Kena Kota Pangkalpinang

kal, kota go.id

1 Orang Pengelola Akun Utama;
3 Orang Verifikator Unit PTSP;
2 Oruny, Tenaga Pendamping:
1 Orang Petugas Layanan Pengaduan 08S:
1 Orang Helpdesk.

va kepastian persyaratan, prosedu
biaya, dan didukung oleh Sumber Daya \Innu.,.n vang
berkompetensi di  bidang  masing masing  sesuw dengan |
Tugas dun Fungsi Jabatan, i
Adanya jaminan pemberian pelayanan penziman berusuha
kepaca dengan adil. dan |

Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Saru Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang:

Terdupat Tabung Pemadam Api di lokasi vang telah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kot Pangkalpinang.

Indeks

vang

telah

:elesal mengurus izin dan menerima p roduk hasil layanan vang

mengisi Indeks  Kep

Masyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS vang tersedia
tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
Paca tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanar
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

AR RIZANA, ST, M.S)

NIP. 19760123 200501 1 006

|
{
Adn i
i
i

STANDAR PELAYANAN OSS RBA RESIKO RENDAH

| No | KOMPONEN

M.

9

3.

' Dasar Hukum |

" Pevaaratan
Pelayanan
2
3
ES
i 5
i
‘ Mekanisme
i dun Prosedur
1
2
3
4
3
6

URAIAN
Undang

erin
Pr‘.nlumn P"m('unu‘h Nomnior

undang Nomor 11 fahun 2020 tentang Cipta

Tabhun 2021 tentang
izinan usaha berbasis resiko
Puuxur.m Pemerintth Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomaor
2012 Tenumng Standar © A
Prosedur Admimstras: i‘t-nt'l intahan
Peraturan Daerah Kota Pangkaipinang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daoersh Kota
Panukalpinang  Nomor 18  Tahun 2016 tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kot
Pangkalpinang.
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang, Nomor SO Tuhun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Orgar . Tugas Dan
Fungst Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekms Perangkat
Daerah Kota Pangkalpmang.

1 Nomar Induk Kependudukan (NIK) hagi Pelaiu
Usaha Perorangan (WN1J;

Memiliki Nomor Passpart bag Pelaki Usaha Perseorangan
(WNAJ:

Memiliki Akta Pendiman Perusnhann bagi Pelaku Usaha
Budan Hukum;

Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum:

Memiliki hak akses OSS berupa username dan password
yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss go.id

Ao Paneesitan WIR vrtus Thio Benian oun iaterm

ﬁ e

Instal Aplikasi OSS Indonesus
fuka Aplikasi OSS Indonesia dan piiih “DAFTAR”

Isi nomor ponsel yaog benar, aknf. dan belum permah
digunakan di lalu klik “KIRIM  KODE
VERIFIKAS! MELALUI WHATSAPP®

Lihat kade verifikasi di Whatsapp

Masukkan kode verifikasi

11-88
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] 7. Kode berhasil diverifiksi
8 Atur password menggunakan nunimal 8 kervakter dengan |

Loket pelayanin
Mesin Antrian
kombinasi huruf kapital, auruf kecil, angka dan karakter Running Text

'} | T o -T\;gns dan Fungsi Jabatan;
S
u i 6.
special (i #$90&" <) 7 Aplikasi 0SS
8
9

2. Adanya jaminzn pemberian pelayanan perizinan berusahia
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan

9. Lengkapi For r sesuai dengan KTP elektronik 1O - e S T iz
10. Prniu{(?:ran '7)\::1‘1‘»1\;]9 et deogan k1P elelaran a;ci‘:pr . 13. | Jaminan 8 Tercapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
11.  Selanjutnya masuk dengan nomor ponsel dan password 10 p““(r:x k dar Py 1 Modal, Pel terpadu Saru Pintu dan
12 Lengkapi  daws pelaku usaha  Gw NP BRJS 11, Mosin Fote Copy keselamatan Tenaga Kerja Kata Pangkalpinang ) i
kerjaan, BPJS Kesehatan jika iliki} ]2' i’n\-’u'l ‘ { pelayanan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telal
Ist  bidang usaha dengan kode 5 digit/angka ]3' \;, l‘)‘il i ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkaipinang.
KBLl wahun  2020. Klasifikesi Buku  Lupungun e e i
Usaha  Indonesia  (KBLI)  merupakan  pand = T:’::nm -
penentuan Jemis kegratan usaha yang 3 ll[) r\l-‘ Tulis ;“ B | 14. | Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bugi pemohon yung telah
disusun  oleh © Bader  Pusat  Sutistik.  Informas: 17 M‘“ :,"" ‘In o i Kinerja selesai mengurus izin dan menerima produk hasil layanan yang
tentang  KBLI - sudah  tersedia di  sistem  OSS. 18 K'Jdk 'wa“ “;,";‘ Pengadusn | digjukan  diwajibkan mengisi kuesioner Indeks Kepuasan
Pelaku  usaha  dapat  mengenk  kaw  kunc 19 L;:an :::l“ SRR enpaduR | Masyarekat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada
' untuk - mencari KBLI  yang  twpat,  contoh. 20 1 i F P " i tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkaipmang.
warung makan, penangkapan ikan, kak: “ eemariRormuhe |
lima. Tap pelaku wusaha hanya bisa memilik: 21 Air Mineral e - s - Blitat it . e
sat:  NIB  dan dalam satu NIB  diperbolehkan 22, Ruang Laktast | ) . .
terdiri dari satu atau lebih KBLL 23 WA Gateway | Ditetapkan di Pangkalpinang
13, lsi luas lahan dan modal usaha, lalu klik “Validasi risike” - o . ] Padaitanggal 10:Maret 2042
14, Sistem menunjukkan skala usaha dan ristko usaha '8, ! Kompetensi 1 Kepala Dinas; | :
15.  Lengkapi formulir | | Peluksuna 2. Kepala Bidung Pelayanan Perizinan; i Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelavanan
16, lsi daftar produk/jasa. Jika produk/jasa yang dihasilkan i | 3 Venfikator Permohonar Perizinan Ilvru:nln: Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kena
wajib  halal dan/atau  wajib SNI (Standar Nasional ; | DPMPTSP&NAKER i Kota Pangkalpinang
Indonesia), maka system akan menanyakan apakah sudah i { 4. Verifikaror Permohonar: zin Dasar OPD Teknis Terkait; i
memiliki sertifikat halal dan/atau serrifikat SNL Jika belum ] 5. Verifikator Permchonan lzin OPD Teknis scsuni Sektor |
mesniliki pilib “Tidalk”™ { Usaha.
17, Kitk pernyataan mandiri dengan menceniang kotak yang | M.SI
tersedia. ‘Salah_saru persyarstan dasar dalsm perizivian 9. |Pengawasan 1. Melalui Sub Menu Pengawasan pada Sistem OSS 3200301 1006
berusaha adalah K Ruang | nternal
(KKPR). Bagi pelaku UMK et Kemudanan dengan o Tpmnng-man 1T Rawk Pangaduan
menyetujui pernyatan mandin yang menyatakan bahwa l Pengaduan, 2. Bnil ¢ ' -l |
] akan mematuhi tata ruang. Artinya pelaku UMK barus saran dan; 3. Lapor.go.id S -
; mengliuti ketentuan tata ruang di masingmasing daerah. Masukan 4. Layanan Call Center: Tip.0852 4660 5933 dan WA.082]
i 18.  Klik “Tambah bidang usaha” jika ngin menambah KB8L! | 8643 9780 L
lainnya. B W00 Wi ’
I’g :‘l‘r‘ah KB_U yang akan diproses perizinan berusahanya ‘ ale;:jl.‘;ull:':r ?);L:)\(;J?\;!l: :;:‘TJK‘;:)“\I\FH; S G
20. terbit | &
! i 5. Datang | ke Dinas P Modal Pe
4. iJ""Lka WakTa eRtiReT G Vu'ysmm'O'SS:- = o SN Terpadil Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
N ‘Pomeluamr - o ] i e — e
3 Biaya / Tarif Gratis i . Jumlah 1 Orang pelola Akun Utama; i
| i Pelalsana 3 Orang Verfikator Unit PTSP;
e TNIB INeToT TadulR Berasahar = i 2 Orang Tenaga Pendamping:
5. E NigtNatnorinduk Berusalia) i | Orang, Petugas Layanan Pengaduan OSS:
! ac | Orang Helpdesk.
| Loket Informasi | v 5 = <ot
i Touchscreen Infors | 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, wakt,
S e e e o ! Pela\nnan biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang

berkompetensi_di bidang masing masing _sesuai_dengan
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SICANTIK

KOMPONEN

' Dasar Hukum

I—Pers Aratan

Pelayanan

|
|
|
|
|

- e

Unda

URAIAN

ndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

Undang Undang Nomcr 29 Tahun 2004 tentung Praktk

Kedokteran; i

Undang - Urdang Republik Inderniesia Nomor 36 Tahun 2014

tentang tenaga kesehatan; |
|

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipia Kena:
Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun |
2009 tentang pekerjaan kefarmasian;

Peraturan  Pemenntah Nomor bb 'l'nhun 2010 tentang
Pe il dan Per

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rerusaha Berbasis
Resiko:

Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatuy Negata Dan
Reformast Bitokrasi Republik Indonesis Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan:

Peraturan Menten Kesehatan Republik indonesia Nomor 46
Tahun 2013 tentang registras: Tenaga Keschatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.03.03/MENKES/537/2015 Tentang penggunaan Surat
Keterungan Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk
kepentingan Permohonan penerbitan Surat lzin Praktik (SIP)
Tenaga Kesehatan,

Peraturan Dacrah Kota Pangkalpinang Namor 1 Tahun 2020
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota
Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 20106 tentung Pembentukan
dan Susunan Perangkat l)nemh Kotz Pangkalpinang

Pe Wali Kota P: Nomor S0 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang

18O 9001:2015 Klausul 8.5 Produksi dan penyediaan
pelayanan

 Untuk Sekior Kesehatan:

Fotocopy KTP Pemohion atau keterangan dmrmh dari Camat

pat bogi | yang KTP di luar
P'\'ng‘upm"mg
Pas photo terbaru berwarna atar belakang merah ukuran
4x6 cm sebanyak 4 (cm-nll !emb'\r

i
I
|
|

Fotokopi TR _ﬁ\‘ngd(ﬁ](-gr; i
Rekomendasi dari organisasi profesi (iFl};
Surat keterangan sehat dari dokter atau Puskesinas

Now s

anggota ABRI dan Pegawai instansi Pemerintah lainnye;

8. Surat Pemyataan mempunyai tempat kerja amau  surat
keterangan dari fas:litas pelayanan Kesehatan sebaga
tempat kesjanya (bermnaterail;

9.  Surat pernyataan memilik: tempat praktik dan peralatan
sesuai dengan peraturan yang berlaku diatas materai (untuk
praktik mandiri);

10.  Mengembalikan surat izin yang lama {untuk perpanjangan).

Untuk Sektor Pendidikan:

Nomor Induk Berusaha (NIB);
Izin usaha vang digjukan:

S K 3

P
Fotocopy izin lokasi sesuai dengan kriteria usaha:
Fotocopy izin lingkungan sesuai dengan kriteria usaha;
6. Fotocopy lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

T Surat keterangan KSWP;

8 Proposal;

9. Fotocopy akta pendirian;

10.  Fotocopy NPWP badan usahs;

11, Surat kuasa (bila kepengurusan diwakilkan).

D 0

[ I relakukan  pe \dan  login ke

ht\z- /sicantikui.layanan.go.id/#/login;

2. Petugas Frant Office memilih perizinan vang dibutuhkan

3. Petugas front office memenksa berkas permohon:\n _\_«ang
diupload oleh pemohon. Jika lengkap akan di terima dan khk
ke proses selanjutnya, jika tdak lengkap maka memberikan
infarmasi kekurangan melalui sistem / telepon:

4, OPD Teknis membuat rekomendasi. Jika valid upload
rekomendasi dan klik proses herikutnya, jika tudak valid

maka memberikan informasi kekurangan melalui sistem /
telepon; |
5 Staf bidang peiayanan perizinan melaikukan entri data
pemohon; |
6. Sub koordinator bidang pelayanan perizinan memverifikasi

berkas permohonan. Jika valid lengkap, mencentang

venfknu di sistem dan klik proses selanjutnya;

7T Kabid Pe perizinan ¥ 1zin;

8 Kepala dinas PMPTSP & NAKER mcnundumnn ani surat izin
secars elekironik;

9. Staf bidang pelayanan perizinan mencetak 1zin;

10.  Petugas loket menyerahkan surat izin kepada pemohon;

11.  Petugas loket mencetak tanda terima penyerahan surat izin,

) l’enyai;;fl_i_
Biaya / Tarif

“Produk
Lpelny anan

Surat lzin dari atasan bagi pemohon Pegawai Negeri Sipil, |

Sarana

Prasarana  dan
atau Fasilitas

10,09 OV B G0

Surat lzin

i Ruang Tx‘,x‘nggu"dilenx‘)iapi &;Eﬁ Pemﬁng‘n Ruangan (AC)

Loket Informasi
Touchscreen Informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian
Running Text

Aplikasi SICANTIK
TVLCD

Komputer
Printer
MLbln Foto Copy

Terpat Parkir

Alat Tulis Kantor

Meja Pengaduan

Kotak Saran dan Pengaduan
Lemari Arsip

Lemari Formulir

Air Mineral

Ruang Laktasi

WA Gateway

I Kompetensi Kepala Dinas;
| Pelaksana Kepela Bidang Pelayanan Perizinan;
| Verifikator Permohonan Perizinan DPMPTSP&NAKER;
| Verifikator Permohonan Izin Dasar OPD Teknis Terkait;
Stal bidang pelayanan perizinan;
Petugas loker penerimaan berkas:
Petugas loket penyerahan berkas.
F dilal k secara berjenjang oleh atasan
Internal lang__u g hingga Kepala Dinas. . s,
Penanganan Kotak Pengaduan |
Pengacuan, Email : ¢ kerd, kalpinangkota.go.id |
saran Lapor.go.d
Masukan Layanan Call Center: TIp.0852 4660 5933 dan WA.0821
8643 9780
Sesuai jam pelayanan Senin-Kamis 08.00 WIB s/d 15.00
WIB, Jumat 08.00 WiB s/d 15.30 WIB
Datang langsung ke Dinas P Modal Pelay
| Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
i
{11 [Jumlah~  Pelaksana berjumlah 7 orang.

11-100
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| Pelnksana
112, Jaminan
Pelayanan

13, Jaminan
keamanan
keselamatan
pelayanan

14, Evaluas
H Kinerja

dan |

12
1

Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses. waktu,
biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang
berkompetensi di bidang masing-masing sesua: dengan
Tugas dan Fungsi Jabatan;

Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinun berusaha
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan

" Terdapat  Standar Operasional Prosedur (SOPi Dinas |
P

Modal, Pel
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang: {
Terdapat Tabung Pemadam Ap: di lokasi yang rtelah |
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang. |

terpadu  Satu Pintu dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon yang telah
| selesai mengurus izin dan menerima produk hasil layanan yang
digjukan diwajibkan mengisi kuesioner Indeks Kepuasan
| Masyarakat (IKM) melalui aplikasi [KANMAS yang tersecia pudsa |
| tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

/.Z‘
AN RIZANA, ST, M.SI

NIP.19760123 200501 1 006

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

| No  KOMPONEN

1. Dasar Hukum

12. Persyaratan
! Pelayanan

[

2.

Nouwsen iy

©

MELALUI SIMBG

o T

~ Formul,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggarann Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tenany |
Penyelenggaraan Perizinan berusaha d: Daerah

Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
Bangunan Gedung

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indoncsia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penvusunan Standar Operasionzl
Prosedur Administras: Pemerintahan

Peraturan Daersh Xota Pangkulpinang Nomor 1 Tabiun 2020
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Koo
Pangkalpinang Nomor 18 Tauhun 2016 tentang Pembentukan |
dan Susunan Perangkat Daerah Kata Pangkalpinang
Peraturan Wali Kots Pangkalpinang Nomer 50 Tahun 2021
Tentang Keduduk: Susunan O i Tugas Dan Fungsi !
Serta Tata Kerje Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerch
Kota Pangkalpinang {

Permohonan PBG

Fotocopy /Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; ‘
Fotocopy/Scan Kartu Keluarga (KK);

Fotocopy/Sean surat bukti status hak ntas ranah;
Fotocopy/Scan tanda bukti lunas PBE tahun berjalan;

Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa:
Surat perjanjian  pemanfaatan antarn pemilik bnngunan |
Gedung dengan pemegang hak atas lanah;

NIB dan lzin Usaha/lzin Operasional Komersial dani OQS
{Selain mumah tinggal dan tempat ibadahj;

Dara kondisi dan situasi tanah;

Fotokopy/Scan KRK dan surat pernyataan mengikut: KRK |
Data perencana konstruksi bersertifikat |
Rencana Arsitektur, rencana strukeur dan rencana utilitas
Analisis M i Dumpak Lingk /UPL-UKL/SPPL

[ 3. Mekanisme
dan Prosedur
¥ PROSES PERMOHONAN PHG
% I
& U:l&)‘ELI;;MM

K:-le‘ angan:

Pemohon Login ke OSS sesual dengan user name dan
password yang dimiliki untuk memperoleh NIB dan lzin
Usaha;

2. Pemchon menyampaikan berkas persyaratan PBG  dan
kelengkapan dokumen teknis dalam bentuk file PDF dengan
cara menggunggah secara online di simbg.pu.go.ad awu
disampaikan secara langsung di dinas teknis;

3 Operator dinas teknis melakukan verifikasi kelengkapan
berkas;

4. Dinas reknis melakukan pemeriksnan dokumen teknis dan
pemeriksaan lapangan;

5. Dinas teknis melakukan penghitungan tanf  retmbus)
berdasarkan data hasil pemeriksaan;

16, Dinas teknis mengeluarkan tekomendast teknis,
1 7: Pemohon melakukan pembayaran retribusi PBG  pada |
rekening kas daerah; |
| | 8. h i bukt p kepada petugas l‘
DPMPTSP&NAKER;
9. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER menetapkan SKRD: H
i 10. Pemohon mengunggah SKRD; 1
| 1L DPMPTST&NAKER Mencetak PBG.
4. "dangka Wakea | 28 har
| _Penyelesaian e S e S e
5. Biaya / Tarif Hmw\ dihitung berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
" Nomor 18 Tahun 2011
Produk | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pelayanan

11-101
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Pelaksana

S ——
7. | Sarana dan 1
| Prasarana dan
atau Fasilitas

4
5
6.
7. Aplikasi 0SS
8,
9

110.  Xomputer

123, Ruang Laktasi
124, WA Gateway

Ruang Tunggu dilengkapi dengan Pendingin Ruangan (AC) |
2. Loket Informasi |
3. Touchscreen Informasi i
8 Loket pelayanan

Mesin Antrian

Running Text

. Aplikasi SIMBG
. TVLCD

11.  Printer

12, Mesin Foto Copy
13, Email

14, Website

15, Toilet

16.  Tempat Parkir

17. Alat Tulis Kantor

18.  Meja Pengaduan

19, Kotak Saran dan Pengaduan
20.  Lemari Arsip

21, Lemari Formulir

22, Air Mineral

. Kepale Dinas: -
2 Kepala Bidang Pelayanan Fenzinan:
3. Verifikator Permohonan
DPMPTSP&NAKER:
4. Verifikator Permohonan izin Dasar OPD Teknis Terkait;

S

Perizinan Berusaha |

7 D i aien

i Internal

¥ Tsecara berjenjang oleb  atasan
Inngsung hingga kepala dinss.

Penanganan
Pengaduan,
saran dan
Masukan

-
11, | Jumlah
| Pelaksana

1. Kotak Pengaduan

2. Email: g, @ go.id

3. Lapor.ge.d |

4. (L«;ga())nan Call Center: TIp.0852 4660 5953 dan WA.082) 8643 |
3l

Sesuai jam pelayanan Senin-Kamis 08.00 Wik s/d 15.00 WIB,
Jumat 08.00 WIB s/d 15.30 WIB

5. Datang L ke Dinas F Modal Pelay
Terpadu $atu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang i

T Orang Pengelole Akun Utamas
1 Orang Venifikator Unit PTSP;

1 Orany, Petugas Layanan Pengaduan (SS;
1 Orang Helpdesk.

12, | Jaminan

1. Adanya kepastian per

prosedur, proses, waktu, biaya,

Pelavanan

. Jaminan

Keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Evaluasi
Kinerja

Indeks K

dn:ﬂidﬁfuﬁg Sul usia y.'m;z “herkor .I.pﬂn\ 3

di bidang masing-masing sesuar dengan Tugas dan Fungst
|

Jabatan;
2 Adanya jaminan pemberian pelayenan perizinan berusaha
kepada masyarakat dengan adil, akurtabet dan transparsn,

Prosedu i

Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kaota Pangkaipinang;

2. Terdapat Tabung Pemadam Api di loknel yang telah ditentukan
pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

3 (IKM). Bagi
mengurus izin dan menerima produk hasil layanan vang diajukan

diwajibkan mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .

melalui aplikasi [KANMAS yang tersedia pada tautan website resmi
DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaya Kerja
Kota Pangkalpinang

45;4~4f'
TN RIZANA, ST, M.SI

NIP.19760123 200501 1 006

vang telah selesai

No  KOMPONEN

1. Dasar Hukum

STANDAR PELAYVANAN KONVERSI IMB KE PBG

URAIAR

i. Surat Edaran Nomor 011/5976/8J tentang Percepatan
penyusunan regulasi persyaratan Dasar Perizinan Berusah:
penyelenggaraan layanan persetujuan Bangunan Gedung dan
Retrnibusi persetujusn Bangunan Gedung, serta Retnibuss
penggunasn tenaga kerja asing.

3 Persyaratan
Pelayanan

1. Surat permohonan ke DPMPTSP &NAKER Kota Pangkalpinong

2. IMB terbit setelzh tangeal 2 agustus 2021

3. IMB (Dalam bentuk PDF)

4. Surat ketetapan retribusi daerah ( dalam bentuk PDF)

5. Dokumen Ta { dalam bentuk PDF)

6. Dokumen Arsitektur yang telah disetujui Dinas Tekms ( Dalam
bentuk PDF)

7. Dokumen struktur yang telah disetujui Dinas Teknis ( Dalam
Rentuk PDIA

8. Dokumen MEP (mekunikal eletrikal dan plumbing) dalam
bentuk POF

9. Nomor Kontak pemohon

3. Mekanisme
dan Prosedur

4 | Jangka Waktu
| Penyelesaian
I's. [Enaya / Tasif

a
| Prasarana dan

i dan | 1. Ruang Tunggu

1. Pemohon mengirimkan surat p‘v?rvnau;fan dan melampirkan
persyaratan dalam bentuk PDF (soft copy) kepada petugas

s Front Office Memeriksa berkas pennohonan. Jika

lengkap langsung di upload di Aplikasi SIMBG dan dikonversi,
jika tidak lengkap maka memberikan informasi kekurangan
melalui sistem / telepon:

3. Kepala Dinas Melakukan validasi melalur Aplikasi SIMBG:

4. Staf fok kan dan yampaikan ke Petugas
Penverahan Berkas / FO untuk proses penyerahan berkas:

5. Petugas Loket Penyerahun Berkas mendata penzinan yan
sudah selesai untuk dilakukan serah ternma dengan Pemohon;

6. Petugas melakukan serah terima PBG dengan Pemohon dan

mengarsip bericas serah tetima.

14

| 28 hari
1 gratis

" Persetujuan Bangunan Gedung [PBG)

engkapi dengan Pendingin Ruangan (AC)
2. Loket Informas: .
_Touchscreen Informasi
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4. Leket pelayanan
5. Mesin Antrian
1 6. Running Text
’ 7. Aplikast SIMBG
|8 TVLCD
| 19.  Komputer
10. Printer
11. Mesin Foto Copy
| 12. Email
1 13. Website
14, Teilet

| 15. Tempat Parkir
16. Alat Tulis Kantor
i 17. Meja Pengaduan
18. Kotak Saran dan Pengaduan
19. Leman Arsip
| 20, Lemari Formulir
21, Air Mineral
22. Ruang Laktasi
|23, WA Gateway

8 Kompetensi B T
Pelaksana

Kepala Dinas;
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;

Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha
i DPMPTSP&NAKER;
4. Verifikator Permohonan lzin Dasar OPD Teknis Terkait;
6,77 ‘e 1. P : il kan secara berjenjong oleh atasan
Internal lrmgnung ingga kepala dinas
107 Penanganan |1 Kotak Panaduuu -
Pengaduan, 2 Email : dp spnakenitpangkalpinangkota,go.id
saran dnn | 3. Lapor.go
Masukan |a. Layanm\ Cnll Center: TIp,0852 4660 5933 dan WA.0821 8643
9780
| Sesuai jam pelayanan Senin-Kamis 08.00 WIB s/d 15.00
WlH .Jumm 08.00 WIB s/d 1530 WIB
ke Dinas Modal Pel
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Panyknlpmm\p
11 Jumish o 7: 1 Orang Pengelola Akun Utama; T -
Pelaksana | 1 Orang Venfikator Unit PTS!
1 Orang Petugas Layanan Pengaduan OSS:
| 1 Orang Helpdesk.
12 TJaminan 1. Adanya kepastian persvaratan, prosedur, proses. waki,
Pelayanan biaya, dan didukung oleh Sumber Dayn Manusis yang

ber di bidang ing e sesuai dengan Tugas
dan Fungsi Jabatan;

12, _Acanya jaminan_pemberian pclayanan perizinan berusaba

ada masyarakar dengan adil, akuntabel dar transparan

! Jamir I Terdapat  Standa-  Operasional | Prosedur (S0P Dinas
K F Modal, Pelayanan terpadu Saru Pinru dan Tenaga
kesclamatan Kerja Kota Pangkalpinang:
pelayanan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah

ditentukan pada DPMPTSPENAKER Kota Pangkaipinang

Indeks Kepuasan M

dinjukan  diwajibkan  men; Kkuesione
Masyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANM,
tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang

Indeks  Kepuasan

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Poda ranggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Madal, Pelivanan

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang,

VAN RIZANA, ST. M.SI

NIP.19760123 200501 1 006

yarakat (IKM). Bagi pemohon yang telah
: sclespi mengurus izin dan menerima produk hasil lavanan vang

ng tersedia pada

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

e

. No | KOMPONEN URAIAN

|
1 1. “D:mﬁr Hukum [-l. ) Undang - undang Nomor
|
|
i

Publik

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

3. Pe Menteri | Apararur Negara dan
Reformasi Birokrasi No‘nor 24 Tahun 2014 Tenzang Pedoman
| } Pel, Publik  Secara
L. Nc:monal
4,
2. Persyaratan | Pereyaraton ' ~
| Pelayanan 1. Mengisi blangko pengaduan yang sudah disediakan
j2 Menginimkan pengaduan lewat kanal pengaduan yang
tersedia
3. ] Mel kA.msmc &1, Menerima dan mencatat pcngaduan melalui  Kotak
| Pra peagaduan, Email d 2
i i Lapor @o.ad, Call Center wa. 0821864397
E 085246605953 atau datang langsung ke DPMPTSP&‘MKER
i Kcm Pangkalpmnng
| 2. dan gumpul
: bahan pendukung untuk mnmhunlyw\nhm‘
|3 Menganalisis hasil kajian aduan dan mengkoordinasikan
| dengan unsur terkail (internal /eksternal Dinas)
l4. Menerima hasil kajian ndum\ dan memerintahkan kepada
| Kasi b untuk
! | 5 M Tim L untuk monitoring.
jika diperlukan observasi lapangan
| I 6. Melakukan monitoring dan pengumpulan data lapangan
! 7 Membuat BAP hasil pemeriksann lapangan dan meramuskan

| \ materi untuk ditindaklznjuti Kepaia Dinas
| 18 Membuat draft jawaban pengaduan
1 9. Memeriksa draft jawaban pengaduan, Jika setuju diparaf dan
dieampaikan ke Sekretaris. Jika tidak setuju dikembalikan
ke Sub Koordinator untuk diperbaiki
10, Memeriksa draft jawaban pengaduan. Jika setuju diparal dan
disampaikan ke Kadis. Jika tidak setuju dikembalikan ke
Kabid untuk diperhaiki
11, Memeriksa  draft  jawaban  pengaduan.  Jika  setuju
di i dan di paik Ike Sub ¥ Ji untuk
a tidak setuju dikembalikan ke
arki

proses  selanjutnya.
| Sekrotaris unmk diper!

12, jawaban  pengad ke Pengadu dan |

J | sertn ikasi jawaban p

hun 2009 Iulll:;l]g i’rlnynnm;'

Peraturan  Presiden  Nomor 76 Tahun 2013 rentang
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1. Tdumiah Pelaksana dalam Pelayanan Pengaduan sebany Orang STANDAR PELAYANAN PENVUSUNAN LAPORAN REALISAST DATA
| Pelaksana atau sesuar kebutuhan. LAYANAN

i TJangka Waktu Paling lama 60 harl keria sejak berkas pengaduan dinyatakas
’ | Penyelesaian lengkap

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses. wakiu. T
D

i creci
i Biaya / Tunf Gratis

biaya. dan didukung oleh Sumber Daye Manusic yang Noi| HEMBONER GRAIAT
5 Thodm v B e berkompetens: di bidang masing masing sesual dengan Tugs i
Pelayanan : . dan Pungsi Jabatan; TI. 7 Dasar Hukum 1. Undung-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
7. Sarana  dan |l Ruang Tungeu dilengkapi dengan Pendingin Re % Adunyg jadines pemioerian | ’l""‘y'"‘"“ o Bhysif ] tentang Keterbukaan nformani Publik.
| Prasarana  don |2, Loket Informasi CPAGR mEe ENgRn.awm s : 2. Peraturan Wali Kot f‘nngkt\lp\l\nug Nomor 30 Tahun 2021
atau Fasilitas 3. Touchscreen Informasi i Tentang K (7 . Tugas  Dan
Vi I s F Sert elaks T4 K |
L okebesivanan 13 | Jaminan I Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOPI  Dinss &gxg;;xgmxgw”“‘M“*m'mww
6. Running Text i &= beda (LR T UL 3180 9001:2015 Klausu! 85 Produksi dan penyedingn
| 7' TV LCD | | keselamatan Kerja Kota Pangkalpinang: pelaynnan N
i & Komputer | | pelayanan 2. Terdupat Tubung Pemacam  Api di loknsm yang telah i Eas i
i 9. Printer i b ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang ckanisme & 1. Kedis Menginstruksikan kepada Kabid untuk melakukan |
in Fe » ) - g aaio s T — | Prosed P Q S 1 B
| }? ‘;:“‘5"‘ Foto Capy |14, iF.\'«lu«xi indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon vang tclah et DN i “‘L‘"{)’”"R‘“ iaastBpta b B Biapioran
| 12 w’:‘bsi" i Kinesja selesai mengurus izin dan menerima produk hasil layanan yang el eiiian e Rbie i s el e
! 13, Toilet b disjulan mengist Inaeks i Laporan Realisasi Duta Layanan I
i o parki [ Masyarakat (IKM] melalui aplikasi IKANMAS vang tersedin pada . e Lay P
| e b tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang, | " Layanan . !
= ¢ : S S SRS S S—— | 4. M iah dat da us draft Lapora Rnlm\ i hma
i 16, Meja Pengaduan BiEan SRk ! o e e i e o

17. Kotak Saran dan Pengaduan Pada ranggal 10 Maret 202 Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

18. Lemari Arsip
5. Mereview draft La Realisasi Dt Lasanan, Jika o
. Kepmia i Penanaian Mo, Pesanian : e e e e g g
= a“ ‘"f‘""( . Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kena i dikembalikan ke Tim untuk diperbaiki
! 22 WA Corewny Rata Pangkalpinang | 6. Mereview druft Laporan Realisasi Dats Layanan, Jika sesuas |
| | diparaf dan diteruskan ke Sekrewaris, jika tidnk sesuni
" "Komperensi T Memilki mes Tdan olah data | dikembalikan ke sub koordinator untuk diperbaiki i
Pelaksana 2. Memiliki kemampuan menganalisis data < RIZANA, ST, M.SI | T e e e etk ot
| 3 b eraturan Pert g-ul terkait NIP.19760123 200501 1 006 dikembalikan ke Kabid
4. Memiliki tinggi dalam p Sop | 8 Mereview draft Laporan Realisasi Data ,,.\..p.m Jika sesuai
5. Mampu bekera sama dengan Tim Sitand dan d e JFU sab Data
R T e Informusi. Jika tidak sexuai dikembalikan ke Sekretaris
9. engawasan Atasen Langsung 19, Mendokumentasikan  dan  mendmtribusikan Laporan

1
Internal § Kepala Dinns DPMPTSP&NAKER Realisasi Daw Layanan setiap bulun 1Date Bulanan) den

Inspektorat Kota Pangkalpinang setinp tahun mengupload | Data Tahunan ) ke Website |

Dinas

'\
i
1
|
;umgkn Wakru | 30 Hari kena (per bulan)
i
|
|
|

170, Penanganan 1 Kotak Pengaduan
1 Pengaduan, 2. Email i kota.g0 id [fonet

saran dan 3 Lapor go.ad | B:'.-“A‘"E es“a_unr; ' ;
| Masukan 14 Layanan Call Center tlp 0852 4660 5953 dan wa ayi / Tan ratis
| 780 sesuai j : in - kamis jam 08.01 "
i g??]g(ro‘giv;a: ',’.‘,f,ﬁﬁ’;:ﬁ&'gé‘:}fi’;;" e ls Jam 08,00 75 | Produx Lapomn Realisasi Data Layanan Bulanan

i |6 Dewix iesming be Dinks B s {o. ‘::l.“:::m" don 1. Ruang funggu dilengkapt dengan Pendingin Kuanean (AC)
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Fangkulpmmq i } Ea Ul PO v Rl
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Touchscreen Inforinasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian
Running Text
Aplikasi 0SS
Aplikas: SICANTIK
TV L.CD
Komputer
Printer
Mesm Foto Copy
Emai
o Websm—,

. Torlet

. Tempar Parkir

. Alat Tulis Kantor

Meja Pengaduan

Kotak Saran dan Pengaduan
Lemari Arsip

Lemari Formulir

T Mineral

Ruang Laktasi

WA Gateway

tinggi dalam pel sop

Kamis jom

7. | Kompetenai 1. Memilki k Ie dan
Pelaksana 2. Memiliki kemampuan menganalisis data
2. Memahami Peraturan Perundang undnngan terkait
4. Memiliki komil
5. Mampu bekerja sama dengan Tim
8. | Pengawasan 1. Awsan Langsung
Internal 2. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
3. Inspektorat Kota Pangkalpinang
9. ' Penanganan 1. Kotak Pengaduan
| Pengaduan, 2. mai i K goud
waran dan | 3. Lapor.go.id
Masukan 4. Layanan Call Center tip 0852 4660 5953 dun wa
082186439780 sesuai jam pelayanan senin -
08.00 3/d 15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
5. Datang ke Dinas Modal
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pam;kalpnmn;-
10. ' Jumlak |3 omng atau sesuai dengan kebutuhan
| Pelaksana
11 Jaminan
Pelayanan

h‘ Adanya kepastian persyaratan, prosecur, proses, wakrmi,
4 biaya, dan didukung olen Sumber Dayan Meanusia vang
" berkompetensi di bidang masing-masing sesual dengan
1 Tugas dan Fungsi Jabatan;

| 2. Adanya jaminan pemberian pelawnnn perizinan berusana
i ___kepada Jat dengan adil, J dar transparan

nal  Prosedur (SOP} Dinas
terpadu Satu Pantu dan

Terdapar Standar  Oper:
Mo

T dan I
| keselamatan Tenagn Kerja Kota Pangkolpineng:

pelayanan 2. Terdepat Tabung Pomadam Api di lokast vang celah
ditentukan pada DPMPTSPENAKER Kota Pagkalpnang.

" Evaluasi  Tindeke Kepuusan Masyarakai (KM, Bagi pemohon yang telah
| Kinetja selesar mengunia izin dan menerima produk hasil leyunan yang
i | dimgukan  diwajibken  mengisi  kuesioner  Indeks  Kepuasan
i Mosyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada
Lautan website resini DPMPTSPENAKER Kota Pangkalpinang.

S A

=

Ditetapkan di Pangkalpinang.
Pada tanpgal 10 Mare: 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenagn Kena
Kota Pangkalpinang

MP 19700\27 2[)050] 1006

No

KOMPONEN

7 Basur Hukum

Persyaratan

Pelayan:

" Mekanisme &

Prosedur

T lnngkn \‘mkm

* Produk
. Pelayanan

Sarana dan
Prasmrana dan

atau Fasilitas

Kampotenai

Pelaksana

STANDAR PELA

e

PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM)

mor | Tahun 1995
wnmng r'crbmk;m dan  Peni Mutu  Pelayanan
__Apar pada Masyarakat.
PermenPANRE  Nomor 14 Tahun 2017 ten ulk Pedoman
Penyusunan  Surver  Kepuasan  Masyarakat Uit
Penyelenggara Pelayanan Publik

3. IS0 9001:2015 Klausul 9.1.2 Kepulm-lll F’tl.mwnn

Persyaratan :
Sudah Menyelesaikan seluruh proses permohonan periznan vang
dinjukan

1 buka website dp go.id
2. Klik mengikuti survey

3. Menyimpan data ID yang masuk

4. Mengisi Survey

5. Submit Survey

6. Memverifikasi survey yang masuk ke system

7. Mempublish survey yang telah diverifikast

8. Melaporkan kepada Kabid Wasdal

9. Melaporkan kepada Kadis

10. Mempublikasikan di Medin Sosial/ Papan Pengumuman
20 Menit

Gratis

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 Aplikasi lkan Mas

2. Prnter

3. Alat tulis kantor

4. Juanngan Internet

17 Memniliet dan meng data
2. Memiliki kemampuan mengenalisis data

3. Memahami Peraturan Perundang undangan terkait
4. Memiliks komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

5. Mampu bekerja sama dengan Tim
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L] Pengawasan
Internul

Pengaduan,
saran dan
Masuken |

10. | Penanganan |
|

11 Jumiah
Pelaksana

T1 Atasan Langs
2

" Pelaksana dalam Indeks

ing )
. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
3. Inspekrorar Kota Pangkalpinang

1. Kotak Pengaduan
Email i, i kota.go.id |
Lapor.go.id

4. Layanan Call Center tlp 0852 4660 359353 dan wa
082186239780 sesuai jam pelayanan senin - kams jam
08.00 s/d 15.00 WIB, jumat jam 00 s/d 15.30 WIE

5 Datang ke Dinas Modal Pelay
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. |

{ (iKM) sebanyak 3
orang.

12, Jaminan
Pelayanan

1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu,
biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang
berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan
Tugas dan Fungsi Jabatan:

2. Adanya jamman pemberian pelayanan perizinan berusaba |

il an transparan.

"V Terdapar Standar Operasional Prosedur (SOF] Dimas
Moda!

terpodu Satu Pintu dan

2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.

). Bag pemohon yang telah

i kepada kat dengan adil,
13,
dan T Modal,
i kearl&mlm\n Tenaga Kerja Kota Pangkalpineng:
pclz\ynnan
Evaluasi <deks Kepuasan
! Kinerja

selesai mengurus izin dan menerima produk hasil lavanan uuu
diajukan mengisi X i Indeks
Masyarakat {IKM) melaiui aphkasi IKANMAS yang tersedia padn

| tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang

" Ditetapkan di Pangkalpinang.
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinns Penanaman Modal, Pelay
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Keria
Kota Pangkalpinang

~

N RIZANA, ST, M.ST

NIP.19760123 200501 | 606

STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPEMANTAUAN

No |

i
|
!

|
l
a
|
|
|

KOMPONEN

Dasar Hukum

URAJAN

Undang - undang Nomor 11 Tahun 2620 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyrlenggurann penizinan berusaha berbasis resiko
3 Peratwmn  Pemerininh Nomor 6 Tahun 2021 tentang
 Penyelenggaraan porizinan serusaha di Dacrah
4. Peraturan Dacrah Kota Pangkalpinang Nomor 1| Tahun 2020
tentang Perubchan Atas Peraturan Daeran Kota Pangkalpmang
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
. Perungkat Daerah Kot Pangkalpinang
5. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas Dan Funusi
Serta Tatn Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang
i
l"crsv.\num | Persvaratan :
| 1. Nota Dinas
12, Surat Tugas
| 3. Jadwal Pemantauan
i 4. Bemta Acava Pengawasan (BAH)
&[T s Konsep Nota Dinas Jadwal Pemuniauan
Prosedur Perusahaan PMA/PMDN selama 1 Bulan
2. Menerima Konsep Nota Dinas Jadwal Pemantiuan dan
memberikan paraf selanjutnya maju ke Kepaia Hidang
3 Menerima  Konsep Nota Dinas Jadwal Pemantavan  dan
menundatangani selanjutnya naik ke Kepala melaiu: Sekretars
4. Menerima Konsep Nota Dinas, membubuhkan paraf dan
dinaikan ke Kepala
5. Mencrima Konsep Nota Dinas, mendisposisi Nota Dinas dan
i dikembalikan kepada Kabid untuk dilaksanakan
6. Menerima Disposisi atas Notn Dinas vang telah digjukar dan
menyerahkan Disposisi tersebut kepada Sub  Koordinator
untuk dilaksanekan
7. Berkoordinasi dengan staf pelaksana  kegintan  untuk
persiap
Koordi dengan Sub Koourd) bagian dats untuk
Lokasi p an yang Jadwal
9. Konsep Surat F ke Perusahaan yang akan
di pantau
10. Menerima Konsep Surat Meneiiti y
membubuhi paraf apabila setuju dan naik ke Kepala Eﬂdunv
11. Menerima Konsep Surat } Meneliti sels

membubuhi paraf apabila setuju dan naik ke Kepala Melalui

Seluetaris

12, Menerima Konsap, apabila setuju membubuhy pural dan naik

|7 ke Kepala
13, Menenma konsep. dan apabila berkenan membubuhi tanda
tangen (ACC
Aenerima Surat Pemanatauan yang relah  diandarangani
paia Dinas
15 Memben nomor pada aurat sertn membubuki srempet
selm\ulma digiapkan amplop
16. Surut Pe
dilakukan pemantauan
17 Pelaksanaan Pemantavan
18 Berita Acara {DAP) hasil pe uan
19. Membuat Koasep Notn Dinas Kegiatan Femantauan
20. Memerikasa Konsep Nota Dinas dan menatkan kepada Kepula
Bidang
Memenksa Konsep Nota Dinag, dan apabila berkenan
d i Nota Dinas hasit

ke Perusahnan yang akan

»

Pemantauan Kepada Kepala

22. Menerima laporan hasi! pemantauan beserta rencana tindak
lanjut dan permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi
perusahaan yang dipantau

Pelayanasn
. Sarana dan
Prasarana dan
atau Fasihtas

8. Kompetensi
i Pelaksana

Internal

4 Jnngkn Waktu

9. | pengawasan

110, Penanganan

| Pengaduan,
saran
| Masukan

al, —s

dan

T (satu) hari. kel"u

" Gratis

“Perusahaan vang dipantau (LKPM)

1. Handphone
2. Printer
3. Alat tulis kantor
4. Jaringan Internet
5. Aplikasi 0SS

1. Memiiki an lah data
2. Memiliki kemampuan mcngnnul Qs dam

3. terkait

4 Memiliki komitmen rmgg'l dalam pelaksannan SOP

5. Mampu bekesa sama dengan Tim

"1, Atasan Langsung
2 Kepale Dinas DPMPTSP&NAKER
3. inspektorat Kota Pangkalpinang

1. Katak Pengaduan
2. Email 7 i P
3. Lapor.goad
4, Layanan  Call Cenwr tlp 0852 4660 3953 dan wa
082186439780 sesuai jam pelayanaz senin ~ kamis jam 08.00
| 5/d15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WiB.
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-ﬁaﬁ?ﬂnﬁmﬁ ke Dinas Penanaman Modal |

Terpadu Satu Pintu dar

Tenagi Ketja Kot Pangkalpinana,

dalam Pel P dan Pengendalian satu Tim

i1, Jumlah

n
Pelayanan

Adax'\a kepastian persyaratan, pruwdur proses. waktu, biaya,
dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkomperensi
i bidang masing-masing sesuay dengan Tugas dan Fungsi
Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberinn pelayanan perizinan  berusaha
Kepada dengan adil, bel dan »
13, Jaminan T "’erdupm Stundar  Opessional  Prosedur  (SOP)  Dinas
dan Modal, F terpadu Satu Pintu dan Tenaga
keselamatan Ker]a Kota Pangkalpinang;
pelayanan 2. Terdapar Tabung Pemadam Api di lokasi vang telab drentukan

147 Fvaluasi
Kinega

;lnrleks Kepuasan Masyaraka: (IKM). Bem pemohon
wlemx mengurus izin dan menerima pmdul‘ hasil layanon ya

prde DPMPTSPANAKER Kota Pangkalpinang.

vang telah

Indeks  Kepuas:

Magyarakat (JKM) melalai aplikasi IKANMAS yang tersedie pada

mengsi

* tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang

T Ditetapkan di Pangkelpivang,
Pada tanggal 10 Marer 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kote Pangkalpinang

¥RV RIZ ST, M.SI
NIP.19760123 200501 1 006
—

YAN RIZANA, ST. M.S!

No

1.

2;

STANDAR PELAYANAN PERENCANAAN KEGIATAN PROMOSI POTENSI

KOMPONEN

Dasar Hukum

" Mekanisme &'

Prosedus

a Waktu
Penyelesaian

S

9.

10.

DAERAH

URAIAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kenja
Peraturan  Presiden  Nomeor 97 Tahun 2014 Tenrang
Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu,

Peratursan  Presiien  Nomer 5 Tabun 2021  Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kota Pangkaipinang Nomor | Tahun 2020
tentang  Perubahan  Awas  Pernturan  Daersh Kota
I’:\nyknlpmnny, Nomor 18 Tahun 2016 tmmng Pembentukan
dan Susunan F 2 Daerah Kota | k

Peraturan Wali Kota Pangkelpinang Nomor 50 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Sertn Tuta Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang

SO 9001:2015 Klausul 9.1 Pemanrauan. pengukuran,
analisis dan evaluasiUndang Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal

Memeri Sub  Koord rencana

kegiatan promos: potensi dacrah

Mengumpulkan, mengolah data dan menyusun  konsep

rencana kegiatan promosi potensi daerah

Memeriksa konsep rencana kegatan, jika sudah benar

diparaf untuk proses selanjutnya dan jika belum bhenar

dikembalikan ke Sub Koordinator untuk diperbaiki.

Mengetik konsep rencana kegiatan peluyanan informasi

Mengoreksi konsep rencana kegiatan jika benar diparaf dan

diteruskan ke Kabid, jika ada kesalahan dikembalikan ke

Staf untuk diperbaiky

Mereview konsep rencana kegiatan, jika benar diparaf dan

diteruskan ke Kadis, jika ada kesalahan dikembalikan ke

Sub Koordinator untuk diperbaiki

Memeriksa rencana kegiatan jika benar ditanda tangant dan

jlka ada kesalahan :hkrm\mhknn kp Kabid untuk diperbaiic.
satan ke unit

i nerta

menyusun

lain (internal) untuk dilak: kan dan dit
mengarsipkan untuk kebutuhan pendokumentasian
Menerima dokumen perencanasn promosi potensi dae
Mendokumentasikan  rencana kegitan  promosi potensi
daerah untuk ditindoklajuti

2 {duaj Har kesja

o

[ Produk
| Pelayanan
| sarana dan 1. Ruang Tunggu pi dengan Pendingin R 1AC)
i Prasarana dan 2.  Loket Informasi
| atau Fasilitas 3. Touchscreen Informasi
4. Loket pelayanan
| 8, Mesin Antrian
i 6 Running Text
| 7. TVLCD
8. Komputer
9. Printer
| 10.  Mesin Foto Copy
{ 11.  Email
12, Website
| 130 Toilet
i 14, Tempat Parkir
| 15.  Alat Tulis Kantor
{ 16.  Mea Pengaduan
17.  Kotak Saran dan Pengaduan
1 18, Lemari Arsip
19.  Lemari Formulir
! 20.  Air Mineral
| 21, Ruang Lak:asi
i 22. WA Gateway
| 1. Pendidi inimal SMA/S
! Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan computer
| 3. Memiliki komirmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
| 4 Mampu bekerja sama denganTim
5. Memahami Peraturan Perundang - undangan yang berlaku
' Pengawasan 1 Atasan Langwun
| Internal 25 kcrﬂla Dinas l)P“PIQP’k\Tr\KLR
3 Kota F
Penanganan 1. Kotak Pengaduan
Pengaduan, 2. Email kelpi k god
saran dan 3. Lapor.go.id
Masukan 4. Lavanan Call Center tlp 0852 4660 5953 dan wa 0821 8643
9780 sesuai jam pelayanan senin - kamis jam 08.00 s/d
15.00 WIB, jumat jam 08.06 s/d 15.30 WIB.
S. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
Jumlah | 3 orang atau sesuai dengan kebutuhan
_Pelaksana e S e !
Jaminan I 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, |
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;Pelayanan baya, “dan di rhduk\mg oleh” Sumber D
| berkomg 1 di bidang
| dan Pungsi Jabatan;

2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan  berusaha
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan

Manusia yang
ai dengan Tugas

53 B sl

Standar  Operasional  Prosedur  (SOP]  Dinas
Modal, Pel terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerjn Kota Pangkalpinazng;

12, | Jaminan 1. Terdapat
I P

dan |
kesclamatan ‘

pelayanan 12, Terdmpat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang.
T Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi perrohon ynng (clt\hi

Kinerja © selesal mengurus izin dan menerima produk hasil layanan yang | [

diajukan diwajibkan mengisi kuesioner Indeks chuasnn"

Masyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS veng tersedia pdda‘ 1
J tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang. |

Ditetapkan di Pangkalpinang, Prosedur

Pada tanggal 10 Maret 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal. Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

AN RIZANA, ST, M.S1

NIP.19760123 200501 1 006

5. | Produk

2. ‘N(‘knmqmr &1

|
|
|

2.

3.
4

o :

g

11

" Pelayanan Pengnkajinn Regalasi

KAJIAN REGULASI

URAIAN

" Peraturan Dacrah Kota[i’i\;xukal;;}rnéhg Nomor 1 Tahun 2020

tentang  Perubzhan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota
Pangkalpinang  Nomor 18 Tahun 2016 tenrang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pnngknlpnmrm. e

Wali Kota P: i Nomor 50 Tahun 2021
lenmng Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Duan
Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat
Daerah Kota Pangknlpinnng_

rLgulasl baru yang diterima Dinas amu mereview regulasi
yang sudah ada |
Menugaskan Sub Koordimnator Pengkajian Regulasi untuk |
melaksannkan Kajian i
Menguropulkan bahan kajian regulasi

Membuat konsep bahasan kajian Regulast kemudian |
melaksanakan  psmbahasan  dengan  Tim  Pengkajian |
Regulasi/ unit lain terkait |
Melaksanakan kajian regulasi dengan metode FGD (Forum |
Group Discussion) |
Mengolah data dan menyusun draft kajian regulasi

Mereview draft kajian regulasi. Jika scsua diparaf dan
diteruskan ke Kabid. Jika tidak sesuai dikembalikan ke Tim
untuk diperbaiki

Mereview draft kajion regulasi. Jika sesuai diparal dan
diteruskan ke Sekretaris. jika tidak sesuai dikembalikan ke
Sub Koordinator untuk diperbaiki

Mereview draft kajian regulasi. Jika sesuai diparaf dan
direruskan ke Kadis, jika tidak sesuai dikembalikan ke
Kabid {
Mereview draft kajian regulasi. Jika sesuai ditandatangi dan |
disampaikan ke JFU Kasi Pengkajian Regulasi. Jika tidak |
sesuai dikembalikan ke Sekretaris

Mendokumentasikan kajian 1egulasi

_|Serana dan’

T

[Prasarana dan 2.
aiau Fasilias 3.

Loket Informasi
Touchscreen informasi
Loket pelayanan
Mesin Antrian
Running Text
TV LCD
Komputer
Printer
Mesin Foto Copy

mail

Website

Toilet

Ternpat Parkir

Alat Tulis Kantor

Me:a Pengaduan

Kotak Saran dan Pengaduan
Lemari Arsip

Lemari Formulir

Air Mineral

Ruang Laktasi

berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan
Tugas dan Fungsx Jabatan;
Adanya jaminan pemberian pelayanan penz-man berusaha |

kepada

dengan adil,

WA Gateway
7. " Kompetensi Mvmiliki npuar lah data
| Pelaksana iliki
| Memah Peratulan Perund terkait
M tinggi dalam p S0P
Mampu dekerja sama dengan Tim
8. Pengawasan 1 Atasan Lnngnun
H Internal 12, Kepala Dinas DPMPTSP&:NAKER
;, 3 Inspektorat Kora Pangkalpinang
9. | Penanganan I Kotak Pengaduan T
Pengaduan, 2, Email i kalpi id
saran dan 3. Lapor.go.id
Masukan | Layanan Call Center tip 0852 4660 3953 dan wa 0821 8643
G780 sesuai jam peluyanan senin - kamis jam 08.00 s/d
15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
|5. Datang | ke Dinas P Modal Pel
| Terpadu Satu Pu\m dan Tenaga Kerja Kota Pangkalmnnng
10. | Jumlah "3 orang atau sesuai kel n
 Pelaksana - _—
11, | Jaminan TAdanya kepss {an pemyaramn. prosedur, proses, waktu,
Pelayanan biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang

| den transparan.
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|
|
|

|12,

Jamman
keamanan  dan
keselamatan
pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP]  Dinas
Penanaman Madal, Pelayanan ‘terpadu Satu Pty dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;

2. Terdapat Tnbur\g Pemadam Api di lokasi yang telah
ditentukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang,

Indcks Kepuasan Masvarakat (IKM). Bagi pemohon yang telah
selesai mengurus izin dan menerima produk hasil Javanan vang
diajukan diwajibkan mengisi  kuesioner Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS vang tersedia pada
i rautan website resmn DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang

fretapkan di Pangkalpinang,
Pada tanggal 10 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenagn Kerja
Kota Pangkalpinang

YAN RIZANA, ST, M.SI
NIP.19760123 200501 1 000

No

STANDAR PELAY!
KEMUDAHAN PENA}

N PELARKSANAAN PEMBERIAN IN

NTIF DAN/ATAL

AMAN MODAL DI KOTA PANGKALPINANG

KOMPONEN URAIAN
1. “Dasar llukam 1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Kota
Pnngknlpmnny Nemor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susuna ngkat Daerah Kota Pangk 4
2, Peraturan i Kota Pangjmlpumn;, l\omox 50 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungs:
Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
_ Xota Pangkalpinang ]
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tz thun 2020
centang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal
4. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atan Kemudahan
Penanaman Modal
|2 Persyaratan Persyaratan : =
Pelayvanan
1. Denah lokasi dan situasi sekitarnya dan denah bangunan
yang diusulkan
% Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan
mutu i
3. lsian formulir seif assessment sesuai klasifikas: DPMPTSP dan |
Naker: |
a. Kelangkapan bangminan, sarana dan prasarana !
b. Kelengkapan peralatan
¢ Kelangkapan SDM
d. Kemampuan pelayanan
3. Mckamisme & 1. Meminta informasi ke loket informasi kepadn petugas loket
Prosedur tentany, tatacara dan persyaratan yang dibutuhkan untuk
Pemberian (nsenuf dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
25 Memberikan informasi  kepada pemohon serta meminta
pemohon mengisi formmulic dan melengkap) persyaratan serta
mcnvuahkm\ hvrkas
3. Memeriksa 1 3 berkas hon,  selanjutnya
pemohon mbenkan tonda bukti penerimaan permechonan
sementarg
4. Mengundang Pemohon/Perusahaan dan Tim Vertfikast agar

melakukan pemeriksaan lapangan

Melakukan pemeriksaan lapangan/cek lokast proyes vang
didamping! oleh  pemohon/perusahaan  scbagw  bahan
pertimbangan pembenan insentif (bisa atau tidak diberikan
insentif dan menentukan jen: mudahan yang

i (‘1d1p‘nkrmp
! 6. at dan df i hasil pemeriksaan lapangan
| bcrupu ilaian persy teknis permot insentf,
1 selanjutnya  diserahkan ke  bagian  proses  untuk
! ditindaklanjuti

7 Memberikan tanda terima tetap kepada pemohon dan

menarik tanda terima sementara, jJika data teknis dan
administrasi sudah memenuhi persyaratan dan lengkap. Jika
masih terdapat kekurangan data teknis dan admimstrati§
yang dituangkan dalam berita acara, maka berkas diajukarn
i kembali setelah pemohon melengkapinya
| 8. Menerbitkan rekomendasi (persetujuan atau penolakan
{ pomberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal |
Jika disetujui maka dibuatkan draft SK Walikota, jika ditolak |
| maka diberikan surat penolakan kepada pemohon !
9. Membuat draft Keputusan Walikota sesuai hasil Berita Acara |
peninjauan lapangan dan rekomendasi dari OPD Teknis,
selanjutya dikirimkan ke Bagian Hukum Setdako untuk
diproses menjadi SK Walikota
10. Memproses dan mengesn akan draft SK Walikota
11, SK alik dan memberikan kepada i
pemohon

4. Jnngkn Waktu 7 hari, pka tex}nd: kendala dupm snmpa' dcngan maksimal 30 hari |
__ Penyelesaian

Biaya / Tarif Gratis

6. [ Produk " Pelayanan Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan |
Pelayanan Penanaman Modal di Kota Pangkalpinang

|
|
|
i's.
[

el

| 7. Sarana dan 1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan Pendingin Ruangan (AC)
Prasarana dan 2. Loket Informasi
atau Fasilitns 3. Touchscreen Informasi
4 Loket pelayanan i
5. Mesin Antrian
6. Running Text
7. TV LCD
8. Komputer
9. Printer
10.  Mesin Foto Copy
11.  Email
12, Website !
13.  Toilet

14, Tempat Parkir f
15, Alat Tulis Kantor

16. Meja Pengaduan |
17.  Kotak Saran dan Pengaduan
18.  Lemari Arsip

19, Lemari Formulir

20.  Air Mineral
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P 3 i e L S

f 121, Ruang Lakisst = Ditetapkan di Pangkelpinang, NDAR PELAYANAN KEGIATAN MONITORING PERUSAIAAN BIDANG
i 22, WA Gateway Pada tanggal 10 Maret 2022 PENANAMAN MODAL
18 Kompetensi 1. Pendidikan mimial SMA/ Sederajat i Kopale Dinad renanaiih Modal, eliyaran
! Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan computer | iy :“1’ intu Dan Tenaga Kerja No KOMPONEN | URAIAN
| 3. Memiliki komitmen yang inggi untuk melaksanakan SOP | grapnang L i
i 4. Mampu bekerja sama denganTim | 1. | Dasar Hukum ! Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cina
| 5. Memahami Peraturan Perundang  undangan yang berluku | L2, Keria. i
- I R . . it VAN RIZANA, ST, M.S! i Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Teatang
G “Pengawasan 1.  Alasan Langsung NIP.19760123 200501 1 006 3 Penyelenggarasn Pelayanan Terpadu Saru Pintu.
Internal 2. Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER i | Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 Temang
3. luspektorut Kota Panghkalpinang | P4 Penyelenggaraan Penizinan Berusahn Berbasis Resiko.
| t Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tehun 2020 Tent
e I | | Pedoman dar  Tata Cara Pengendalian  Pelaksan
10.  Penanganan 1 Kotak Pengaduan | Is. Penanaman Modal
Pengaduan, 2. Email kota.£0.id [ ! Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun
saran dan 3. Laporgo.d | 2020 tentang Perubahen Atas Peraturan Daerab Kota
Masukan 4. Layanan Call Center tp 0852 4660 5953 dan wa 0821 8043 | | Pnny:knlpmang Nomor 18  Tohun 2016 tentang|
i 9780 sesuai jam pelayanan senin - kamis jam 08.00 s/d 15.00 | ! le. dan P Doetah  Kota
WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WID, | H i pn“gknlpmm,:
5.  Dastang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan | Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerju Kota Pangkalpinang. | | Tentang Kedudukan, Susunan Orpanisasi, Tupas Dan
- =Ty P 17, Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat
11.  Jumlah 3 orang atau sesuai dengan kebutuhan | | Daerah Kota Pangkalpinang. i
Pelaksana ) | ! ! 1SO 0001:2015 Klausul 9.1 Pemantauan, pengukuran.
12.  Jaminan 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, hiaya, | i | analisis dan evaluasi |
Pelayanan dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi | !
1 di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi| |2 &1 Sub K i untuk lak X
i Jabatan; . i | Prosedur | monitoring Perusahaan Penanaman Modal
2. Adanya juminan pemberian pelayanan penizinan berusaha | i 2. Menyusun Konscp Eerita Acara Pemeriksaan (BAP) diun
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan. | | | maveat oA Bring
- A | | | 3. Memeriksa Konsep Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  dan
13, Jaminan L Terdnpm Standar  Operasionul  Prosedur  (SOP) _Dinas | | jadwal monitoring. jika sesuai diparaf diteruskan ke Kadis
} dan Modal, 3 terpadu Satu Pintu dan Tcn"&“ ‘ dan jika tidak sesuai balik ke Sub K
keselamatan | Kelju Kota Pangkalpinang: | untuk diperbaiki
pelayanan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah ditent ukun | i i, Mereview Konscp Herita Acara Pemeriksaan (RAP)  dan |
I |

pada DPMPTSPENAKER Kota Pangkalpinang. i jadwal monotoring, jika setuju ditanda tamgani dan

M —— = e | i | diserahkan ke Kabid untuk ditindaklanjun, jika periu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagi pemohon yang telah | | | perbaikan dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki
selmm mengurus izin dan menerima produk hasil layenan yang, | i5. Pembentukan Tim dan memberi atahan untuk teknis @
"diajukan  diwajibkan mengisi  kuesioner  Indeks  Kepuasan PN RRAEFIOBIGHE
| Masyarakat (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang tersedia pada | Melaksanakan monitoring sesuai jadwal.
tautan website resmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang, Membuat Laporan Hasil Monitoring

Mereview Laporan Hasil Monitoring
Mengesahkan Laporan Hasil Monitoring
0. Mengarsipkan Laporan Hasil Monitonng

-0~

3. Jangka Waktu 3 (tiga) Hari kerja I
Penyelesaian
4, ' Biaya / Tarif Gratis
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Produk
Pelayanan _

Prasarana dan
| | atau Fasilitas

| Kompetensi

i | Pelaksana
|
|

T8 Pongawasan
| Internal

|
Penanganan

| Pengadunn,

i saran dan

| Masukan

{10, | Jumiah
| . Pelaksana
1l Jaminan
| | Pelayanan

6. Sarana dan

13
4

5.

7 Pelayanan Monitoring Perusnhann Bidang Penanaman Modnl

Ruang Tunggu dilengkapi dengan Pendingin Ruangan (AC)
Loket Informasi
Touchsereen Informasi
Loket peluyanan

Mesin Antrian
Running Text

TV LCD

Komputer

Printer

Mesin Foto Copy
Email

Tempat Parkir

Alat Tulis Kantor

Mzjn Pengaduan

Kotak Saran dan Pengaduan
Lemari Arsip

Lemari Formulir

Air Mineral

Ruang Laktas:

WA Garteway

Pendidikan minimal SMA/Sederajat
Mumpu mengoperasikan computer
Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan SOP
Mampu bekerja sama dengan Tim

i Peraturan Perund -und yang berlaku

Atasan Langsuny
Kepala Dinas DPMPTSP&NAKER
Kora

Kotak Pengaduan
Email id
Lapor.go.id
Layanan Call Centar tlp 0852 4660 5953 dan wa 0821 8643
9780 sesuni jam pelayanan senin - kamis jam 08.00 s/d
15.00 WIB, jumat jam 08.00 s/d 15.30 WIB.
Jatang langsung ke as
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

'3 orang atau sesuai kebutuhan

Tk

Adanya  kepastinn  peérsyaratan, prosedur, proses, waktu,
biaya, dan didukung oleh Sumber Doaya Manusin yang
i di bidang g-masing sesuai_dengan Tugas

Sumber: Standar Pelayanan DPMPTSP&NAKER

12. | Jaminan
| keamanan dan
keselamatan

pelayanan 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telak

|
t

i Evaluasi
| Kinerju

|
|

dan Fungsi Jabatan,
Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha
kepoda masynralear dengan adil. alcunrabel dan transparan.

“Terdopar  Srandar  Operasional  Prosedur  (SOP}  Dinay
Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenags
Kerja Kota Pangkalpinang:

direntukan pada DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Bagh pemohon yang telah
selesai mengurus izin dan menerima produk hasil layanan yang
digjukan  diwajibkan  mengisi  kuesioner Indeks  Kepuusan
Masyaraknt (IKM) melalui aplikasi IKANMAS yang rersedia pada
tautan website reasmi DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinany

Ditetapkan di Pangkalpinang.
Pada tanggal 10 Marer 2022

Kepala Dinna Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Ke
Kota Pangkalpinang

e,

YAN RIZANA, ST, M.S!
NIP.1G760123 200507 1 006
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BAB IIX

PERMASALAMHMAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT

3.1 Identifikasi

DAERAM

Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan

berdasarkan  tugas

dan

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

fungsi  Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

Belum optimalnya fungsi
pelayanan dalam pelayanan
perizinan dan non perizinan

1.Belum optimalnya penyediaan
sarpras, pengetahuan SDM, diklat
teknis terkait pelayanan perizinan
non perizinan

1.Keterbatasan kewenangan dinas,
Perubahan regulasi dan sistem yang
begitu cepat membutuhkan
penyesuaian yang cepat, rekomendasi
hasil evaluasi yang belum optimal
ditindaklanjuti

2.Kurangnya pengetahuan
masyarakat terhadap pelayanan
perizinan, non perizinan dan
pengaduan

2.Kurangnya sosialisasi mengenai
pelayanan perizinan, non perizinan dan
pengaduan

Belum optimalnya informasi
tentang potensi dan peluang
investasi penanaman modal

1.Minimnya penyediaan data potensi
dan peluang investasi yang siap
ditawarkan dari stakeholder dan
OPD terkait

Minimnya data kajian dari stakeholder
dan OPD terkait

2.Menurunnya iklim penanaman
modal

1.Kurangnya stimulus dan insentif bagi
calon investor,

2.Kurangnya promosi,

3.Minimnya aset Pemerintah Kota yang
bisa ditawarkan kepada calon investor

Tingginya jumlah pencari
kerja

Rendahnya kompetensi pencari kerja,
jumlah lowongan kerja terbatas,
informasi pasar kerja terbatas

Rendahnya kualifikasi pendidikan dan
ketrampilan pencaker, terbatasnya
formasi penempatan tenaga kerja

Kurang harmonisnya
hubungan industrial

Belum optimal penerapan tata kelola
kerja yang layak pada perusahaan

Rendahnya pengetahuan perusahaan
terhadap penerapan peraturan
ketenagakerjaan
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3.2 Telaahan Tujuan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-
2026

Menelaah tujuan, sasaran, dan program daerah dan ditujukan
untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran daerah tersebut.

Hasil identifikasi perangkat daerah tentang faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah ini juga akan
menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat
daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 mendukung
tujuan RPD: meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik yang baik menuju tercapainya good governance, mewujudkan
SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan
mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur
melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sedangkan
sasaran RPD vyaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis
IT, meningkatnya kualitas kesempatan kerja serta meningkatnya
pertumbuhan investasi daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pangkalpinang dalam pencapaian sasaran daerah tercantum

pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap RPD Kota Pangkalpinang

Permasalahan Pelayanan Perangkat

Faktor

No Tujuan dan Sasaran RPD D h
BLEIE! Penghambat Pendorong
Tujuan RPD
1. Kurangnya pengetahuan
masyarakat terhadap pelayanan 1. Memiliki standar pelayanan dan SOP
perizinan, non perizinan dan 2. Nilai hasil evaluasi kinerja dari Kementerian
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pengaduan Investasi tahun 2021 sebesar 79
dan pelayanan publik yang baik menuju 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas 3. Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 dan 2022
tercapainya good governance sosialisasi terhadap masyarakat dengan predikat BB
mengenai pelayanan perizinan, 4. Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 dan
non perizinan dan pengaduan 2022 sebesar 86 dan 90,33
1. Kurangnya diklat terkait
peningkatan kompetensi pegawai
terutama diklat terkait petugas
1. pelayanan yaitu TOT OSS, TOT Keterbatasan anggaran 1.Jumlah SDM cukup

2. Mewujudkan SDM dan kesejahteraan
masyarakat yang berdaya saing

SICANTIK dan TOT SIMBG, dll
Belum tersedianya petugas khusus
terkait layanan
disabilitas/lansia/ibu
hamil/menyusui

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan
pembangunan infrastruktur melalui
pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan

=

Sarana prasarana belum optimal
Kurangnya stimulus dan insentif
bagi calon investor

Minimnya kerja sama penanam
modal dengan unit usaha

2.Tersedianya anggaran untuk belanja kursus
singkat/pelatihan

1.Tersedianya dokumen RTRW Kota Pangkalpinang
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Sasaran RPD

1. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik berbasis IT

1.Sistem dan jaringan internet
terkadang mengalami error/down

2. Meningkatnya kualitas kesempatan kerja

1.Kurangnya partisipasi perusahaan
dalam memberikan informasi
lowongan kerja secara online dan
offline

2.Kurangnya pengelolaan informasi
pasar kerja

3. Meningkatnya pertumbuhan investasi
daerah

1. Minimnya aset Pemerintah Kota
yang bisa ditawarkan kepada calon
investor

2. Minimnya penyediaan data potensi
dan peluang investasi yang siap
ditawarkan dari stakeholder dan OPD
terkait

3.Kurangnya promosi penanaman
modal

Keterbatasan anggaran

1. Implementasi OSS, SICANTIK, SIMBG dalam
pelayanan perizinan non perizinan serta SISNAKER
untuk pelayanan ketenagakerjaan yang terdiri dari
SIAPKerja.kemenaker.go.id dan WLKP, dll

1.Dilaksanakannya bursa kerja di Kota
Pangkalpinang

1.Tersedianya Peraturan terkait Pemberian Insentif dan
atau Kemudahan Penanaman Modal

2. Tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman
Modal

3. Tersedianya buku potensi dan peluang investasi Kota
Pangkalpinang tahun 2022
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik

Indonesia

Renstra Kemenaker Renstra DPMPTSP&NAKER

Tujuan RPD:
mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat
yang berdaya saing

Misi

1.memberikan dukungan teknis dan administrasi serta
analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2.menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien
di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi,
dan hubungan kelembagaan; dan

3.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

Sasaran RPD:
Meningkatnya kualitas kesempatan kerja

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis

1.mewujudkan tenaga kerja
yang kompeten, tangguh,
lincah dan berdaya saing
dalam hubungan industrial
yang kondusif untuk
mendukung Indonesia yang
maju, berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan
gotong royong;
2.meningkatkan perluasan
penempatan tenaga kerja baik
dalam dan luar negeri dalam
rangka penciptaan lapangan

kerja;
3.meningkatkan produktivitas
tenaga kerja Indonesia yang
sesuai kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri di masa
yang akan datang;
4.mewujudkan visi baru
hubungan industrial dan
dialog sosial ketenagakerjaan
yang mendorong tumbuhnya

1.Terwujudnya tenaga kerja
yang kompeten, tangguh,
lincah, produktif, dan berdaya
saing dalam hubungan
industrial yang kondusif
untuk mendukung Indonesia
yang maju, berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian;
berlandaskan gotong royong
2.Meningkatnya tata kelola

Meningkatkan
persentase tenaga kerja
yang ditempatkan

Terciptanya
hubungan industrial
yang harmonis

suasana kerja yang kondusif;
5.perluasan dan kualitas
perlindungan tenaga kerja
yang mendorong
produktivitas tenaga kerja
berkelanjutan;

6. mewujudkan reformasi
birokrasi yang mendorong
percepatan investasi dan
penciptaan lapangan kerja;
7. mewujudkan tata kelola
ketenagakerjaan yang efisien
dan efektif dalam
menghadapi perubahan dunia
yang dinamis

pemerintahan yang baik

Sumber: RENSTRA Kementerian Ketenagakerjaan Rl Tahun 2020-2024 dan
RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

3.4 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah

lembaga negara yang merupakan lembaga induk bagi Organisasi
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Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penanaman modal dan
perizinan terpadu satu pintu. Oleh karenanya perlu harmonisasi antara
renstra BKPM dengan renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Melalui
telaahan renstra BKPM maka akan dapat tergambar hubungan atau
keterkaitannya. Rumusan renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang merupakan
bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi BKPM periode
2020-2024 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
KerjaKota Pangkalpinang.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengampu misi seperti yang

tercantum dalam tabel berikut ini:

Renstra BKPM Renstra DPMPTSP&NAKER

Misi 2: Tujuan RPD:

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan 1. meningkatkan tata kelola pemerintahan
Berdaya Saing dan pelayanan publik yang baik menuju

tercapainya good governance

Misi 8: 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, pembangunan infrastruktur  melalui
dan Terpercaya pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan

Sasaran RPD:
1.  meningkatnya
publik berbasis IT

kualitas

daerah

pelayanan

2. meningkatnya pertumbuhan investasi

Tujuan

Sasaran Strategis

Tujuan

Sasaran Strategis

Terwujudnya
peningkatan daya
saing penanaman
modal untuk
menjadikan Indonesia
sebagai

negara tujuan
penanaman modal;
serta

Meningkatnya
realisasi penanaman
modal;

Meningkatnya
kepercayaan pelaku
usaha/penanam
modal; dan

Meningkatkan kualitas
pelayanan
publik

Meningkatnya nilai
investasi
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Terwujudnya tata
kelola dan penguatan
kelembagaan untuk
mendukung pelayanan

Terwujudnya
birokrasi yang bersih,
efektif, dan melayani

meningkatnya hasil
evaluasi kinerja
layanan penanaman
modal

publik yang prima

Sumber: RENSTRA Badan Koordinasi Penanaman Modal Rl Tahun 2020-2024 dan
RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

3.5 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Renstra DISNAKER Propinsi Renstra DPMPTSP&NAKER

Misi I:
Meningkatkan pembangunan ekonomi
berbasis potensi daerah

Tujuan RPD:
mewujudkan SDM dan kesejahteraan
masyarakat yang berdaya saing

Sasaran RPD:
Meningkatnya
kerja

kualitas  kesempatan

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis

1.Meningkatnya
produksi sub sektor
pertanian, peternakan,
danpekerbunaan
2.Meningkatnya

Meningkatnya produksi Sub Sektor

pertumbuhan perikanan - -
ekonomi 3.Meningkatnya
pengembangan

Pembangunan pariwisata
4.Meningkatnya
Produksi sektor

pertambanga

Meningkatnya 1.Meningkatnya belanja Meningkatkan Terciptanya

pendapatan pemerintah daerah persentase tenaga hubungan
Pemerintah dan 2.Menurunnya angka kerja yang industrial yang
masyarakat Pengangguran ditempatkan harmonis

Sumber: RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2023-2026 dan RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026
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3.6 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung

Renstra DPMPTSP Propinsi Renstra DPMPTSP&NAKER
Misi I Tujuan RPD:
Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal 1. meningkatkan tata kelola
Berbasis Agri-Bahar pemerintahan  dan  pelayanan
Misi 1 publik  yang  baik  menuju
Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik tercapainya good governance
(good governance) dan pemerintahan yang 2.  Mewujudkan kemandirian
bersih (clean governance) ekonomi dan pembangunan

lingkungan hidup
berkelanjutan

Sasaran RPD:

publik berbasis IT

infrastruktur melalui pengelolaan

1. meningkatnya kualita pelayanan

2. meningkatnya pertumbuhan
investasi daerah
Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya nilai
investasi realisasi investasi kualitas pelayanan investasi
Meningkatnya Meningkatkan tata publik meningkatnya hasil
Reformasi Birokrasi | kelola internal evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah layanan penanaman
modal

Sumber: RENSTRA Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2023-2026 dan RENSTRA DPMPTSP&NAKER Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026

3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata ruang wilayah memuat kawasan strategis kota
yang merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya
alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Dengan
diketahuinya lokasi kawasan strategis tersebut, dapat direncanakan juga
gambaran investasi dan bagaimana ketentuan perizinannya.

Penataan ruang dapat menarik investasi karena dengan penataan
ruang wilayah yang baik dapat memberikan tingkat kepercayaan dan
stabilitas yang baik bagi para investor.

Contohnya kawasan Teluk Bayur CBD (Central Business

District) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan), meliputi
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areal seluas = 32 ha yang dibatasi oleh Sungai Rangkui dan Kolong
Teluk Bayur, yang merupakan pengembangan kawasan baru khusus
untuk pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa. Terletak di tengah-
tengah Kota Pangkalpinang, di antara wilayah timur dan barat Kota
Pangkalpinang, sehingga mudah diakses dari berbagai wilayah.

Dengan adanya pembangunan di sektor perdagangan dan jasa,
pariwisata, dll maka akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
pendapatan dan menurunkan pengangguran.

Berikut ini adalah peta rencana pola ruang Kota Pangkalpinang
dengan tanda kawasan yang berwarna merah adalah kawasan

perdagangan dan jasa

3 PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

RENCAXA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

KABUPATEN BANGKA iz o

... KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2022-
2041

3.8 Penentuan Isu-isu Strategis
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh

terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
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Pangkalpinang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan

peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

1.  Kurangnya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman
modal daerah;

2. Kurangnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan
kegiatan penanaman modalnya;

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan, non perizinan dan pengaduan

4.  Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk
memasuki pasar kerja;

5.  Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada

perusahaan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan
sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan
yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2. Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan;

3. Meningkatkan nilai investasi PMDN;

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut

ini;
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Kondisi Kinerja Awal RPD Target Kpndi_si
Kinerja
. Indikator pada
No. Tujuan Sasaran - Satuan -
Tujuan/Sasaran 2021 2022 2024 | 2025 | 2026 | Akhir
Periode
RPD
m 2r|1i|tr;2katkan indeks kepuasan
1. masyarakat layanan Nilai 86,24 90,33 85 87 0
pelayanan o 90
d perizinan
publik
meningkatnya
hasil evaluasi - .\ il evaluasi
kinerja layanan kinerja Nilai 79 75 77 79 79
penanaman
modal
meningkatkan
persentase
2. | tenaga kerja TPAK % 65,16 65,78 60 61 62 62
yang

ditempatkan
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No.

Tujuan

Sasaran

Indikator
Tujuan/Sasaran

Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPD

Target

2021

2022

2024

2025

2026

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPD

Terciptanya
hubungan
industrial yang
harmonis

persentase
perusahaan yang
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/ PKB,
LKS Bipartit,
struktur skala upah
dan terdaftar
peserta BPJS
Ketenagakerjaan)

%

100,00

6,89

90,00

90,00

90,00

90,00

persentase tenaga
kerja yang
bersertifikat
kompetensi

%

6,03

7,09

6,40

6,90

7,10

7,10

meningkatkan
nilai investasi
PMDN

persentase capaian
nilai investasi
PMDN

%

602.359,00

659,45
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L Kondisi
Kondisi Kinerja Awal RPD Target Kinerja

. Indikator pada

No. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Satuan Akhir
2021 2022 2024 2025 2026 Periode

RPD
Meningkatnya AITED IBEEE: Rp 3.312.974.474.099 | 3.956.674.829.280 | 500M | 600M | 700M | 700 M

nilai investasi PMDN
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BAB YV
STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan ~ yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal,
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis;

3. Meningkatkan nilai investasi

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang
diambil Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi
adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan penanaman modal
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2. Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman
modal

3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal
perangkat daerah
Meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD

Meningkatkan pemahaman aturan ketenagakerjaan di perusahaan

4
5
6. Meningkatkan profesionalisme perusahaan
7. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

8. Meningkatkan penempatan tenaga kerja

9. Mengembangkan iklim penanaman modal
10. Meningkatkan investasi di kota

11. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang tercantum pada

tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan RPD:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik

menuju tercapainya good governance

Mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur
melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

N




RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER

2024-2026

Sasaran RPD:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT
2. meningkatnya kualitas kesempatan kerja
3. meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik

Meningkatnya
hasil evaluasi
kinerja layanan
penanaman
modal

Meningkatkan hasil
evaluasi kinerja
layanan penanaman
modal

. Melaksanakan pelayanan

penanaman modal

. Melaksanakan pengelolaan data

dan sistem informasi penanaman
modal

. Mewujudkan akuntabilitas kinerja

dan pelayanan prima internal
perangkat daerah

. Meningkatkan penerimaan

Retribusi Daerah terhadap PAD

Meningkatkan
persentase
tenaga kerja
yang
ditempatkan

Terciptanya
hubungan
industrial yang
harmonis

Menciptakan
hubungan industrial
yang harmonis

. Meningkatkan pemahaman aturan

ketenagakerjaan di perusahaan

. Meningkatkan profesionalisme

perusahaan

. Meningkatkan daya saing tenaga

kerja

. Meningkatkan penempatan tenaga

kerja

Meningkatkan
nilai investasi
PMDN

Meningkatnya
nilai investasi

Meningkatkan nilai
investasi

. Mengembangkan iklim penanaman

modal

. Meningkatkan investasi di kota

. Melaksanakan pengendalian

pelaksanaan penanaman modal
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BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama

2024-2026 adalah sebagai berikut :

DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KEGIATAN

daerah

1 perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat

SUB KEGIATAN

penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

SUB KEGIATAN

realisasi kinerja SKPD

4 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

KEGIATAN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN

penyediaan gaji dan tunjangan ASN

SUB KEGIATAN

SKPD

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SUB KEGIATAN

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

KEGIATAN

Daerah

3 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat

SUB KEGIATAN

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
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KEGIATAN
administrasi kepegawaian perangkat daerah
1 SUB KEGIATAN
pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelangkapannya
2 SUB KEGIATAN
pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
KEGIATAN
Administrasi Umum perangkat daerah
1 SUB KEGIATAN
penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2 SUB KEGIATAN
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3 SUB KEGIATAN
penyediaan bahan logistik kantor
4 SUB KEGIATAN
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 SUB KEGIATAN
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6 SUB KEGIATAN
penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
KEGIATAN
pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
daerah
1 SUB KEGIATAN
pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 SUB KEGIATAN
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3 SUB KEGIATAN
penyediaan jasa pelayanan umum kantor
KEGIATAN
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
SUB KEGIATAN
1 penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
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SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3 SUB KEGIATAN
pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

KEGIATAN
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu
Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

SUB KEGIATAN
1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

SUB KEGIATAN
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal

SUB KEGIATAN
3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

KEGIATAN
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan
yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

KEGIATAN
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

1 SUB KEGIATAN
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
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PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

KEGIATAN
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

SUB KEGIATAN
1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

SUB KEGIATAN
2 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
Kabupaten/Kota

KEGIATAN
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

SUB KEGIATAN
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

KEGIATAN
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

KEGIATAN
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

SUB KEGIATAN
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

SUB KEGIATAN
Job Fair/Bursa Kerja

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

KEGIATAN
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

SUB KEGIATAN
2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan
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KEGIATAN
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/ Kota

SUB KEGIATAN
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada
Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi

SUB KEGIATAN
4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL

KEGIATAN
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
1 penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

KEGIATAN
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
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KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

SUB KEGIATAN
1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

10 MODAL

KEGIATAN
1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal

SUB KEGIATAN
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Lebih rinci mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
serta indikator dan pendanaan selama tahun 2024-2026 seperti yang

tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
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IMeningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal

2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan 1] 76,90 6.154.731.867 77 6.655.210.834 77,10 6.658.689.802 77,10 19.468.632.503 [SEKRETARIS
PEMERINTAHAN DAERAH [Satuan:Nilai)
KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan Pelayanan Internal - 85 87 90 90 SEKRETARIS
Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)
Persentase kontribusi retribusi daerah 0,66 5,25 4,64 4,10 4,10 SEKRETARIS
terhadap PAD (Dengan Satuan:%)
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan [Persentase penyampaian dokumen 100 100 11.000.000 100 24.000.000 100 24.000.000 100 59.000.000 SUB KOORDINATOR
Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, penganggaran dan kinerja PERENCANAAN, EVALUASI DAN
Daerah perangkat daerah tepat waktu (Dengan PELAPORAN
Satuan:%)
2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 2 2.500.000 2 6.000.000 2 6.000.000 2 14.500.000 SUB KOORDINATOR
Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen) IPERENCANAAN, EVALUASI DAN
IPELAPORAN
2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 1 3.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 15.000.000 SUB KOORDINATOR [Kota
Koordinasi  Penyusunan Dokumen  DPA-SKPD IPERENCANAAN, EVALUASI DAN Pangkal
(Dengan Satuan:Dokumen) IPELAPORAN Pinang
2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 1 3.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 15.000.000 SUB KOORDINATOR [Kota
Perubahan DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen IPERENCANAAN, EVALUASI DAN Pangkal
Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen) IPELAPORAN Pinang
2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3 3 2.500.000 3 6.000.000 3 6.000.000 3 14.500.000 SUB KOORDINATOR [Kota
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil IPERENCANAAN, EVALUASI DAN Pangkal
Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja IPELAPORAN Pinang
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan
Satuan:Laporan)
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan |Persentase tersusunnya laporan keuangan 100 100 5.454.226.846 100 5.649.542.020 100 5.787.575.660 100 16.891.344.526 SUB KOORDINATOR
Perangkat Daerah perangkat daerah sesuai SAP (Dengan KEUANGAN
Satuan:%)
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2.18.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 73 46 5.448.726.846 46 5.637.542.020 46 5.775.575.660 46 16.861.844.526 |SUB KOORDINATOR KEUANGAN Kota
ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan) Pangkal
Pinang
2.18.01.2.02.05 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 1 3.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 15.000.000 [SUB KOORDINATOR KEUANGAN Kota
Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Pangkal
Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Pinang
Satuan:Laporan)
2.18.01.2.02.07 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan [Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1 1 2.500.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 14.500.000 [SUB KOORDINATOR KEUANGAN Kota
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan  Laporan  Koordinasi Pangkal
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pinang
Bulanan/Triwulanan/Semesteran ~ SKPD  (Dengan
Satuan:Laporan)
2.18.01.2.04 |Administrasi Pendapatan Daerah jumlah laporan administrasi pendapatan 1] 0 o] 1 500.000 1 500.000 1 1.000.000 SUB KOORDINATOR
Kewenangan Perangkat Daerah daerah  kewenangan perangkat daerah KEUANGAN
(Dengan Satuan:Laporan)
2.18.01.2.04.07 |Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 1 500.000 1 500.000 1 1.000.000 |SUB KOORDINATOR KEUANGAN Kota
Daerah (Dengan Satuan:Dokumen) Pangkal
Pinang
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian [Persentase penurunan tingkat pelanggaran (1] 0 121.850.000 -33 100.000.000 -50 110.000.000 -50 331.850.000 SUBBAGIAN UMUM DAN
Perangkat Daerah disiplin ASN (Dengan Satuan:%) KEPEGAWAIAN
2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 0 1 69.350.000 0 0 0 0 1 69.350.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Atribut Kelengkapannya Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket) KEPEGAWAIAN Pangkal
Pinang
2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 31 5 52.500.000 10 100.000.000 10 110.000.000 10 262.500.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Berdasarkan Tugas dan Fungsi ang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan KEPEGAWAIAN Pangkal
Satuan:Orang) Pinang
2.18.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Persentase pelaksanaan administrasi umum 100 100 214.011.629 100 435.125.422 100 290.000.000 100 939.137.051 SUBBAGIAN UMUM DAN
Daerah perangkat daerah (Dengan Satuan:%) KEPEGAWAIAN
2.18.01.2.06.01  Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 8 1 9.000.000 1 16.000.000 1 18.000.000 1 43.000.000 SUBBAGIAN UMUM DAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KEPEGAWAIAN
(Dengan Satuan:Paket)
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 3 62.849.000 3 140.000.000 0 0 3 202.849.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Perlengkapan Kantor ang Disediakan (Dengan Satuan:Paket) KEPEGAWAIAN Pangkal
Pinang
2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 2 2 25.000.000 2 40.000.000 2 42.000.000 2 107.000.000 SUBBAGIAN UMUM  DAN Kota
Disediakan (Dengan Satuan:Paket) KEPEGAWAIAN Pangkal
Pinang
2.18.01.2.06.05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 5 2 15.000.000 2 28.000.000 2 30.000.000 2 73.000.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Penggandaan ang Disediakan (Dengan Satuan:Paket) KEPEGAWAIAN Pangkal
Pinang
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2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 102.162.629 1 200.125.422 1 200.000.000 1 502.288.051 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Konsultasi SKPD Koordinasi dan  Konsultasi SKPD  (Dengan KEPEGAWAIAN Pangkal
Satuan:Laporan) Pinang
2.18.01.2.06.10 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 0 0 2000 11.000.000 0 0 2000 11.000.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
SKPD pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen) KEPEGAWAIAN Pangkal
Pinang
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah |Persentase pengadaan barang milik 0 |100 100.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 100.100.000 SUBBAGIAN UMUM DAN
Penunjang Urusan Pemerintah perangkat daerah (Dengan Satuan:%) KEPEGAWAIAN
Daerah
2.18.01.2.07.10 PPengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 0 100.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 100.100.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan KEPEGAWAIAN Pangkal
Satuan:Unit) Pinang
2.18.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase terlaksananya Jasa Penunjang 100 (100 208.000.000 100 249.000.000 100 249.570.750 100 706.570.750 SUBBAGIAN UMUM DAN
Pemerintahan Daerah Urusan  Pemerintahan Daerah  (Dengan KEPEGAWAIAN
Satuan:%)
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 70.000.000 1 71.000.000 1 71.000.000 1 212.000.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KEPEGAWAIAN Pangkal
(Dengan Satuan:Laporan) Pinang
2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 45.000.000 1 84.000.000 1 84.570.750 1 213.570.750 SUBBAGIAN UMUM DAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan KEPEGAWAIAN
Satuan:Laporan)
2.18.01.2.08.04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 93.000.000 1 94.000.000 1 94.000.000 1 281.000.000 SUBBAGIAN UMUM  DAN
Kantor Umum  Kantor yang Disediakan (Dengan KEPEGAWAIAN
Satuan:Laporan)
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik |Persentase barang milik perangkat daerah 100 (100 145.543.392 100 147.043.392 100 147.043.392 100 439.630.176 SUBBAGIAN UMUM DAN
Daerah Penunjang Urusan |dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) KEPEGAWAIAN
Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 49.500.000 1 51.000.000 1 51.000.000 1 151.500.000 SUBBAGIAN UMUM DAN
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan [Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan KEPEGAWAIAN
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas (dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)
Uabatan
2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 10 53.500.000 9 53.500.000 9 53.500.000 9 160.500.000 SUBBAGIAN UMUM DAN Kota
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak KEPEGAWAIAN Pangkal
Kendaraan Dinas Operasional atau (dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit) Pinang
Lapangan
2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 42.543.392 1 42.543.392 1 42.543.392 1 127.630.176 SUBBAGIAN UMUM  DAN Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit) KEPEGAWAIAN Pangkal

Pinang
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Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
[Terintegrasi Secara Elektronik

Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Satuan:Dokumen)

(Dengan

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN Persentase perizinan dan non perizinan 100 85 509.000.000 87 538.000.000 90 898.000.000 90 1.945.000.000 BIDANG PENYELENGGARAN
PENANAMAN MODAL penanaman modal yang terlayani (Dengan PELAYANAN PERIZINAN
Satuan:%)
persentase penanganan pengaduan dan 100 85 87 90 90 BIDANG PENYELENGGARAN
atau konsultasi masyakarat yang PELAYANAN PERIZINAN
diselesaikan (Dengan Satuan:%)
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non [jumlah Pelayanan yang dilaksanakan 3 3 509.000.000 3 538.000.000 3 898.000.000 3 1.945.000.000 SUB KOORDINATOR
Perizinan Secara Terpadu Satu [(Dengan Satuan:Pelayanan) PERIZINAN DAN NON
Pintu dibidang Penanaman Modal PERIZINAN 111
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang MendapatkanPelayanan 12271 4000 439.000.000 5000 460.000.000 6000 825.000.000 6000 1.724.000.000 [SUB KOORDINATOR PERIZINAN DAN
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis [Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis INON PERIZINAN 111
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
[Terintegrasi Secara Elektronik Terintegrasi Secara  Elektronik (Dengan
Satuan:Pelaku Usaha)
2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 0 100 70.000.000 200 75.000.000 300 70.000.000 300 215.000.000 |SUB KOORDINATOR PERIZINAN DAN Kota
Perizinan dan Non Perizinan Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen INON PERIZINAN I11 Pangkal
Penanaman Modal Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pinang
Penanaman Modal (Dengan Satuan:Kegiatan
Usaha)
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan 2284 0 0 10 3.000.000 15 3.000.000 15 6.000.000 SUB KOORDINATOR INFORMASI, Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat [Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan PENGADUAN DAN PENINGKATAN Pangkal
Terhadap Pelayanan Terpadu Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu LAYANAN Pinang
Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan (Dengan
Satuan:Orang)
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA persentase izin yang diterbitkan secara 100 100 55.000.000 100 3.500.000 100 3.500.000 100 62.000.000 BIDANG PENGAWASAN DAN
DAN SISTEM INFORMASI online (Dengan Satuan:%) PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi [laporan Pengelolaan Data dan Informasi 1 1 55.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 62.000.000 SUB KOORDINATOR
Perizinan dan Non Perizinan yang Perizinan dan Nonperizinan vyang PENGOLAHAN DATA,
Terintegrasi pada Tingkat Terintergrasi Pada Tingkat Daerah PELAPORAN DAN SISTEM
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan) INFORMASI
2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non 1 1 55.000.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 62.000.000 SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN Kota
Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan DATA, PELAPORAN DAN SISTEM Pangkal
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang INFORMASI Pinang

IMeningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan

Terciptanya hubungan industrial yang harmonis
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2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN UJumlah Kebijakan Pembangunan 0o 0o 1] 1 1.000.000 0 0 1 1.000.000 [BIDANG KETENAGAKERJAAN
TENAGA KERJA Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan
(Dengan Satuan:Kebijakan)
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana TenagaKerja [jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga 0 0 0o 1 1.000.000 0 0 1 1.000.000 SUB KOORDINATOR
(RTK) Kerja (RTK) (Dengan PERLUASAN, PENEMPATAN, P
Satuan:Laporan) ELATIHAN D AN
PRODUKTIVITAS
2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro 0 0 0 15 1.000.000 0 0 15 1.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN, [Kota
ikro (Dengan Satuan:Perusahaan) PENEMPATAN,  PELATIHAN DAN Pangkal
IPRODUKTIVITAS Pinang
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 73,77 77 100.000.000 79 221.000.000 80 120.000.000 80 441.000.000 [BIDANG KETENAGAKERJAAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA pelatihan (Dengan Satuan:%)
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan [jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan 1 1 100.000.000 1 220.000.000 1 120.000.000 1 440.000.000 SUB KOORDINATOR
berdasarkan Unit Kompetensi berdasarkan  Unit Kompetensi (Dengan PERLUASAN, PENEMPATAN, P
Satuan:Laporan) ELATIHAN D AN
PRODUKTIVITAS
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan UJumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan 45 45 100.000.000 50 120.000.000 55 120.000.000 55 340.000.000 |SUB KOORDINATOR PERLUASAN,
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Dengan PENEMPATAN,  PELATIHAN  DAN
Kerja berdasarkan Klaster [Satuan:Orang) IPRODUKTIVITAS
Kompetensi
2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 0 0 0 2 100.000.000 0 0 0 100.000.000 [SUB KOORDINATOR PERLUASAN,
Kabupaten/Kota Pelatihan Kerja (Dengan Satuan:Unit) PENEMPATAN,  PELATIHAN  DAN
IPRODUKTIVITAS
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan jumlah laporan Pembinaan Lembaga 1] 1] 0 1 1.000.000 1] (1] 1 1.000.000 SUB KOORDINATOR
Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta (Dengan PERLUASAN, PENEMPATAN, P
Satuan:Laporan) ELATIHAN D AN
PRODUKTIVITAS
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang 0 0 0 11 1.000.000 0 0 11 1.000.000 SUB KOORDINATOR PERLUASAN,
Swasta Dibina (Dengan Satuan:Lembaga) IPENEMPATAN,  PELATIHAN  DAN
IPRODUKTIVITAS
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA persentase pencari kerja yang ditempatkan 46,49 40 240.000.000 45 251.000.000 50 250.000.000 50 741.000.000 BIDANG KETENAGAKERJAAN
KERJA (Dengan Satuan:%)
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Persentase Pencari Kerja yang 1] V] 1] 45 1.000.000 V] V] 45 1.000.000 SuUB KOORDINATOR
Kabupaten/Kota Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan PERLUASAN, PENEMPATAN, P
Jabatan (Dengan Satuan:%) ELATIHAN D AN
PRODUKTIVITAS
2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 0 0 0 250 1.000.000 0 0 250 1.000.000 |SUB KOORDINATOR PERLUASAN, Kota
bagi Pencari Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Dengan PENEMPATAN,  PELATIHAN DAN Pangkal
Satuan:Orang) IPRODUKTIVITAS Pinang
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2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi PasarKerja [jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar 1 1 240.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 740.000.000 SUB KOORDINATOR
Kerja (Dengan Satuan:Laporan) PERLUASAN, PENEMPATAN, P
ELATIHAN D AN
PRODUKTIVITAS
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar 783 100 140.000.000 120 145.000.000 140 145.000.000 140 430.000.000 [SUB KOORDINATOR PERLUASAN, Kota
Pasar Kerja Online dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir PENEMPATAN, PELATIHAN DAN Pangkal
Hub) (Dengan Satuan:Orang) IPRODUKTIVITAS Pinang
2.07.04.2.03.03 Job Fair /Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan 1 50 100.000.000 60 105.000.000 70 105.000.000 70 310.000.000 |SUB KOORDINATOR PERLUASAN, Kota
Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Dengan Satuan:Orang) PENEMPATAN,  PELATIHAN DAN Pangkal
IPRODUKTIVITAS Pinang
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN Persentase kasus perselisihan hubungan 83,02 40 78.500.000 45 92.000.000 50 86.000.000 50 256.500.000 [BIDANG KETENAGAKERJAAN
INDUSTRIAL industrial yang diselesaikan dengan
perjanjian bersama (PB) (Dengan Satuan:%)
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan persentase perusahaan yang telah memiliki 27,56 (7,58 43.500.000 8,48 46.000.000 9,09 46.000.000 9,09 135.500.000 SUB KOORDINATOR  SYARAT
Perusahaan dan Pendaftaran [PP/ PKB (Dengan Satuan:Perusahaan) KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
Perjanjian Kerja Bersama untuk [TENAGA KERJA
Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan 86 22 40.000.000 27 42.000.000 30 42.000.000 30 124.000.000 |SUB KOORDINATOR SYARAT
bagi Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait KERJA  DAN  JAMINAN  SOSIAL
dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP [TENAGA KERJA
Online (Dengan Satuan:Perusahaan)
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan  dan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, 53 50 3.500.000 55 4.000.000 60 4.000.000 60 11.500.000 [SUB KOORDINATOR SYARAT Kota
Informasi Sarana Hubungan Industrial [Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan KERJA  DAN  JAMINAN  SOSIAL Pangkal
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta TENAGA KERJA Pinang
Pengupahan Jamsostek serta Pengupahan (Dengan
Satuan:Laporan)
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian jumlah laporan Pencegahan dan 1] 1 35.000.000 1 46.000.000 1 40.000.000 1 121.000.000 SUB KOORDINATOR
Perselisihan Hubungan Penyelesaian Perselisihan Hubungan HUBUNGAN INDUSTRIAL
Industrial, Mogok Kerja dan |Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan KETENAGAKERJAAN
Penutupan Perusahaan di Daerah Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota
Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)
2.07.05.2.02.01 Pencegahan  Perselisihan  Hubungan Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Dengan 0 0 0 4 500.000 0 0 0 500.000 [SUB KOORDINATOR HUBUNGAN
Industrial, Mogok Kerja, dan [Satuan:Perkara) INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan [Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 53 40 35.000.000 45 40.000.000 50 40.000.000 50 115.000.000 [SUB KOORDINATOR HUBUNGAN Kota
Industrial, Mogok Kerja, dan |(Dengan Satuan:Perkara) INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN Pangkal
Penutupan Perusahaan yang Pinang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja 53 0 1dan 2.000.000 0 0 1dan 2.000.000 SUB KOORDINATOR HUBUNGAN Kota
Rekapitulasi Keanggotaan pada yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Asosiasi dan 55 55 INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN Pangkal
Organisasi Pengusaha, Federasi dan [Serikat Pekerja) Pinang
Konfederasi  Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Dengan 0 0 1 3.500.000 0 0 1 3.500.000 [SUB KOORDINATOR HUBUNGAN Kota
Kerja Sama Tripartit Daerah [Satuan:Lembaga) INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN Pangkal
Kabupaten/Kota Pinang
IMeningkatkan nilai investasi PMDN
Meningkatnya nilai investasi
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah investasi PMDN (Dengan Satuan:Rp) 3.956674829180 500 83.500.000 600 78.500.000 700 43.500.000 700 205.500.000 | BIDANG PENANAMAN MODAL
IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian [jumlah laporan Penetapan Pemberian 1] 3.500.000 1 3.500.000 1 3.500.000 1 10.500.000 SUB KOORDINATOR
Fasilitas/Insentif Dibidang Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal PERENCENAAN DEREGULASI
Penanaman Modal yang Menjadi yang menjadi Kewenangan Daerah PENANAMAN MODAL
Kewenangan Daerah |Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)
Kabupaten/Kota
2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 0 3.500.000 2 3.500.000 3 3.500.000 3 10.500.000 SUB KOORDINATOR Kota
Fasilitas/Insentif ~dan  Kemudahan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di IPERENCENAAN DEREGULASI Pangkal
Penanaman Modal Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha) IPENANAMAN MODAL Pinang
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi 1 80.000.000 1 75.000.000 1 40.000.000 1 195.000.000 SUB KOORDINATOR
Investasi Kabupaten/Kota Investasi Kabupaten/Kota (Dengan PEMBERDAYAAN USAHA DAN
Satuan:Laporan) PENGEMBANGAN POTENSI
DAERAH
2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum 0 0 1 35.000.000 0 0 1 35.000.000 SUB KOORDINATOR
Penanaman Modal Daerah Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota IPEMBERDAYAAN USAHA DAN
Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen) PENGEMBANGAN POTENSI
IDAERAH
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha 1 80.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 160.000.000 SUB KOORDINATOR Kota
Usaha Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen) IPEMBERDAYAAN USAHA DAN Pangkal
PENGEMBANGAN POTENSI [Pinang
IDAERAH
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN jumlah investor PMDN (Dengan Satuan:NIB) 12.271 500 240.000.000 550 200.000.000 600 180.000.000 600 620.000.000 | BIDANG PENANAMAN MODAL
MODAL
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi jumlah event yang diikuti (Dengan 1 240.000.000 2 200.000.000 2 180.000.000 2 620.000.000 SUB KOORDINATOR PROMOSI
Penanaman Modal yang Menjadi Satuan:Event) PENANAMAN MODAL
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
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2.18.03.2,01.02  Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Ookumen  Hasil  Kegiatan  Promosi 1 1 240.000.000 1 200.000.000 1 180.000.000 1 620.000.000 SUB KOORDINATOR PROMOSI ota
Penanaman Modal Daerah Modal  Kabup /Kota  (Dengan PEMANAMAN MODAL Pangkal
Kabupaten/Kata :Dokumen) Pinang
2.18.08 ROGRAM PENGENDALIAN pe t P h yang melapork 511 20 140.000.000 30 150.000.000 40 140.000.000 40 430,000,000 M PENGAWASAN DAN
ELAKSANAAN PENANAMAN LKPM (Dengan Satuan:¥) PENGENDALIAN
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan jumlah laparan Pengendalian Pelaksanaan 1 1 140.000.000 1 150.000.000 1 140,000.000 1 430.000.000 SUB KOORDINATORP
- Penanaman Modal yang Menjaci Penanaman Modal yang Menjadi ENGAWASANDAN
Kewenangan Daerah Daerah Kabupaten/Kota PENGEMDALIAN
Kabupaten/Kota (Dengan snum Laporan)
2.18,05.2.01.02  Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Usaha yang Aﬂqndlpltinn 0 200 70.000.000 300 75.000,000 400 70.000.000 400 215,000,000 5UB KOORDINATORKota
P P PENGAWASAN D A NPangkal
Modal (Dengan S“UIILPQIIHU Usaha) PENGENDALIAN Pinang
2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha darl Pelaku Usaha yang 21 160 70.000.000 180 75.000.000 200 70.000.000 200 215.000.000 5UB KOORDINATORKota
Pengawasan Pelaksanaan Melakukan  Koordinasi  dan  Sinkronisasi PENGAWASAN D A NPangkal
Penanaman Modal (Dengan Sat: Usaha) PENGEMDALIAN Finang
TOTAL: [7.600.731.867 8.190.210.834 8.379.689.802 24.170,632.503

_ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJAKOTA PANGKALPINANG
A2 R Ll

P ; & T., M.T.NIP.197606122000031003
~ Gk KALP

halaman 8 dari 8
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BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Transisi lingkup
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna
untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator
kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara
kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam
evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator Kinerja
menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu
sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program
dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kkinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan
diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator
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yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh
aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam
Tabel 7.1 sebagai berikut:
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target _Kondisi
Kinerja pada
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan Akhir
Periode RPD
2021 2022 2024 2025 2026
RPD KOTA PANGKALPINANG
meningkatkan tata
kelola pemerintahan deks ref .
dan pelayanan Indeks reformasi L
> - - birokrasi Nilai 62,78 63,13 67,71 69,36 71
publik yang baik 71
menuju tercapainya
good governance
meningkatnya
- Indeks kepuasan -
| 2 kualitas . masyarakat Nilai N/A 84 85 86 86
pelayanan publik
berbasis IT
N/A
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2024-2026

No.

Tujuan

Sasaran

Program

Indikator

Satuan

Kondisi Kinerja pada Awal RPD

Target

2021

2022

2024

2025

2026

Kondisi
Kinerja pada
Akhir
Periode RPD

RENSTRA DPMPTSP&NAKER

Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik

indeks kepuasan
masyarakat layanan
perizinan

Nilai

86,24

90,33

85

87

90

90

meningkatnya
hasil evaluasi
kinerja layanan
penanaman modal

nilai hasil evaluasi
kinerja

Nilai

79

75

7

79

79

PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN

MODAL

Persentase perizinan
dan non perizinan
penanaman modal

yang terlayani

%

100,00

100,00

85

87

90

90

persentase
penanganan
pengaduan dan atau
konsultasi
masyakarat yang
diselesaikan

%

100,80

100

85

87

90

90
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Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target Kondisi
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan Kmi?(zi?ada
Periode RPD
2021 2022 2024 2025 2026
PROGRAM
PENGELOLAAN persentase izin yang
DATA DAN SISTEM S o
2. INFORMASI dlterbz)trl](ﬁz esecara % 100,00 100 100 100 100 100
PENANAMAN
MODAL
Nilai SAKIP

Perangkat Daerah Nilai 76,80 75,20 76.90 7700 7710 77,10

PROGRAM | el
PENUNJANG Nilai N/A N/A 85 87 90 90

3 URUSAN Perangkat Daerah

PEMERINTAHAN
DAERAH
Persentase

kontribusi retribusi

daerah terhadap % 0,88 0,66 5,25 4,64 4,10 4,10
PAD




RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER

2024-2026

Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target Kondisi
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan K'“Zrdﬁieada
Periode RPD
2021 2022 2024 2025 2026
RPD KOTA PANGKALPINANG
mewujudkan SDM
> dan kesejahteraan Tingkat Kemiskinan % 4,76 4,55 45 4,45 44 44
masyarakat yang
berdaya saing
> meningkatnya Tingkat
kualitas Pengangguran % 6,81 5,9 5,72 5,36 5 5
kesempatan kerja Terbuka
RENSTRA DPMPTSP&NAKER
meningkatkan
> | persentase tenaga TPAK % 65,16 65,78 60 61 62 62

kerja yang
ditempatkan
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No.

Tujuan

Sasaran

Program

Indikator

Satuan

Kondisi Kinerja pada Awal RPD

Target

2021

2022

2024

2025

2026

Kondisi
Kinerja pada
Akhir
Periode RPD

Terciptanya
hubungan

industrial yang
harmonis

persentase
perusahaan yang
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/ PKB,
LKS Bipartit,
struktur skala upah
dan terdaftar peserta
BPJS
Ketenagakerjaan)

%

100,00

6,89

90,00

90,00

90,00

90,00

persentase tenaga
kerja yang
bersertifikat
kompetensi

%

6,03

7,09

6,40

6,90

7,10

7,10
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Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target
Kondisi
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan Klni\rlj(zieada
Periode RPD
2021 2022 2024 2025 2026
Jumlah Kebijakan
Pembangunan
PROGRAM . .
1 PERENCANAAN nggf‘fﬁke;fa” Kebr'llaka 0 0 0 1 0 0
TENAGA KERJA erah yang
ditetapkan
Persentase kasus
perselisihan
srocRan | b e
HUBUNGAN o
2. INDUSTRIAL dengan perjanjian % 45,45 83,02 40,00 45 50 50

bersama (PB)
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Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target Kondisi
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan Kln;rlj(ﬁir:ada
2021 2022 2024 2025 2026 Periode RPD
PROGRAM
PELATIHAN KERJA | Besaran tenaga kerja
3. DAN yang mendapatkan % 75,00 73,77 77 79 80 80
PRODUKTIVITAS pelatihan
TENAGA KERJA
PROGRAM persentase pencari
4. PENEMPATAN kerja yang % 11,50 46,49 40 45 50 50
TENAGA KERJA ditempatkan
RPD KOTA PANGKALPINANG
Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dan
pembangunan .
» | infrastruktur melalui Laju pertumbuhan % 9,27 6.21 4| 425 45 45
ekonomi
pengelolaan
lingkungan hidup
yang berkelanjutan
meningkatnya
> pertumbuhan Realisasi investasi | Milyar 438.146.631.380 479.675.343.959 500 525 550 550
investasi daerah
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Kondisi Kinerja pada Awal RPD Target Kondisi
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan Klni\rlj(zieada
2021 2022 2024 | 2025 | 2026 | Periode RPD
RENSTRA DPMPTSP&NAKER
meningkatkan nilai persentase capaian
| 2 . gra nilai investasi % 602.359,00 659,45 3 5 7 7
investasi PMDN
PMDN
> Meningkatnya nilai investasi Rp 3.312.974.474.099 3.956.674.829.280 | 500M | 600M | 700 M 700 M
nilai investasi PMDN
PROGRAM
PENGEMBANGAN Jumlah investasi
1. IKLIM PMDN Rp 3.312.974.474.099 3.956.674.829.280 500 M | 600 M 700 M 700 M
PENANAMAN
MODAL
PROGRAM
PROMOSI jumlah investor
2. PENANAMAN PMDN NIB 3.544,00 12.271,00 500 550 600 600
MODAL
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Kondisi Kinerja pada Awal RPD

Target

Kondisi
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Satuan Klnz'lj(?]ipr)ada
Periode RPD
2021 2022 2024 2025 2026
PROGRAM
PENGENDALIAN persentase
3. PELAKSANAAN perusahaan yang % 30,26 511 40,00
PENANAMAN melaporkan LKPM 20,00 30,00 40,00
MODAL

10




RENSTRA TRANSISI DPMPTSP&NAKER | 2024-2026

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Transisi lingkup
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah selama tiga
tahun. Renstra Transisi ini digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Transisi lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang
perlu diatur sebagai berikut:

1.  Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target
Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang
tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang
pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat menjalin

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan

Vii-1
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sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat
tercapai;

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga
tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan
kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja
wajib berpedoman pada Renstra;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu
dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara
berkala; dan

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan

kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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